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ABSTRAK

Nama : Alicia
Program Studi : Magister Kenotaratan
Judul : ANALISIS TINDAKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

TERKAIT LIKUIDASIPT. BPR TS.

Dugaan Bank Indonesia atas adanya tindak pidana perbankan yaitu kredit fikif yang
dilakukan oleh SW sebagai pemegang saham pengendali PT, BPR. TS menyebabkan
PT. BPR. TS dicabut ijin usahanya. Pencabutan fjin usaha oleh Bank Indonesia
mengakibatkan beralihnya kewenangan pengurus dan pemegang sabam beralih
kepada Lembaga Penjamin Simpansn (LPS). Untuk itu, LPS akan melakukan
tindakan pengembahan dana pasabah serta melikuidasi bank, Permasalahan vang
dibahas dalzm tesis inl adalah mengenal pengembalian dans nasabsh PT, BPR TS
vang dilakukan oleh LPS serta akibat hukum bagi direksi, dewan komisaris dan
pemegang saham PT. BPR TS (dalam likuidasi). Penelitian ini merupakan penelitian
normatif dengan sifal penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan penulis dalam
penelitian ini adalah data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa
tidak semua simpapan nasabsh PT. BPR TS (dalam likuidasi) dikembalikan oleh
LPS, serta bhaik pengurus maupun pemegang saham bertanggung jawab terhadap
dilikuidasinya PT. BPR. TS (dalam likuidasi),

Kata kanci:
Lembaga Penjamin Simpanan, Bank, simpanan nasabah,
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ABSTRACT

Name : Aligia
Study Program : Master of Notary
Title - ANALYZE OF INDONESIA DEPOSIT INSURENCE

CORPORATION ACTION IN LIQUIDATION OF PT. BPR. TS

Bank of Indonesia suspicions, that there is a fraud done by SW as a dominator’s
shareholders at PT. BPR. TS causes Bank of Indonesia revoke license of PT. BPR.
TS. The result of this revocation iz Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC)
take over all duty and suthosity of board of director, board of commissioner and share
holders. Because of that, IDKC must return deposit and liquidation PT. BPR. T8 (in
liquidation). This thesis is discussing about how the IDIC will return deposit at PT.
BPR. TS (in lignidation} and also legal action consequences for PT. BPR. 15 (in
Hquidation)’s board of director, board of commissioners and shareholders. The type
of this research is explanation normative research. The data will be collected from
literature and imerview. The conclusion of this research are IDIC did not retum all
the customers deposit at PT. BPR. TS (in liquidation), and ali PT. BPR. TS (in
liquidation)'s board of director, board of commissioner, and shareholders have
responsibility because of liquidation.

Key Words:
Indonesia Deposit Insurance Corperation, Bank, deposit.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1, LATAR BELAKANG

Di jaman modem ini, bank juga memegang peranan dalam perkembangan
keseimbangan, kemajuan serta kesatuan ekonomi suahs negara, Sebagai lembaga
kewengan, tujuan dari bank adalah unink memberikan kredit dan jasa keuangan
Iainnya Pemberien kredit dapat dilakukan ates dasar modal sendiri maupun
dengan modal dari pihak kefipa, maupmn dengan menerbitkan alat-alat
pembavaran baru berupa uvang giral, ' Oleh karenanya, perkembangan dalam
industri perbankan sangatiah pesat,

Bank Indonesia (vang juga dikenal sebagai BY) sebags bank sentral di
Indonesia merupakan institusi yang independen dan bebzs dari campur tangan
Pemerintah ataupun pihak fainnya sejak dikeluarkan undang-undang bam yaitn,
Undang-ondang Nomor 23 ishun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatskan
berlakn pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebapaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 tahun 2004 tapggal 15 Japuer 2004 dan Undeng-undang Notnor
& tzhon 2009. Dengan dikeluarkannya undanpgauindang tersebut maka, Bank
Indonesia mempunyai otonomi penuh delam merumusksn dan melaksanakan
sefiap tnpas dan wewenangnya scbagaimana ditentukan dalam mmdangamdang
tersebut.” Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempimyal satu tujusn tunggal,
yatte mencapal dan mernelihara kestabilan nilal rupiah.

Institess Bank diater dalam Undang-undang Nomor 7 Tahum 1992
sebagnimana telah dirubah denpan Undang.undang Nomor 10 tahun 1998 tentang
perbankan {uniuk selanjutnya disebut UL Perbankan). Dalam undang-undang
tersebut dapat idta jumpal pengertian da benk, yaile badan ussha vanp
menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkanmya

' Ihs, QP Simorangkis, Kanus Perbankan, Cetokan kedua, Takarta, Bing Aksats, 1080,
b, 33.

* hitipHoverve bl o, il Avelid Tenteng +R P ungsi+Bank+Indonesia/Stator tdan+ K edudiks
v/, diskses prda tanggal 20 Maret 2009,
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kedalam masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak®. Ada
2 {dua} jenis bank yang dikenal dalam UU Perbankan yaitu: Bank Umum dan
Bank Perkreditan Rakyat, Perbedaan utama antara bank umum dan Bank
Perkreditan Rakyat terletak pada jasa yang diberkan. Jasa dalam lahy lintas
pembayaran dapat kita jumpai pada Bank umum, tetapi jasa tersebut tidak dapat
kita jumpat dalam Bank Perkreditan Rakyat.

Suatu bank sebelom memulal kegiatan usahanya wajib memiliki 1zin
terlebih dahulu dari pemerintab dengan memenuhi persvaratan tertentn, Bank
biasanya harus berbentuk badan wvssba sebagai perseroan terbatas atau bentuk
badan ussha Iaionya yaizg ditetapkan oleh perundang-undangan misaloys
peruszhaan duersh, dan koperast.® Aksn totapi, hinges saat ini badan ussha yaog
paling digemari sdalak perseroan terbatas,

Perseroam terbatas  sudzh dikenal sejgk zamsan Hindia Belandz dengan
nama Noamioze Fennotschop (selaniutnye disebut sebegal NVY). Perseroan
torbatas merupakan badan usgha vang berbadan hulum, didirikan berdaserkan
perjanjian vapg dibust oleh 2 (dus) pihak atau lebih Perseroan terbatas
mejakokan kegintan usahe dengan modal dasar yang seluruhnya terbapi dalam
saham, dan didirikac berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tsbum 2007 tentang
Perseroan terbatas (selanjutnya disebut UU PT 2007).

Perseroan terbatas adalah badin usaha berbadan bukum yang menniliki
organ-organ yang spesifik serta fungsi yang beragam. Organ yang pertama adalah
Rapat Umum Pemegang Saham (jugs dikenal dengan nama RUPS) yang memiliki
kedudukan tertinggi dalam Perseroan ferbatas, dan meropakan kumpulan dari para
pemegang saham serta bertugas untuk meneniukan segala kebijaksanaan umum
Perseroan terbatas. Organ kedua adalsh direks: yang bertugas untuk menislankan
kebijaksanaan-kebijaksanasn yang telah ditetapksn dalam Rapat Uman Pemegang
Ssham Dan organ ketige adelab dewan komisaris yang bertugas sebagal
pengawas wnink dan atas nama permegang saham. Peran ketign organ tevsebut
diatur di dalarm UU PT 2607,

*eof. D, Rindyo Formono, Buns rempel Hude Bisnis Akiual, PT Citra Aditya Bakt,
Bundung, 20086, hal 208,

4 Myhammed Dhsmbama, Hiden Perbanken Fedonesia, PT Citra Aditya Baldi, Bandung,
2006, bal 109
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"Pada tabun 1998, Ikyisis moneter dan perbankan  yang
menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank,
mengakibatkan menurunnyz tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem
perbankan, Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan
beberapa  kebijakan disntaranya memberikan jaminan atas seluruh
kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (Slanket
guarantee). Hal ini ditetapkan dalern Keputusan Presiden Nomor 26
Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank
Urnum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan
Terhrdap Kewajiban Pembayaran Bank Perkeaditan Rakyat.

Dalam pelaksansannya,  blanket guarantee memang dapat
menumbuhkan kembali kepercayasn masyarakat terhedap industn
perbankan, namun ruang  Bnpkup penfaminan  yang terlaln  luas
menyebabkan timbulnya morsl hazard baik dari <isi penpelola bank
maupun masyarakat.

Untuk mengatasi hal tersebut dan ager tetap menciptakan rasa
aman bagt nasabah penyimpar serta menjega stabilitas sistem perbankan,
program penjaminan yeng sangal luas lingkupnya fersebut perin
digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas.

{rikeluarkannys Undenp-Undang Nomor 10 Tabun 1998 tentang
Perbankan rengamanatkan permbentukan suatu Lembags Penjarnin
Simpanan (LPS) sebagal pelaksana pegjaminan dana masyzrakat. ™

‘Walaupun Lembaga Penjamin Simpanan (untuk selanjutoya disebut LPS})
termaspk lembaga yang relatif baru di ndonesia, lemwsbaga serupa LPS sudzh
dikenal lama dalam perbenkan dumia, sebagai contohmya di Amwrika Serikat
lembape serupa sudah dikenal sejak tahun 1933 vang dikenal denpan nama
Federal Deposit Insurence Corporation (FDIC). Dengan ditunjang oleh lembega
FINC hingga sekarang krisis perbankan yang dialami oleh Amerika Serikat dapat
dilahst depgan batk. Tujuan dari lembaga tersebut adalah wntuk membantu
menstabilkan sistem perbankan yvang pemzh mengalami kehancuran pada tahum
1930-an. Melihat bessraya manfast dari adanys asuransi depositi tersebut,
sekarang ini dr kelangan perbankan internasional mempunyai keinginan untuk
mendirikan asuransi deposito yang berskala dunia atan World Deposit nsurance
Corporation (WDIC).®

Seiring dengan bergulimya wakiu, gkgistensi LPS pun semakin dipertegas
dengan disahkannya Undsng-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembags

3 hup/www s go idAv2home. phpthnkesaiarah , diskses npada tanppal 34 April 2009,

6 Mubeumad Dinebenn, Op. Ci hal, 142,
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Penjmmin Simpanan (untuk selanjutnya disebut UU LBS) oleh Pregiden Republik
Tedonesia pada tangeal 22 September 2004 dan berdsku efekiif sejak tanggal 22
September 2005 sebapaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 7
tahun 2009, Sejak UU LPS tersebut berlaku efektif, maka LPS resmi beroperssi.

Berdasarkan UU LPS disebutkan bahwa LPS merupakan svatn bedan
holasm  yang  independen dan  trangparan  dalam  melakukan tugas  dan
kewenanpannya Salah satu tugas dari LPS adalah mgramuskan, menetapkan, dan
melaksanakan kebijakan penvelesaian bank gapal yang tidsk berdempak sistesiic
Kewenangan LPS tidak hanya terbatas pada bank urmum sqja, tetapi juga meliput
Bank Perkreditan Rakyat serts bank yeng bidang vsahanya bergerak sesuai
denpan prinsip syariah,

Peran LPS dapat kit2 jumpai pada kasus PT. BPR TS, salah satu bank
yang telah ditetapkau sebagai bank gagal oleh Bank Indonesia berdasarian Surat
Keputusan (SK) Gurbermur Bank Indonesia Nomor 11/15/Kep. GI/2009 tanpgal 24
Maret 2000 tentang Pencabutan Tzin Usahg PT. BPR TS. Melalui Press Relsase
Nomot: Press-00V/LPSAN2009 vang dikeluarkan oleh Kepaln cksekutif LPS
pada tangeal 24 Maret 2009, disebuikan bahwa dengan dikeluwkannya SK
pencsbutan izin tersebut, LIPS akan memialapkin Fangsi penjaminen dan
melakukan proses Hikuidasi sesuad dengan UU LPS dan peraturan pelaksanannya,
Sehingra dani keterangan tersebut dapat kita lihat bahwa ada 2 €dua) fungsi vang
dijalankan oleh LPS vaitu, melakukan pembayaran kiaim kepada nasabsh PT.
BPR TS serta mefekukan Jkuidasi atas PT. BPR TS, Pencabutan izn ini
dilakokan oleh BI dilakukan setelah PT. BPR TS ini tak kunjung schat meski
telah menjalani proses penyehatan selama enam bulan.’

"Pernicu masalah BPR TS adalah penarikan dana nasabsh dalam
jumlsh besar alias rush. Masabah melakukan rush begitu mendengar Grup
T yang wmerupakan pemilik BPR T tzk sangpup melunasi kewajiban
transaksi komoditas pertanian.”®

7 Pydh Moegssard, Bf Resmi  Cobur Iyin Usaha BPR T,  Kont,
hitp:#oisniskeunngan kampas.confread/  sanl/2000/03/25/13054895/ e cabut. izin.usaha bpr,
T, Rabu 25 Mauret 2005,

B Ihid
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Akan tetapi, disamping mempunyat deposito yang Jijaminkan secara
resmi oleh Bank Indonesia, PT. BPR TS juga menawarkan “deposite dibawah
tangan” dengan bunga 18% {(delapan belas persen per tahun, berupa cek atas
nama pemilik bank, Sebagai bank dengan reputasi yvang baik dimata masyarakat
sekitar, maka banvak masyarakst yanp meppambil bapian dalam “deposito
dibawals tangan™ tersebut atas dasar kepercayaan® Bunga yang ditawarkan oleh
PY. BPR TS juga merupakan bunga yany lebih tinggi dari bunga yang dijamin
oleh LPBS. Dengan dicabutnys izin ussha PT, BPR TS dan aken dilikuidasinya
PT. BPR TS mengukibatkan selurzh deposifo staupun simpenan lain akan
dikembalikan melatui LPS.

Dart keterangan tersebut di atas, maka penulis tertank umtuk membuat
karya tulis tentang sefauh mang findakan vang dimmbil oleh LPS terhadap
simpanan nasabah PT. BPR TS dan akibat hukum yaps tzobut terhadap pengurus
dan pemegang saham PT. BPR TS dalam karya tulis yang begudul ANALISIS
TINDAKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERKAIT LIKUIDASIE
PE.BFR TS,

1. 2. POKOK FERMASALABAN
Berdasarkan uraizn yang dikemukakan dani katar belakang di atas, penulis
meromuskan pokok permasaiahan sebagai berikut:
i. Bagaimana trdakan yang diambil oleh LPS terhadap simpanan
nasabgh PT. BPR TS {datam likuidasi)?
2. Bagaimana zkibat hukum likuidest vang timbul terhadap direksi, dewan
komisaris dan pemegang ssham dari PT. BPR TS (dalam likuidasi)?

1.3, METODE PENELYTTAN
Tipe penelitian vang digunakan ofeh pemulis adsish penelitian hukam
normatif'® karena tulisan ini bertjuan menemukan asas-asas hukum positif dalam

b Bip:fwvew opensubseribor somfmossagelekosonmi-syarinh@yshoogronps com
AI0I5662 mt |, diokses pada tanggal 24 April 2068,

1 Soerjono Soskante, Pengantar Penelition Hukwon, Jokaris, Universitis Indonesia, 1984,
hal. 51, Penelitian normatif merupakan penelitian Inlorm yang ditibel dad sudut Wisem penelistan
bukum, Perelitisn hukum movmstif menskup penelition terhadap ases-sses hukum, penslitian
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hal tindakan vang diambil oleh LPS dalam mengembalikan dana nasabah, Sifat
penelitian yang digunakan oleh penulis adalsh eksplanatori’’, karena menjelaskan
lebih tanjut tentang tindakan yang diambil oleh LPS dalam rangka pengembalian
darm nasabah,

Sumber data yang digunakan coleh penvlis dalem menyusun tulisan i
adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalni
sostu sumber yang dikumpulkan oleh pihak lain atan data yang diperoleh dard
kepustakaan. "%, Sumber data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data
sekunder adalah:

1. Sumber data prmer (primary source)
Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah dokernen yang
berisi pengetahuan flmiah atan fakta yanp diketahud ataupun tentang
ide ® Dalam penelitian ini sumbers data primer yang digunakan oleh
pennlis adalzh:

a Undang-undang Nomor 23 tshun 1999 tentang Bank Indonesia
gebasaimana felah dirabah dengan Undang-undang Nomor 3
tahun 2604 serta Undang-undany Nomor 6 1ahmm 2009 (unfuk
selanjumya disebut dengant UU Bank Indonesia),

b, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 ientung perbankan
sebagaimana ielgh dirubah dengan Undang-undang Nomor 14
tabun 1998 (untuk selaniutnya disebut dengan UU Perbankan).

¢. Undang-undang Nomor 24 thun 2004 sehagaimana teizh
dirubah dengan Usndang-undang Nomor 7 tahun 2009 tentang

wchadap sistesmsiiha hukwm, penelition ferhadop taraf sinkronisasi budoas, penelitian teshadsp
sjmreh fwkom, ponelitan wrhudsp pocbendingss bukam, Selein peoelitin huloay norsutif,
difibat deri sudut fidusn ada pula pessiiion bubum sosiclogis aimu empitis yang ferdid dom;
penclilieon lebsdep ieniifkesi bukom den ponelilisn kehadup ofukiifilas hukuny,

Y86 Mamudii, dkk, Metods Penelition dan Pemdison Hulm, Inkerta, Universitas
fndonesia, 2005, hal. 4. Tipe pensBtian memmit sifatnyn diSapt menindi 3 yeing ehsplomtoris,
deskripdf, eksplanatoriz.  Tujuan penelifisn  sksplunaforis edalsh  menpgambarken steu
menjelaskan lehih dalarm sustu pejals. Penelitian ini bersifat mempertepas hipolese vang ada.

2 i, hal, 27,

3 mbid, hal, 10,
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Lembaga Penjamin Simpanan (untuk selanjutnya disebut UU
LPS)

d. Undang-Undang Nomor 40 tshun 2007 tentang Perseroan
terbatas {selanjutnya disebut UU PT 2007},

2. Sumber data sekunder {Secondary source)
Sumber data sekunder berasal dari bashan-bahan yang memberikan
informasi ater hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer seria
implementasinya ** Dalar penelitian ini penulis menggunakan buku-
bk, literatur, sriikel dari infernet yang terkait dengan penvhisan ind
sebagat bahan hukum sekunder,

3. Sumber dats tersier {ieriierary source)

Sumber data tersier berasal dari bshan-bshan yanp memberikan
petuniuk maupun penjelasan terhadap sumber hukum primer ataupun
sumber hukum sekunder.™ Datam melakukan perelitian ini penulis
mengpunzkan kamus hukum sena penerbitan pemerintah.

Untuk mendukumg perwlisan ind, penulis telah melakukan wawancara
dengan Tbu 81 Mulio Rahartani, SH, Bagian sekretariat lembaga pada Lembaga
Penjamin Simpanan.

Karena sifat penelitian yang digunakan penulis adalah elksplanatoris, maka
analisis penslitiannyas dilakukan dengan cara kualitatif Disamping itu, penulis
menggunakan metode deduksi yaitn dengan berdacarkan data yang bersifat
umum, yaitu berdasarkan Ketentuan perundang-undangan serta peraturan lain
dibandingkan dengan data yang bersifat khusus, vaim tindakan vang dilakukan
LPS, yang kemudian disrbil suatn kesimputan.

Y Fhick, . 31

¥ thid
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1.4, SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHIULUAN

Pada bab ini penulis akan membahas secara garis besar apa yang menjadi
latar belakarg penulis tertarik uniuk mennlis karva tulis ind serta pokok
parmasalahan vang nkan dibshas oleh penulis. Disamping i, penubs juga akan
menjabarkan fentang melode penclitan yang digunakan, data-data yang
digunakan termasuk sumbernya.

BAR 11 TINDAKAN LPS TERKAIT LIKUIDASI PT, BPR TS (dalam
Himidasi)

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai tecri-teori yang terkait
dalam pengembalian dana nasabah dalam hal terjadi pencabutan #in usaha bank
dan akibat hukum bagi pengurus dan pemsgang ssham, Disamping secara teor,
penulis jupa akan membahas mengenat kasuz PT. BPR TS (dalam likuidast) yang
tegadi di Lampung seria menganalisanya berdasarkan feori yang telsh penilis
kemukakan.

BAB HI PENUTUP

Setelah melakukan penelitian terhadap kasus yang adas, pemilis akan
membuat kesimpulan dan memberikan saran stas penelitian yang telah dilakvkan
oleh penulis,
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BABIE
TINDAKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
TERKAIT LIKUIDASTPT.BPR TS

2. 1. FUNGS]I, JENIS DAN BENTUK HUKUM BANK

“Bank adalzh bagian dari sistern keuangan dan sistern pembayaran suatu
negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga 1¢lgh menjadi bagian
dari sisten kenangan dan sistem pembayaran dumia.”*Dalam satu dekade terakhir
ini, bank telah mengelami kemajuan yang sangat pesat. Ada beberapa faktor yang
mempengarphi perkembangan bank diantaranya faktor teknologl informasi dan
fakior globalisasi, “Dengan zdanya kemajuan teknologi informast dan faktor
globalisasi tersebut menyebabkan bank-bank mampu mendiversifikasi produk dan
jasanya sehingga melahirksn produk baru yang Tebih kompleks dan beresiko, ™
Selain im, bank juga telah mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dalam
masyarakat untuk melakukan transaksi dengan segala kemudahan yang ada baik
dalarm sate kawasan maupun dalam kawasan vang berbeds (intas negara). Krisig
ekonomi yang terjadi di Indonesia juga turut mewamai sejarah perkembangan
bank di Indonesia. Oleh karena kebutuhan itulah, bank memerlukan storan yang
lebih komplek mma melindungi kepentingan pihak-pihak yang terkait.

Pada mulanva bank distur berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun
1967 tentang Pokok-pokok Perbankan serfa peraturan terkait lainnya Kacenn
dirasa sudah tidek dapat mengikuti perkembangan ekonomi nasional maupm
internasional, make perlo dibentuk undang-ondang bars. Dengan diberlskekannya
Undang-undang vomor 7 tahun 1992 fentang Perbankan pada tangga! 25 Maret
1992, Undang-umdang nomor 14 tahun 1967 digyatakan tidak berlaky {agi. Pada
saat terjadi krisis pada tahun 1997, Undang-undang nomor 7 tahun 1992 divasa
kurang memadai dan perlu disesusikan, Oleh karena itu, pada tanppal 10

"¢ adrinn Swtedi, Hukum Perbortkan Suatu Tinjauan Pencucian Uarg, Merger, Likuidasi,
dan Kepatlitan, Sinay Graliks, Jukarts, 2007, bal. 1.

' Bodan Pembinsan Hukum Nesionsl Departemen Huokum dan HAM RY, Analisis don
evaluad hukxm tentang poruhokon wndang-undang perbarkan fundangmdany vomor 17 lakmn
1992 jo undanp-undany nomor 1 whun 1998, Departemen Hukun den HAM, Jakare, 2007, hal,
2
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November 1998 dikeluarkaniah Undang-Undang tomor 10 fahun 1998 tentang
perubshan atas Undang-andang Nomor 7 tghun 1998 tentang perbankan
{selanjuinya disebut 17U Perbankan) yang masih berlaku hinppa saat ini

“Perkembangan industri perbankan Tndonesia secara garis besar
dapat dikelompokan kedalam empat periode, yaito periode pertumbuhan
yang sangat pesat pada kurun wakty 1988-1996, periode kvisis yang
diikuti dengan propram rekapitilisasi pada 1997-1998, periode stabilisagi
pada tshom 1999.2001, dan periode pemulihan sejak tahun 2002 yang
ditandai dengan mulai berkembang lagi industri perbankan dan perubahan

strategi kegiatan industri perbankan !

Sebagsimans dijelaskan ¢ ates, perkembangan bank i Indonesin
dipenparuhi  oleh  banyak faktor, antara lain  perkembangan wknologi,
pertumbnfian  ekonomi, kemajuan rakyat, kebutuhan sghari-hari serfa krisis
ekonomi yang terjadi. Belain itu, perkembangan bank di Indonesia tentu fidek
luput dari meningkatnya kesejahiersan masvarakal, serta pengeiahuan masyarakat
kepada bank Seiring dengan wekiu, fuogsi bank d4i Indonesia juga berubah
Perkembangan perbankan vang demikian  {elah memberikan kita suate
pengalarman vang dapat menjadi masukan dalam penyusunen UL Perbankan,

2. L 1. Fuongsi Bank

Sebagwi negara yang menganui psham demokrasi serta berlandaskan
Pancasila, Indonesiz menerapkan menerapkan paham tersebut di segala bidang
termasuk  dalarm penpembangan bidang ekonomi, Schinggn bank-bank di
Indonesia wajib menjalankan usshanya berdasarkan asas demokrasi ekonomi
dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam pasal 2 U
Perbankan Asas demcksasi ekonomi yang digunakan dalam perbankan Indonesia
dapat kita jumpal pada Pancasila dan Undang-Undang Dagsar 1945 (UUD 1945),

Fungsi perbankan Indonesia dapat kita jumpai pada pasal 3 UU Perbankan,
yaitu untuk menphimpun dana masyarakat serfa menvalurkan dana kepada
masyarakat. Hal fersebut tercermin dari produk-produk yang dikeluarkan oleh
bank-bank di Indonesia dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, dapat kita

® ibid, tal. 7
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simpulkan bahwa secara garis besar ada 2 {dua) kegiatan yang dilakukan oleh
bank yaity,
1. Kegiatan di bidang liabilitis.
Merupakan kegiatan bank dalam menghimpun dana

“Dana dari sumbemnya dapat dibedakan aniara dana
ekstern {dana dar lugr bank) dan dari intem (dana dani dalam
bank) :

1. Dang pihak kesatu {dana yang berasal dari modal

sendiri yang berasal dari para perpegang saham).

2. Dang pibak kedua {danz yang berasal dari pinjaman

dari tuar),

3. Dana pikak ketiga (dana yang berasal dani simpanan

masyarakat).”"

Yang termasuk dalam dana pihak ketiga merupakan dena yang didapat
dari simpanan magyarakat vang berupa giro, tabungan, deposio,
sertifiknt deposito kewajiban segera lainnya. Selain itn kegiatan
menghimpun dana dapat juga berasal dari dana pihak kedua melaln
instrumen surat-surat berharga < 1 tahun (instrumen money mrier)
dan instrumen > ! tahun (invtumen pasar modal - obligasi), serta dana
pihak pertama vang berasal dasi pemilik berupa modal.
2. Kegiatan di bidang aset

Di sampirg menjalankan kegiatan di bidang Habilities, bank juga
memalankan kegiatan di bideng aset, Yang termasuk ke dalam aset
meliputi ks, giro pada bank indomesia, giro pada bank fain,
penermpatan pada bank lain, suret berharga, kredit vanp diberikan,
penyertaan, akliva tetap dan rupa-rupa akiiva Perlu diperhatikan
babwa salah satu kegiatan bank di bidang aset adalah menyalurkan
dana kepada masyarakat atas dana yang telah dikumpulkan Oleh
karena itu, salah satu kegiatan uvtama bank di bidang aset adalah
kegialan pemberian kredit kepada masyarakat sekitzrnya dalam
bentuk dap jaminan yang telah ditetapkan .

* Dhycana, dset and Liahibity Maagemen, hitp:#dhyoana wordpress.con/2008/0471 7
ascts-uncd-Jisbility-summgomont-almes, 17Apr! 2008, dukses puda baggad 15 Jund 2009
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Untuk menialankan suatu bank dengan baik maka diperiuken
keseimbangan dalam mengatur kedua kegiatan bank tersebut di atas. Dengan
demikian diperlukan managemen yang batk dan bank terssbut Disamping i
adanya pengswasan dan pembinaan dari otoritas yang berwenang dalam hal ini
Bark Indonesia sangatiah penting untuk mendukung perkembangan bank di

Indonesia.

“I% Indonesia lembaga kenangan bank memiliki mist dan fonpsi
khusus selain fungst yang lazim seperti apa yang telah divraikan di afas,
Bank diarghkan umuk berperan seperfi agen pembanpunan {ggent of
development), vaitn  sebapal lembaga yang berfjuen mendukmg
pelaksanaan pembangunan nasiopal dalam rangka meningkatkan
pemerataan pernbangunan dan hasil-basilnya, pertumbuhan ekonomi dan
stabilitas nasional ke arah peningkstan taraf hidup rakyat banyak Funpsi
tersebut merupakan penfabaran dari Pasal 4 UU Perbankan 1992, yaitu
bashwa perbanksn Indonesia  bertujuan  mepunjang  pelaksanaan
pembangunan  nasional dalam  rangka meningkatkan pemerataan,
pertumbubim skonomi, dan stabilitas nasional ke areh peningkatan
kesejahteraan rakyat banyak ™

Oleh karena itu, disamping fungsi bank secara vmum, bank-bank di
Indonesia juga memepang peranan penting dalam menjaga kestabilan monster,
Hal ini dapat dilibat dari peran yang diberikau cleh pemerintah kepada bank-bank
di Yndonesia untuk  mengembangkan seklor-sekior perckonomian dalam
pembangunan nasional. Demikisn pentingnya bank di Indonesia sehingps
pemerintah harus turgt sevig dalam mengawast perkembangan bank di Indonssia,

Oleh karena iy, secars gans besar fungst perbenkan di Indopesia dapat
dibag menjadi 2 fungsi uiama vaity agent of development karena bank di
Indenesias memegang peran penting delam mendukamg pelaksanaan pembangunan
sevta agent of trust karena bank di Indonesia harus memelihara kepercayaan dan
masvarakst agar dapat menjalapkan usahanya Fungs? tersebut di atas juga dapat
dilihat pada penjelasan pasal 29 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa:

“Mengingat hank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat
yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus
meninga kesehatannya den memelihara kepercayaan masyarakat padanya.™

11 Bodi Untung, Eredit Perbankon di hedonesia, Andl, Yogyukaria, 2000, bal 14,
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Pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap bank-bank di Indonesia
dilakukan melatul bank ceniral yeitu Bank Indonesia Eksistensi Bank Indonesia
diatur daiam perubahan keempat UUD 1945, yaitu berdasarkan pasal 23 D UUD
1945 yang menyebutkan bahwa negara mempunyat bank sentral. Untuk
melaksanakan pasal 23 D UUD 1545, maka dibentukish Undang-undang Nomor 3
tahun 2004 tentang peruvbahan Perubahen Undang-undang Nomor 23 tahnn 1969
tentang Bank Indonesia (untuk selanjuinys disebut UU Bank Indonesia).
Perubahan tu mencakup perubshm status Bank Indonesia sebapgal bank senmral
dan perubshan Bank Indonesia menjadi Lembaga Negara yvang independen, bebas
dari campur tangan pemerintah, dan sebagai badan hukum !

2, 1.2, Jewnis Bank

D Indonesia mengalast 2 (dua) jenis bank sebagairaana tersebut dalam
pasal 5 ayat (1) UU Perbankan. Dus jenig bank di Tndonesiz, yaitu bank vmum
dan bank perkeeditan rakyat (untuk selanjutnys disebut BPR). Yanp dinaksud
dengan “bank umum adalah bank vang mwlaksanakan kegiaan ussha secara
konvensional dun ataw berdasarkan prinsip syarigh yang dalam kegiaiannya
memberikan jasa dalam izlu lintas pembayaran ¥, Sedangkan vang dimaksud
dengan BPR adalah “bank yang melakssnskan kegistan ussha secara
konvensional atay berdsssrkan prinsip syarish vang dalam kegintannya tidak
memberikan jasa dalam lak lintas pembayaran ™

Dan definisi tersebut, secars sekilas kita dapat mengstabni bahwa
perbedaan antara bank unnim dengan BPR, yaitu terletak pada kegiatan usahanya.
Bank umum melakukan kegiatan ussha untuk memberikan jasa dalam Ialu lintas
pembayaran yang tidak depat kita tepni pads BPR. Walaupun demikian secara
umum fungsi dan fujuan vang dilakukan olsh bank unmm dengan BPR adalah
sama. “Pembagian jenis bank tersebut hanya mendasarken pada segi fimesi bank,
dimaksudkan 1mtuk memperielas ruang lingkup dan batas kegiaton yang dapat

¥ Adrion Sutedi, (p.Ciz, hal. 146,
# pasal | ayat {33 UU Perbankan,

B Possd 1 ayat (4) UU Perbankss.
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diselenggarakan. ™ Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa kegiatan usaha
vang dapat difakukan oleh bank umum lebih luas dibandingkan kegiatan usaha
yang dapat dilakukan oleh BPR, Disamping perbedaan dalam kegmatan usshanya,
dalam pasal 5 ayat (2) UU Perbankan memberikan kewenangan kepada bank
uenum untuk mengkhususkan dird dalam melaksanakan kegiatan terientu ataupun
memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan terfentu,

Secara rinet UU Perbankan mengatur tentang kegisian ussha yang dapat
ditakukan oleh bank umum (diatar dalam Bzb N1 bagian kedoa pasal 6 hingga
pasal 12 A UU Perbankan) serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR (diator
dalam Bzab HI bagian ketiga pasal 13 hinpgpa pasal 15 U Perbankan) Oleh
karena itu, kegiatan usaha yang dapat dilzkukan oleh bank dibatasi serta diperjelas
rang lngkupnya dalam U Perbankan,

Disamping kegiatan usshenya yang berbeds, kilm jugs dapat melibat
perbedoan antara kedua jenis bank fersebut terletak peds kepemilikan serfa
peneiptaan wang giral. Untuk bank dengan kegiatan operasional seperti bank
s dapat dimiliki oleh Wargs Negara Indonesia dan ataw badan hukum
fndonesia; aten Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan
Warga Negara Asing dan atan badan hukum asing secara kemitraan™. Besamya
kepemilikan aging dalam suaty bank umum diatur Iebih lanjot dalam penetapan
Bank Indonesia. Selzin besarnya ditentukan, badan hukum ssing tersebut harus
memenuhl syarat dan kelenhion vang diberigkukan oleh Bank Indonesia Badm
hukum asing vang ingin bermitra dalam rangka membentuk bank vmum haruglah
mendapatkan rekomendasi dan otoritas moneter negara asal terlebih dabutu yang
memuat keferangan bahwa yang bersangkutan mempunyai reputasi yang baik dan
tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam bidang perbankan.*® Sedangkan
untuk bank dengan kegiatan operagiondl seperti BPR hanya dapat didirikan dan
dimiliki cleh Warga Negara Indonesia, badan hukum Indonesia vang seluruh

# Mubsmmad Djvmbany, Op. Cit, hal 111,
# Pasgl 22 ayat (11 UU Perbankan

* Pemietasan pasal 22 ayat (2) UL Perbankan,
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pemiliknya warpa negara Tndonesia, pemerintah daerab, atau dapat dimiliki
bersama diantara ketiganya ™

Sedanpkan dilihat dan sisi penciptaan vang giral, kita dapat membedakean
kedua jenis bank tersebut. Dalam pasal 14 huruf (8) UU Perbankan secara jelas
dan tegas disebutkan bahwa salah satu larangan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesiz atas keglatan ussha yang dilakokan olgh BPR adalah penciptasn uang
giral, memberikan jasa simpanan berupa gire, den ikut serta dalam pembayaran.
Maka dari itu, kita dapat membedakan kedua jenis bank tersebut dari penyediaan
vang giral. Apsbila suate bank menerbitkan vang giral, dapat kita pastikan secara
tegas bahwa bank tersebut adalah bank umum dan bukan BPR.

“Melihat fumgsinya, bank ymum mempunyat fungsi sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk
dipinjarnkan pada pihak lain atay membeli surat-surat
berharga (fnancial investren).

Mempermudah di dalam Ialu limas pembayaran nang,

Msenjamin keamanan uang mmsysrekat yang sementara

fidak dapat digunakan misaloya, menghindari resiko

hilang, kebakaran, dan Iain-lain.

4, Menciptakan kredit (created money deposift), yaitu
denpan cars menciptakan depoesits yang dapat dinangkan
{demand deposit) yang sewaktu-wakin dan kelebthan
cadangannya (excess reserves) ™™

i e

Menginpat fungst, fugas, dan peranan Bank Indonesia sebagai bank sentral
dan lembaga otoritas moneter serta melakukan penpswasan dan pembinaan bani,
maka Bank Indonesia tidsk ternasuk dalam katagori bank sebagaimana vang
dimaksud dalam: UU Perbankan Bank Indonesia merupaken lembaga Negara
vang bertangpung jswab untuk mengawesi pelaksanaan alas UU Perbankan
Pepgaivran mengenai Bank Indonesia depat kita jumpsai dalam undang-undang
tersendiri yaitu 17U Bank Indonesia™

¥ Pasal 23 UU Perbankan
2 puhammad Piumbana, Op ', hal. 112,

® id
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2. 1.3, Perseroan terbatas Sehagai Salah Satu Beotuk Hukurn Bank

“Bentuk hukum susto bank harus jelas karena berkaiten dengan
status kekayaan, pengesahan pendirian, serta penpurus yang berwenang
mewakili bank Beptuk hukum suaty bank distur dalam pasal 21 UU
Perbankan yang menemtukan bahwa Bank Umum dapat berupa Perseroan
terbatas, Koperasi atan Perusahsan Dasrsh. Bentuk hukum BPR dapat
berupa Perusahman Daersh, Koperasi, Perseroan terbatas dan bentuk [ain

yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. ™

Setiap bentuk hukum vang akan dipiih oleh pendin wntuk mendirkan
bank baik bank umum manpun BPR mempunyai pengaturan serta ketentuzn yang
berbeda. Apabila pendiri memilih bentuk hukum perseroan terbatas untuk
mendirikan bank maka pendini ftersebut barns memenuhi pengmtoran atau
ketentuan veng tercantum dalam Undsnge-undang nomor 40 fabun 2007 tentang
Perseroan terbatas {untuk selanjutnya disebut ULY PT 2007), Sedanpkan untuk
bank dengan bertuk hukwn kopersst tenty akse tunduX peda Undanp-undang
nomor 25 tatum 1992 tentang Perkoperssian Dan uniuk bank denpan bentuk
hokum Perusabaan Daerah didiriksn berdasarkan peraturan daerah. Oleh karena
itu, disamping tunduk kepada atursn dan ketentuan yang berlakn bagi bank, bank
juga haras timduk dan izat kepada aturan dan ketentuan yang berlaku bagi bentuk
hukum yang (elah dipilhnya Olek karena bentuk badan hukum vang tazim
digunakan 1tk usaha perbankan adalah perseroan {erbatas, maka dalam tulisan
ini penulis hanva terbatas membahas mengenai badan hukum perseroan terbaias
sshagai hentuk ussha bank,

Baik bark umpm maupun BPR dapat memjalankan kegiaton usahanva
melalui bentok hukum persercan terbafas. Yang dimaksud deppan perseroan
terbates (pasal 1 angka 1 UIJ PT 2007) adalah badan usaha yang berbadan hokam
yang didirikan berdasarkan peganjian dan merupakan persekutuan modal yang
terbagi atas saham yang dimaliki oleh pemegang sgham, Perjaniizn untuk
mendirikan perseroan terbatas dibuat cleh para pemegang saham dalam perseross
terbatas tersebut dengan memperhatikan ketentuan serta peraturan-peraturan yang
berlaku bagi perseroan terbatas, baik secars umum vaity UU PT 2007 serta

¥ Adrien Sutedi, Cp.Cir,, 11al. 135,
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peraturan pelaksananyz maopun vang berlaku secara khusus seper Undang-
undang nomor 25 tghun 2007 temang Penanaman Modal serta peraturan
pelaksananya bagi persercan ferbatas penanaman modal baik modal asing mauspun
dalan negri, UU Perbankan serta peraturan pelaksananyva bagi perseroan terbatas
yang bergerak dalam bidang usaha bank, dil.. UU PT 2007 mempakan peratusan
vang beylaku secara umum (fex generalis) sedangkan perundang-undangan yang
mengatur secara khusus dapat kita jumpal pada peraturan yang terkait dengan
kegiotan usghanya (Jer specialis), Qleh karenz Indonesia mengakui asas Jex
specialis derogate lex generalis maka dapat kita simpulkan bahwa peraturan yang
mengatur  secara khusus berlake sepanjang  distur gecera khusus dalam
peraturannya, sedangkan peraturan yang dibemtuk secara umum berlaku apabila
tidak diator secara khusus.

Ada beberapa hal yang perlu diperhattkan dalam UU PT 2007 disamping
pengaturan dalam UU Perbankan dalam mendirikan bank denpan bentuk hukum
perseroan terbatas, yaitu:

1. Oleh karena didirikan berdasarkan perjaniizn maka suatu perseroan

terbatas didirikan  oleh 2 (duw) oveng ateu lehih dimana perjaniian
tersebut dibuat dalam akia notaris {pasal 7 ayat (1Y ULT PT 26073,

2. Karena perseroan terbatas merupskan perzekutuan modal, maka setian
pendiri perseroan terbatas wajib mengambil bagian saharn pada sast
perseroan terbatas didirkan (pasal 7 ayat (2) UU PT 2007)

3. Para pendiri bersama-sams stavpun melali kuasanys mengajukan
permohonan sebagai badan hukum kepada Mentti Fiukam dan HAM
atay akia pendirian yang memust anpearan dasar dan ketentnan lain
berkaitan dengan pendirian perseroan ferbatas (pasal 8 avat (N UU PT
2007y,

4. Perseromn terbatas memperoleh status badan hukum pada tanggal
diterbitkannya Keputusan Mentri mengenai pengesahan badan hukum
{pasal 7 avat (4) YU PT 2007),

3. Segera setelah akia pendirian disahkan, maka skta pendirian tersebut
berikut Surat Keputusan fersebut didaflarken dalam daftar perusahazn
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vang diselenggarakan oleh Mentri Hukum dan HAM, selanjuinya
diumumkan dalam Tambehan Berita Negara.”
Selain haros memenohi ketenfuan tersebut di atas, untuk mendinikan perseroan
terbatas denpan kegiatan usaha bark, bank harus mempunyai ijin khusus dan
Bank Indonesia

Oleh karena perserom terbatas adalah arvificial person, sesuaty yang fidak
nyata stan tidsk riil, maka perseroan terbatas tidak dapat betindak sendiri, Untuk
dapat bertindak dalam menjalankan uszhanya dihadapan hukum, perseroan
terbatas memiliki organ-organ yang memegang peranan penting yang terdin dan
orang perorangan yang caksp untuk bertindak dalam buku ¥ Organ yang
dimaksnd yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direkst dan Dewan Komigans,
Masing-masing organ tersebut memiliki fungsi, tupas, kewenangan serla tanggung
jawsb yang berbeda-beda sebapaimana distur dalam UU PT 2007,

Rapat Umunt Pemegang Saham dulam suafu perseroan ferbatas merupakan
kumpulan pemegang saham yang mengadakan rapat untuk mengambil kepuiugan,
Hal ini berbeda dengan pemegang saham. Dalam perseroan terbatas, pemegang
saham gecara individual tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan suara
dalam. perseroan terbatas. Pernegang saham bars meropunyal wewenang apebila
mereka berkumpel dalan: Rapat Umupm Pemegang Saham. Datam pasal 75 ayat (1)
UL PT 2007 memberikan segala kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi
dan komisaris persercan terbatgs kepada Rupat Umum Pemegang Saham dengan
dibatasi oleh UU PT 2007 dan/atay Angparan Dasar perseroan ierbatas.
Wewenang ity antara lain;

1. Mengangkat, mencalonkan, dan memberhentikan direksi dan  dewsn
komigaris;

2. Membenkan aguit ¢t the charge kepada pengurus perseroan terbaias;

3. Membah Anpparan Dasar Persercan terbatas;

4. Memutuskan terhadap perluassen  usaha, penggsbungan, peleburan,
pengambilalihan, seria penjamingn sebagian aset porseroan terbatas,

¥ Guoawsn Widjgju, 150 Tanye Jawab tentang Perseroan terbolas, Forum sahabat,
Jakarta, 2008, hal 5.

® Ihtd, bzl 3.
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Dengan keweranpan yang diberikan oieh UU PT 2007 tenfunya Rapat
Umum Pemegang Sabam juga mempunyai tangpung jawab terhadap perseroan
terbatas. Dengan diperolebnya status badan hukum menjadikan pemegang saham
bertanggung jawab sebatas modal yang dimasukan ke dalam perseroan terbatas
atas sepala perikatan yang di buat oleh persercan terbatas. Disamping itu, UU PT
2007 juga menganut prinsip piercing the corporate vetl. Prinsip int merupakan
prinsip membuka fabir perseroan tferbatss. Armfinysz dalam keadaan tertentu
pemegang szham dapat dimintakan perfangpungjawaban sampal dengan haria
pribadinya. Dalam pasal 3 ayat (1} UL PT 2007 discbuikan secara tegas bahwa
pemegang saham tidak bertangoumg jawab secara pribadi atas semwva perikatan
yang dibust olsh perseroan terbatas, tetepi hal int diberikan pengecuslian apabila
pernegang saham telah melakukan tindakan sebagalmana disebutkan dalam: vasal
3 ayat{2; UUPT 2007, yaitu:

1. Persyaratan perserosn ferbatas sebagss badan hukum belum terpenubi;

2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
Iangsung dengan itiked burvk ielah memanfaatkan perseroan terbmas
untuk kepantingan pribady;

3. Pemepang ssham vang barsangiaan telah melibatkan din Gkut terlibat)
dalam tindakan pelanggaran hekum yang dilaknken oleh perseroan
terbatas;

4, Pemegang saham yanp bersangkutan baik fangsung maupun fidak
langsung secara melawan hukum mengounakan kekayasn perseroan
terbatas, yang mengakibatkan kekayaan persevoan terbatas meniadi
tidak cukup untuk metunasi utang perseroan terbatas,

Dengan demtkian kita dapay melibat eksistensi prinsip piercing the corporate veil
melalui pasal tersebut karena apabila tindakan-tindakan sebagaimana diuraiksn di
atas dilakukan maka walaupun sebagai badan hukum, pemegeng saham dapat
dimintakan pertangpungjawaban atas perikalan yvang dibuat oleh perseroan
terbatag hingza harta pribadinya (tidak hanya sebatas saham yang dimilikinya).

Di samping Rapat Umum Pernegang Saham, organ kedua dalam perserom
terbatas adalah direksi. Direksi merupakan sekumpulan direktur yang bertugas
untek menjalankan perseroan terbatas. Dalam UU PT 2007, dissbutkan bahwa
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direksi diangkat dan ditomjuk oleh pemegang saham melalui Rapat Umum
Pemegang Sabam. Oleh Karena itu, direksi harus memperianggungiawabkan
seluruh tindakannya terhadap pemepang saham. Dalam svaty perseroan terbaias,
fungs direksi adalab menjalankan penpurusan perseroan terbatas vang sesuat
dengan maksud dan tujuan perseroen terbatas {pasal 92 ayat (1} UU PT 2007).
Dalam hal direksi melakukan pengurasan perseroan terbatas yang fidak sesuai
dengan maksnd dan tujuan perseroan terbatas maka direksi dapat dikatakan felah
melakukan tindakan atan perbualan yang sering disebut dengan w/pa vires.
Tindakan nitra vires adalah tindskan pelanggaran atas tugas yang dilakukan oleh
direksi, Untuk tindakan tersebut maka, direksi dapat diberhentikan sementara oleh
Dewan Komisaris amtau diberhentikan selama-lamanya oleh Rapat Umum
Pemegang Saham,

Disamping ifu, tugas seorang direksi berdasarkan fingkat fanggung jawab

seorang direksi dapat dibedakan menjadi™

1. Fiduciary Duty
Tugas mi timbul karens sdanya hubumpan kepercayasn antara direktur
dengan pemegang saham, maka dalam melaksanakan tugasnya seorang
direktur harus mempunyai kepedulian dan kemarmpuan (duty of care
and skify, itkad baik, lovalites dsn kejujuran terhadap perseromn
terbatas dimana tempatnya bekerja.

2. Pty of care (tugas mempedulikan)

Dalam hal ini direkst diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan
hati-hah sehingga ferhindar dari  perbuatan kelalaian yang
mengakibatkan kerugian bapi pihak lain.

UU PT 2007 mengatur tanggung jawab Direksi sebagai berikut:

1. Dalam pasal 37 avat (3) UU PT 2007 menyebutkan bahwa direksi
bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian vang diderita
pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian
kembali saharm yang batal karena hukum karena berteniangan dengan
pasal 37 ayat (13 UL PT 2007,

® Mumir Fuady, Dekirin-Dokiria Modern Dol Corporate Lens, TX. Citra Sditya Bakti,
Bunduoy, 2003, hal. 49
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2. Dalam pasal 69 ayat (3) UU PT 2007 menyebutkan bahwa direkst dan
anggota dewan kormnisaris bertangpung jawab secara tanggung renieng
terhadap pihak vang dirugikan apabila laporan kevangan vang
disediakan ternyata Hidgk benar dan/atau menyesatkan,

3. Dalam pasal 72 ayat (6) UU PT 2007 menyebutkan bahwa direksi dan
dewan komisaris bertangpung jawab secara tangpung renteng apabila
pemepang saham tidak dapat mengembalikan deviden intenm

4. Dalam pengangkation angeots direks! yang menjadi batal karens tidak
memenvhi syarat pengangkaten, maka meskipun perbuatan hukum
yang telsh dilakukan uniuk dap atas nama perseroan terbatas oleh
apgota direksi tersebut, tetap meniadi tanppung jawab dan mengikat
perseroan terbatas, nanmm anppota direksi yang bersgnglutan telap
bertanggung jawab terhadap kerugian perseroan terbatas.

5. Dalam pasal 57 ayat 3} UU PT 2007 menyebutkan bshwa setiap
anggota direksi berianggung jawab secarz pribadi atas kerugian
perserosn  terbatas  bilamana  direksi vang  bersanglutan  telah
melskuken kelalaian dalam menjalankan tugasoya,

6. Dalam pasal 101 ayat (2) UU PT 2007 menyebutkan bahwa apabila
karugian timbul akibat anppota dircksi lalai dalam melaporkan
kepemilikan saham yang dimiliki oleh anggota direksi vyang
bersangkutan dan/stan keluarganya maka, anzpota direksi tersebut
bertanggung jawdb secara pribadi aias kerupien perserosn terbatas
yang bersangkutan.

7. Dsalam pasal 104 ayat (Z) UU PT 2007 menyebutkan bahwa apabila
harta perseroan terbatas yang mengalami kepailitan tidak mencukupi
untuk membayzr seluruh kewajiban perseroan terbatas maka, anggota
direksi secara tanpmunyg renteng berisnggung jawab untuk melunasi
segala kewafiban yang belum terlunesi.

Digaraping ita, UU PT 2007 juga menganut prinsip business judgment rule
bagi direksi. Yang dimaksyd dengan prinsip ind adalah aturan yang memberikan
kekebalan atsu perlindungan bagi managemen perseroan terbatas dari setiap
tanggung jawab yang lahir akibat dari transaksi atau kegiatan vang dilakukan
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olehnya sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kekuasaan yang diberikan
kepadanya, dengan pertimbangan bshwa kegiatan tersebut felah dilakukan dengan
memperhatikan standar kehati-hatian dan itikad baik.® Oleh karena direksi
merupakan organ perseroan terbatas vang berwenang mengambi keputusan, maka
apshila ada pihak yang meragukan menyangkal, mempertanyakan keputusan
yang diambil waiib membuktikan terlebih dahulu apakah keputugan yang diambil
tersebut telah dilakukan dengan cara:

a tidak melalul proses, tata cara, prosedur yang diwajibkan;

b. tidak dilakuken semata-mata untuk kepepfingan perseroan terbatas den

para pemegang sabam, yaitu bahwa keputusan tersebut.

. diambil dengan kecurangan {foudj,

]

2. mempunyal benturan kepentingan {conflict of interesty di dalamnya
3. terdapat unsur perbuaten yang melanggar bukum (Hlegality),

4. terjadinya kelalaion berat (gross neghipence)™

Organ ketiga vang wajib ada dalam perseroan terbates adalah dewan
komisaris. Yeng dimaksod dengsn dewan komisaris dalarm pasal 1 butir (6) UU
PT 20067 adalah organ perseroan terbatas yang bertugas untuk melakukan
pengawasan terhadap persercan ferbatas secara vmum termasuk pengawasan
terhadap kebijakan pengurusan, dan ilalannva pengurusan serts memberikan
nasehat kepada direksi Sema balpya depgsp direksi, pengangkatan den
pemberhentian angpota dewan komisaris dilakukan olel Rapst Umum Pemegang
Saham Dewan komisaris merupskan suatu majelis, sehingga tidak dapat
bertindek sendiri-sendiri*, Oleh karena merupakan suatu majelis maka kepitusan
yang diambil oleh dewan komisaris merupakan suziy keputusan bersama. Hal ini
Jugs mempengaruhi tanggung jawab yang dimiliki oleh dewan komisaris terhadap
perseroan terbatas. Dalary UU ¥T 2007 menyebutkan bshwa tanggong jawab
dewan komisaris merupakan tanggung jawab yeng dipikul secara bersama-sama
Selam tanggung jawab sebagaimana diatur sebelumnys, dewsn komvisaris jugs
bertanggung jawab secara pribadi {apabils dewan komisaris lebih dari 1 maka

* Gusswia Widiais, Op, Cit, hal. 06,
X rbid, hal. 67,
* Ibid,, tml, 79.
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tangpung jawab difakukan secara 1anggung renteng berdasarkan pasal 114 ayat (3)
VU PT 2007) atas tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada direkst untnk
kepentingan perseroan terbatas {pasal 114 ayat {1} Ul PT 2007 jo pasal 118 ayat
(13 UU PT 2007),

Dengan mengamut prinsip Business Judgment rule maka, UU PT 2007
membuka kemungkinan bagi dewan komisaris dibebaskan dar tanggung jawab
selama anggota direksi dan dewan komisaris dapat membukiikan bahwa laporan
keusnpan yang temyala tidak benar danfatau menyesatkan bukan karena
kesalahannya, telah melakukan tugas dan kewenangannya dengan itikad baik dan
gesual dengan maksud serfa fujuan perseroan terbatas, fidek mempunyai
kepentingan pribadi baik secara langsung maupyn tidak langsung atas tindakan
yang mengakibatkan kerugien tidak terdapat wosur perbuatan melanggar hukum.

Walanpum telah distur dalam UL PT 2007, ada beberapa hal yang diatur
{ebih janjor dalam UU Perbanksn Salah satunys edalah Pasal 25 U] Perbackan
menvebutkan bakwa saham pada Bark Umum dan Bank Perkrediten Rakyat yang
berbentek hukum persercan terbatas, hanye dapat diterbifkan dselam bentuk ssham
atas nama. S¢lain i, UU Perbankan juga mengatur lebih lanjut mengenai merger,
konsclidasi, serta skuisisi yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakarkan hal-
hal tersebut, bank dalam bentyk perserosn terbaias harus mendspatkan in
terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

2. 1.4, Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah

Hubungan antara bank dengan masyarakat (calon nasabah) fimbul ketika
calon nasabah setuju untuk menggunakan jasa bank Sejak adapya kesepakatan
antara bank denpan calon nasabah, makz calon pasabah tersebit akan menjadi
nasshah bank Dengan demikian, hubungan hukem aotara bank dengan
nasabahnya tibul sejak bank dan naesbsh mencapsi kesepakatan. Hubungan
tersebut merupakan hubungan kontraktual. Secars hukem, hubungan kontraktuat
antars mereka dimulat sejak adanya kesepakatan sehinggs terjadi perikatan amars
bank dengan nasabah. Akan fetapi, untuk lebih mempertepas seria memperielas
hek dan kewajiban masing-masing pihek perikatan afas dasar kontrek (perjaniian)
tersebut dituangkan secars tertulis,
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“Pada umymnya, hubungan itu tidak hanya menciptakan perikatan
kontraktual belaka, melainkan telah menciptakan perikatan atas dasar
“perbuatan melanggar hukum™, serta dalam beberapa hal tertentu juga atas
dasar “lastgeving”. Disamping iy, hubungan kontraktual tadi Hdak
menampakan dirinya sebagal suatu kebutuhan yang utuh. Untuk menjamin
keberadagn hukum perdata, iz fidek tampil dalam suatu “benoemde
coniract”, melatkan dalam berbagal nuansanya.

Hubungan hukum kontrakteal yang diatur dalam Buku Ketiga
KUH Perdata, selain mengatur tentang bentuk-bentuk perjanjian tertentn
yang sudeh dibakokan oleh pembuat undang-undang, antara lain jual beli,
sewa menyewa, pemberian kuasa, dan lain sebepainys Kontrak tersebut
lazirn dinamakan “benoerde contracten”™. Namun hubunpan konfrakinad
antara bank dengan nasabsh ini tidak termasuk sebagai sustu “bencemde
contracten”™ tertenty, Dalam KUH Perdata tdak ditemukan hubungan
kontraktual antara bank denpan nasabsh,

Bagnimanakah ketentuan hukum mengenat hubungan kontraktual
antara bank dengan para nasabah? Hubungan kontraktual antara bank
dengan nasabah merupakan svaty kontrak campuran, vang menampakan
peganjian pemberian kuasa (Jusipeving) sebagaimana distur dalam pasal
1792, dan jupa dalam bentuk perjanjian penitipan banrang passl 1694
Untuk sebagian terbesar mumcul sebsgal peranjian pinjam-meminjam
vang distur dalam pasal 1754 dan seferusnva dalam KUH Perdata
Selanjuinya dapat dicatat jupa sebagai perjanjian untuk meiakukan
pekerjaan atan memberikan jasa-jasa tertentu oleh pasal 1601,

Pada dasarnya perjaniian yang ada amtara bank dengan nasebah termasuk
dalam pemjanjian baku Perjaniian ini termssuk kedalam perjsniian baku karens
sehurub perfanjian sudsh dirancang oleh pihak bank dan ditetapkan secara sepihalk
oleh pthak bank Hal tersebut bertentangan dengan asas yang terdapat dalam
perfanjian yang diakui oleh KUH Perdata kita vaitn asas kebebasan berkontrak,
Yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah para pihak dengan
bebaes meneatukan hal-hal yang man dipedanitkan dan berdasarkan kesepakatan
pars pihak Oleh dibust secara gepihak oleh bank, maka perjanjian tersebut
dikatakan sebagal perikatan atas dassr perbuatan melawan hukum. Aksn tetapi
perjanjian ini tetap dapat difaksanakan karena pada dasarnya pihsk bank tidak
memaksa masyarakat, Walaupun termasuk perjanjian baku tetapi, perianiian
tersebut bersifat fake # or leave it. Schingpa ssas kebebasan berkontrak pada
perjanjian antara nasabah dengan bsnk terletak pada kebebasan nasabsh wmtuk

* Marulak Pardede, Likuidesi Bank dan Perlindungan Nasabeh, Postaka Sinar Harapan,
Jukaria, 1998, b, 17,
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menyepakati perjanjian fersebut karena bank tidak memaksa ssorang nasabah
untuk mengikatkan diri dengan bank.

Sebagaimana telah disebutkan di ates, hubungan konirak antara nasabah
dengan bank tidak diatur secara jelas dalam KUH Perdata Akan tetapi hubungan
kontrak amtara bank dengan nasabah merupakan campuran dari beberapa
perjanjian sebagaimana distur dalam KIUH Perdata, antara lain:

1. Peranjian pemberian kvasa sebagaimmna distur dalam pasal 1792 KUH
Perdata.

2. Perjaniian penitipan barang sebagaimana diatur dalam pasal 1694 KUH
Perdata

Dari penjelasan di aag, dapat diketahui bahwa secara umum hubunsan
antara bank denpan nasabsh adalabh bobungan konfrakinal vang berdasarkan
perjanjian. Melhat dari fimpst serta kepiatan uvsaha vang dijalankan oleh bapk,
hubungan kontraktual antara bank denpgan nasabah dapat terjadi antara tain vaito:

¥, Hubunngan pemberian kredi

Hubungan ini merspsken hubungan vang paling banyak terjadi
antara nasabsh dengan bank Hubungan ini terjadi karena nasabah telah
sepakat untuk meminjam sejumigh uang kepada bank. Dengan demikian,
bank akan bertindak selaku kreditur (pihak vang meminjamkan uang)
sedangkan nasgbah akan berfindak selaku debitur (pihak yang menerima
pinjaman uang). Untuk it diselengparekaniah perjanjian pemberian kredit
atau lazim disebut perjangian kredit. Pevjanjian kredit menmpakan perjanjian
pendshuluen. Dikatakan demikian karena setelsh ditandatangani petanjian
kredit maka para pihak akan menandatangani  perfanjian  pinjam
merminjam **

“Pasal 1754 dan seterasnya dari KUH Pardala memberikan
pengaturan pokok tentang pinjem-meminjam. Namun hendakniva
diperhatikan  bahwa undang-undang memberikan pengaturan
tersendiri tentang “hutang yang timbul dar pinjam-roeminjam gang’™.
Ketertuan ini sebagaimana divratkan di atas terdapat dalern pasal
1756. hutang yang terjadi karena peminjaman uang, hanyalah terdin

* Budi Unluny, Kredit Perbankan i indonesia, Yogyekarts, Andi Yogyshart, 2000, hal, 29
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atas jumish wang yang disebutkan dalam persetujuan. Apabila
sebelum saat pelunasan terjadi perubaban nilal mata veng, meka
pengembalisn jumiah yang dipinjam harus dilakukan berdasarkan
mata uang yang bedaku pada saat pelumasan. Artinya dihitung
menurut harpanye yang berlaku pada sast itu, walaypun ada
perubakan nilat mata nang.

Undang-undang membuka kemungkinan, bahwa para pihak
membuat kesepakatan lain vntuk mengatasi rsiko torun naikaya nilai
mata uang. Persoalannya adalah bagalmenakah halnys apablla pare
pikak memperjanjikan Kausola sedemikian ito? Apaksh pasal 1756
KUH Perdata harus diterapkan? Siapakah yang memikul nisiko
tentang turun nailmya nilal mata vang dalam svatu persetujuan
membuka kredit? Menurut ketentuen pasal 1756 KUH Perdata,
ristko akibat rurumnya nilal mata vang, berada di tangan kreditur,

Seperti diketahus bahwa Xegiatan bank di bidang ssel anfara
lain adalah pembertan kredit oleh bank kepada nasabsh penerima
kredit. Bila dilihat dari segi hukum, maka kegiaton pemberian kredit
oleh bank termasuk katagori pinjam-meminjam yang diator dalam
KUH Perdata Pemaberian kredit oleh bank kepada calon nasabah
penerima kredit, pada favimnya didebului dengan permohonan kredit
olel nasabah.

Setelah  merelitt dan menganalisa permohoman serta
persyaraian yang harus dipenult oleh calon nasabah, bank akan
memberikan  keputusan  berupa  persetujuan  untnk  menyvetajul
permohonan kredit atan menolak permohonan kredit tersebut Jika
permohonan kredit nasabah disetujut oleb bank, maka syarat-gyaras
kredit barg mengikat bank dan nagabab seielah ditrangken dalam
suatu pegjaniian kredit.”*

Perjaniian kredit pada dasarmnya tnduk kepada pasal mengenai
piniam meminjam darl pasal 1754 KUH Perdata sampa pasal 1773 KUH
Perdata, khusnsnya pssal 1756 KUH Perdata tentang pedsmjian pinjam-
mensinjam. Walaupun demdkian, perfanjian kredit tidak sefuruhaya sama
dengan perjanjian pinjam meminjam sebapalwena diatur dalam pasal
tersebut karena dalam perjanflao kredit tidak hanya mengatur mengenai
pinjam-meminjam.  Disamping perjagjiae pinjam-meminfam, perjanjian
kredit juga memugt ketentuan-ketentuen lain yang disepakaii oleh para
pihak seperti jardnan yang diberikan dalam pemberian koredit tersebut.

Oleh karena Indonesia dalam buku ketiga KUH Perdats yang
mengatur tentang perikatan menganut asas kebebasan berkontrak maka,

¥ Masulsk Pardedo, @p. Cir, hal. 19,
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perfanjian tersebut walaupun tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal
1756 KUH Perdaia masth dapat berlaky sepanjang disepakati oleh para
pihak dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan atas ketentuan
yang berlaky fainnyr, ketertiban umum dan kesusilaan. Disamping #tn
karena diatur secara khusus dalam petjanjian, maka perjaniian tersebut
berlaku sebagal vndangundang terhadap pihak  vang membuatnyz
disamping tusduk kepada asas-asas umum perjanjian,

“Dalam kaitannya denpan saat timbulnya hak dan kewajiban
antara bank dengan nasabah, kimanya perw dikemukakar beberapa
pendapat berikast ni. Ada pendspat yang mengemukakan bahwa
perjanitan kredit merupakan perjanjian yang sifatnya konsensuil, di
mana sefak tercapainya kesepakatan antara bank dengan nasabah
penerima kredit, barolah perjanfian kredit ini berlaku dan mengikay
kedusa helah pihak Hal ini berart bshwa dengan adenys persetujuan
bank vang disampalkan pada calon nasabsh penerima keedit, maka
bank teldh terikat akan kewsfibannya untuk memberikan kredit yang
dimohonkan calon nasabah vang bersangkutan,

Akibatnya dalam praktek dijumpai adanya calon nassbah
penerima kredit yang memmtut bank agar segers mencairkan kredit
vang dimohonkanya dengan dalib bahwa bank telah memberikan
persetujuan atas permohonan kredit tersebut. Dengan demsikian sejak
adanya persshujuan lersebumt nasabah sudah dapat  mselakokan
penarikan kredit walaupun peraniian kredit belum dibuat atas
ditandatangant oleh kedua belah pihak.

Pendapat lainmya menyebutkan bahwa perjanjian kredit
adalah perjaniian vang bersifat konsensufl, vaity sejak tercapainya
kesepakntan antara bank dengan nassbab yang dibukdkan denpan
surat persetufuan bank vang disampaikan kepada nasabsh dam
nasabah menyaigkan menerima persyaratan yang diminta oleh bank
dalam surat persetujuan dimsksud. Namun syamat-syarat vang
merupakan hasil kesepsakatan antara bank dengan nasabsh penerima
kredit baru berlaku dan mengikat apabila syarat-syarat dalam surat
persehjuan tersebut telah dituangkan dalam perjanjian kredit dan
telah ditandatangant olsh bank dan nasabsgh penerima kredit.

Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa perjanjian
kredit merupaksn peranjtan pendshuluan dari penyerahan uvang
Perjanjian pendaheluan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara
bank dengan nasabsh penerima kredit. Penyershan uangnya sendirt
oleh bank kepada nasabah penerima kredit sifamya dil. Pada saat
penyerahan vang vang bersangkuian baruish bagi para pihak berlaku
ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam perjantian kredit

2 rhiel hal. 20.
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Olels karena itulah pemerintah memeriukan peraturan yang mengatur
secara khusus. Disamping itu, bentuk perjanjian kredit yang merupakan
perjanjian  baku jugz harus menjadi perfimbangan pemerintab dalam
mernbentuk peraturan. Perjanjian baku tersebut lahir imtuk mengefisienken
waktu dan dibust secara sepihizk sangal berpotensi untuk melahirkan hak
serta kewajiban yang tidak seimbang. Di jaman yang menuntut sepalanya
dijatankan dengan serba cepat, melahirkan perjanjian dengan standar vang
memudahkan serta menghemat wakin, sehingga perjanjian ini berkembang
dengan cepat dalam masvarakat Maka dan ity peranan pemernintah ataupm
pembentukan undang-pndang yang mengator secara tegas sangat diperlukan
untuk melindungi masyarakat.

Hubengan Simpan Menyimpan

Kegigtan penghimpunan dana masyarakat merupakan kegiatan usaha
vang dijalankan oleh bank dalam rangka menjalankan kepiatan di bidaug
tiabilitis, Penghimpunan dang masyarakat melawi bank dapat dilakukan
melalui produk-produk bank seperti tabungan, deposito berjangka, simpanan
giro, dll. Jenis perianjian yang diperianjikan oleh nagabah denpan bank atag
kegiatannya tersebut fidak diatur dalam KUH Perdsia. Akan tetapi secara
sepintas hubungan tersebut hampir sama dengan hubungan penitipan barang
sebagaimenn distur dalam KUH Perdata.

Bab kesebelas buku Ketigs KUH Perdata tentang penitipan barang,
mengatur mengenai penitipan barang yang ada dan diskei di Indonesia
Yang dimaksud dengan penifipan, teriuang dalam pasal 1694 KUH Perdata,
yaitu suafu keadasn yang terjadi apabila seseorang menerima suatu barang
dari orang lain denpan syaraf orang yang menerima barang tersebut harus
menytmpan serta mengembaltkan barang tersebut kepada orang vang
menitipkan dalam wyjud asalnyva (wuind ketika barang tersebut dititipkan),
Ada Z {dus) jenis penitipan vang diatur dalam pasal 1698 KUH Perdata
yaitu penitipan vang sejati dan sekestrasi,
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Penitipan sejati dapat terjadi secara sukarela ataupun dilakukan
karena terpaksa. Penitipan sejati dibuzm demgan cuma-cuma, walaupun
demikian penitipan sejati juge dapat dilakukan dengen pemberian imbaian
asatkan servua ity diperianjikan. Satu hal yang dapat kita pastikan bahwa
penitipan sejati tersebnt hanya berlaku untuk barang bergerak. Oleh karena
penitipan ini merupakan suatu perikatan, maka selurph asas-asas hukam
yang berlaku dalam perikatan berlaku terhadap perikatan ini.

Berbeda dengan penitipan sejati, penitipan sekestrasi terjadi karena
adanya perselisihan atas barang tersebut. Di samping itu, penilipan sekyesi
dapat tegadi ates barang bergersk maupun atas barang tidak bergersk.
Dalam penitipan sekresi, barang vang ditiipkan akan dikembalikan pada
saxt perselisihan terselesaikan,

Sebagaimana telah dijeiaskan di atas babwa hubungan antara bank
denpan nasabahnya adalsh hubungan peoitipen barang Hal ini dapst terjac
karena pada dasamya nasabah menitipkan uang mereka kepada bank untek
disimpan. Salah satv alasan kenapa pasabah menyimpsan vangnya di bank
karena bank dipercaya merupakan suatu tempat penyimpanan yang lebih
aman dan terpercaya. Selain itu, apabila kita menyimpan vang i bank maka
kita akan mendapatkan bunga Besarnya bunga ditetapkan oleh bank,

Oleh karena barang vang dititipkan kepada bank yaitu vang adalah
barang bergerak dan penitipan ite terjadi bukon karena adanya sengkeia,
maka penitipan yang dilakukan oleh nasshah kepada bank merupakan salah
satu penetapan sejats,

“Dart ketentuan KUH Perdata mengenat penitipan, diketahui
bahwa titipan veng harus dikembalikan dalam mata vang yang sama,
dan bank selaku penerima ftitipan fidak harus membayar bunga
kepada penitip. Namun ketentuan dimaksed dapat disimpangi
dengan menperjaniikan secara tegas bahwa bank akan memberikan
bungz kepada si peaitip.

Dalarrs hubungannya dengan perfindunpan  kepentingan
nasabah dalam kegiatan bank di bidang lishilities ind, kiranya perlu
diperkirakan pembeniukan suaty lembaps vang dapat menjamin
babwa dana nasabsh yang disimpan pada bank terjamin
pengembaliannya Apabila sustu bank dilikeidasi, meka nasabah
akan mamperolah penpesntian dananya dari lembaga penjamin
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dimaksud, Mengingat nasabzh dalam kegiatan sebapai pelepas vang
jika dibandingkan dengan kegiatan bank di bidang aset, maks
kepentingan bank secara yuridis sudah lebih mantap. Kiranya adil
dan wajar apabila kepentingan nasabah dan bank secara
yuridismanpun finansil mempunyai kualitas yang sama ™"

3.  Hubuagan Sewa Menyewa
Hubungan sewa menyews yang terjadi antar nasabah dengan bank
tercermin dalam hubungan sewa menyewa kotak pengamanan simpanan
atau safe deposit box,

: “Rotak pengaman simpanan 2iau sgfe deposit box sdalah
salah saty sistem pelayanan bank kepada magyarckat, dalam bemtuk
menyewskan boks dengan ukuran {ertentu untuk menyimpan barang-
barang berharpa dengan jangka waktu fertenfu dan naszbab
menympan sendiri kunei boks pengaman tersebut. Kotak pengamuan
atau safe deposit box adalah simpanan dalam bentuk tertutup, dafam
arti, pejabat bank tidak boleh memeriksa/menyaksikan waiud/bentuk
barang yang disimpan.”*

Kotak penpamanan sipapan atan safe deposit box yaog juge
dikenal sebagai SDB merupakan svaty jasa yang dapat diberikan oleh bank
vrmun kepada nasabahnya sebagnimana disebutkan dalam pasal 6 heraf (b
UU Perbankan. Laysnan ini hinsa kita jumpai pade bank-bank berskala
besar dan pada tempat-tempat ferfenty. Biasanya salah satu syars? yang
digunakan oleh bank uniuk mencegah tepadinya kekurangan tempat
penyimptnan adalah bahwa pihak yang dapat menyewa SDB merupakan
nasabah bank tersebut.

Hulwngan sewa menyews antara bank dengan nasabah timbul pada
saat difandatanganinya perjanjian sewa menyews antara pasabash denpan
bank tersehut Perjanjian tersebut memuat selurvh ketentpan dan syarat-
syarat penggunaan SDB termasuk penyelesaian senpgketa antara nasabah
dengan bank. Pada perjanjian Hu pula distur jangka wakty sewa menyewa
berlangsung serta apa ssja yang dapat disimpan dalam SDB.

# thid bl 22,

% Hermansysh, Hukum Perbardan Nasional Indonesia, edisi revisi, Kencana Prersda
Media Group, Jakarta, 2008, hal. 29,
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Disamping hubungan kontraktual, hubungan antara bank dengan nasabah
terciptz berdasarkan asas kepercayaan {(fiduciary relationship). Karena naszbah
percaya kepada bank maka nasabah mengpunakan jasa bank tersebut. Oleh karena
itn bank herupaya menjaga dan memelibara kepercaysan nasabah guna kelancaran

usshanya.

“Pada uvrumnya kegiatan bank di bidang jasa tunduk pada
ketentuan tentang pemberian kuasa, yaitu sualn persetujuan dari seorang
vang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanyz, untuk
dan stas pama nya menyelenggoarakan suaty uusan. Palam kepiatan ing,
bank berkedudukan sebhagai penerima kuasa dan nasabaly sebagai pemberi
kuasa Kegiatan bsuk di bidang jasa ini tunduk pada ketentuan tentang
pemberian kuasa Misalnya, kiriman vang inkaso (offection), delegesi
kredit, dan sebagainya,

Selain 1w, terdapat pula kepistan bank di bidang jasa yang tidak
tunduk pada ketentuan fentang penanggungan, yaitu suate persetujuan dan
pihak ketiga, guna kepentingan si berhutang manakala orang i sendin
fidak memenuhinya

Dalam hal ini, Bank Guaransi adalah kegiatan bandk di bidang jasa
yang tnduk pada Keteofusn tentang penaagpungan. Dalam kegiaten
penerbitan Bank Garansi, maks bank berkedudukan gebagaigmng dimamin
dan pihak ketiga berkedudukan scbagai pemepang jaminan,”

Walaupun Ul Perbankan tidak mengatur secara fegas mengenal asas
kepercayaan, tetapi asas kepercayaan dapat kita jumpai dalam pasal 1 angka 5 UU
Perbankarn vang menyebutkan bahwa “Simpanan adalah dana yang dipercayakan
oleh magyarakat kepada bank berdasarkan perjaniian penyimpanan dana delam
bentuk gire, deposite, sertifikat deposito, tsbungan dan atew bentuk lainnya vang
dipersamakan dengan itn.” Dari definisi yang diberikan oleh UU Perbankan dapat
kita ketatmi bahwa dasar ateu alasen magysrakat menyimpan dananva kepada
bank (dalam hubungen penyimpsnan) adalah kepercuyaan Demgan adanya
kepercayaan nasabzh kepada bank, maka hubunpan tersebut merupakan suaty
Fduciary relation {sekalipun tidak secara eksplisit disebut demikian). Oleh karena
ity, hubongan hukum antara nasabsh dengan bank beriaku juga norma-norma

® Ibid, bel. 23,
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hukum dan praktik perbankan (banking practices) yang berlaku dan telah dikenal
di dunia perbankan internasional **

Selain itu, secara normatf fAduciary relotion dapat dipehanme melalul
penjelasan pasal 29 UU Perbankan yang menyatakan:

“Menginpat bank teruiama bekerja denpan dana dari masyarakat
yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu teras
menjapa keschatanmys dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya”

Frduciary principle juga dapat dipehami melalni pasal 8 ayat (1} UU
Perbarkan yang juga merupakan ketentuan normatif tentang prudential principle
yang menyatakan babwa

“Dalam memberikan kredit atay pembiayaan berdasarkan Prinsip
Svariah, Bank Umum wajib mempunyal kevakinan berdasarkan gnalisis
vang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabzh
Debitur untuk mslunasi utangnys atse mengembalikan pembiayaan
dimaksud sesval dengran yang diperjanjikan.”

Diari penjelasan di awms depat kita ketahui hubungan antara bank dengan
nasabahnya adalaly hubumgan koatrakiual yang dilandasi asas kepercayaan.
Mengingat pentingnya meniaga hubungan baik antara bank dengan nasabahmya
serta peranaan bank dalam perckonomian negare, maka hubungen antara bank
dengan nagababnys wajib dijaga. Oleh karena ifu, pengawasan terhadap hubunpan
bank dengan nasabahnya perle ditingkatkan Seiatn ifu, mengiogat sejarah bank di
Indonasia yang sempat mengalami kehancuran pada tghun 1998 karens tegadinya
krisis di Indonesia menyebahbkan turunnys kepercayazn nasghsh kepada baok,
mazka diperlitkan pengawasan yang lebib ketat dan lebih detail,

2.1.8, Pengertian dan Kriferia Bank Kerfa Baik

“ A. Bank Kinerja Balk (BKB) adaiah bank yang memenuhi kriteria
selarpa 3 tahun terakhir sebagat berikut:
1. Moermliki modal inti lebih besar dart Rp. 100 Miliax:

H 1bid, fal 25.
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Memiliki Hinghat kesehatan secarn keseluruhan tergolong sehat
{sekurang-kurangnya peringksl komposit 2} dengan fakior
manasjemen tergolong batk;

Memiliki ragio kewsziiban pemenuhan modal minimum (CAR)
sebeaat 10 %:;

Memiliki (ata kelola (governance) dengan rating vang bak

B. BKB bempotensi untuk meniadi Bank Jangkar apabila memenui
kreteria sehagai bertkut:

1.

Bank memiliki kapasitas intuk tumbub dan berkembang dengan
baik, didukung dengan permodalan vang kuat dan stabil serta
memifiki kemampusn mengsbsorbsi nsike dan mendulomg
keptatan nsaha Hal ini tercermin dari minimum CAR 12% dan
rasio modal inti (Fier?) minkmum 6%,

Bank juga memiliki kemampuan wuntuk tunbuh  secwra
herkestnambungan yang tercermin dari profisbilitas vang baik
Hal ini tercermin dari rasio Retan on Aset (ROA) minimal 1,5%.
Bank berperan dalam mendukung fimgsi intermediasi perbankan
guna mendorong perkembangan  eckonomi  nagsiomal  yang
tercermin dari pertumbuhan ekspansi kredit sesuai dengan
prinsip kehati-hatian, Hal int tercermin dani perfumbohan
ckspanst kredit secars ritl muntmm 22% per tahun atau LDR
minimum 50% dan rasio non performing loan di bawsh 5% (net).
Bank telah roenjadi perusahaan terbuka atay menslikd rencann
untuk mernjadi perusahaan terbuka dalam wakh: dekat,

Bantk memiiki kemampuan dan  kapasiias untuk M]adz
konsolidator dengan tetap memenuhi kriteria sebagat BKB.”

Perlindangan Terhadap Nasabah Palam Sisteme  Perbankan
Indonesia

Dalarn  sistem perbankan Iadonesia, perlindungan terhadap nasabzh
menympan dana, dapat dilakukan melalui 2 (doa) cara, yakni:

Perlindungan secara tmplisit (Implicit Deposit Protection), yaifu
petlindwigan vang dibagilkan oleh pengawasan dan pembinasn bank
secara efektif, sehingga dapat menghindari teriadinya kebangkrutan, dapat
diperoleh melalai:

a UL) Perbankan serta peraturan pelaksananya,
b. Perhindungan yang dilakokan melalui pengawasan dan pembinann

efektif vang dilakukan oleh Bank Indonesia,

* Depaptersen tukum dan 1AM, Op. Cit., hal, 34-35,
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¢. Upaya menjaga kelangsungan usgha bank sebagal suatu lembaga
pada khususnya dan perfindungan terhadap sistemn perbankan pada
UYL,

d. Memelihara tingkat kesehatan bank,

e, Melakukan usabs sesuni dengan prinsip kehati-hatian,
Cara pemberian kredit vang fidak menugtkan bank dan kepentingan
nasabah,

g Menyediakan informasi resiko pada nasabah.

2. Perlindungan secara Eksplisit (Explicit Deposti  Profection), yaitu
perlindungan diperoleh melahsi penbentukan lembapa yanp meniamin
stmpanan masyarakat sehingga apabila terdadi bank gegal dana simpana
akan diganti oleh lembags tersebut Dalam hal ini vang dimaksud
pemberian perlindungen secara cksplisit adalsh perlindungan yang
diberikan oleh Pemerintsh melalni Lembaga Penjamin Simpanan.

2.2, BANK INDONESIA

“Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang
untuk mengeluarken alat pembaysran vang szh deri suale negarg
meromuskan  dan melaksanakan kebilakan moneter, mengatur dun
menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur den  mengawasi
perbankan, seria menjslankan fungsi sebapat lender of lust resorr. Bank
yang berfungsi menjalankan kewenanagan sebagai bank sentral di
Indonesia, yaitu Bank Indonesia Sesusi dengan perjelasan pasal 23
Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Beank Indonesia yang akan
mengeluarkan dan mengatur peredaran vang kertas. Kedudukan demikian
selanjutnyz distur dalam undang-undang,

Sebapairana telah dijelaskan di atas, berditinya Bank Indonesia sebagai
satu-safunya benk sentral yang sda di Indonesia wmerupskan amanat dari pasal 23
D perubahan keempat UUD 1945. Oleh karena i, pemerintah membentuk Bank
Indonesia melalui Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
yang diterbitkan pada tangpel 17 Mei 1999 dan mulai berlake sejak diterbitkan
Dengen dibenteknya undang-undang tersebut maka secars tesas dapat kita

*# mvhanumned Qjumbese, Op, Cit, hal, 138,

Universiias Indonesis

Analisis Tindakan..., Alicia, FH Ul, 2009



35

simpulkan babhwa amanat sebagaimana diperintabkan oleh UUD 1945 telah
dijalankan oleh pemerintah,

Seiring begalannya wakto, undang-undang tersebut teptunya harus
disesuatkan dengan keadaan, Dengan demikian undang-undang tersebut dirubab
dengan Undang-andang nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang
nomor 23 tahum 1999 tentang Bank Indonesiz vang berlaky sejak diterbitkan yaitu
pada tangeal 15 Januard 2004, Akan tetapi pada tangpgal 13 Oktober 2008
dikeluarkannva Peraturan  Pemernintgh  Pengeanti  Undang-Undang  tentang
perubghan kedua astas Undang-indang nomor 23 ishwm 1999 tentamp Bank
Indonesia yang selanjutniya difetapkan sebagai Undang-undang Nomor 6 tahun
2009 Kesermaanya i untuk selanjutnys disebut UU Bank Indonesia

Sebagai bank sentral, Fank Indonssia berkedudukan dan berkantor pusat
di Tou Kota Negam vaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta Akan fetapi, Bank
Indonesia dapat mempunyai ksntor-kaotor baik di dalam witayah Republik
Tndonesia maupun di luar wilayah Republik ndonesia. Dalam hal Bank Indonesia
mendirikan kantor di dalam wilayah Indonesia, kantor tersebut akan dissbut
sebagai kantor cabang. Apabila kantor tersebut terletak di Juar wilayah Republik
Indonesia, maka kantor tersebut skan disebut sebagai kantor perwalkidlan. Tugag-
tugas serta wewenang vang dimiliki oleh kanlor cabang mavpun kantor
perwakilan sama dengan tugas dan wewenang vang dimiliki oleh Bank
Tndonesia. ¥

Status hulm Bank Indonesia dapat kita ketehui melalpi UU Bank
Indonesia. Dengan adanye UU Bank Indonesia maka Bank frdonesia menjadi
suatu badan ussha vang berbadan hukum serta berdin sendini (mandiri). Oleh
karena itu, pemerintah tidak dapat ket campur atsupun mengintervensi kegiatan
Bank Indonesia *

“Kemandirian Bank Tndonesia menvebabkan pihsk lain dilarang
untuk melakokan segala bentuk cempur tangan terhadap pelaksanskan
fogas Bank Indonesia. Namun, sebaliknya Bank Indonesia waijib pula

¥ thid.., bal 118

% Tagsat # aynt (1) ULT Bank Indonesin.
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menolak dan atay mengabaikan segala bentuk campur tangan dan pihak
mana pun. Akan tetapi, dalam kemandirisnnya tersebut Bank Indonesia
tetap waiib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasriya kepada Dewan
Perwakilan Rakyat sedanpkan laporan keuanganriys diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangnn,

Pelarangan dan  kewajiban penolakan campur fangan i
dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melaksanskan tuges dan
wewenangnys secara efektif Oleb karenanya, jelas apabila temyata
perbuatan piliak tertentu sembust secars langsung atau tidak langsung
mempengarubi kebijakan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia, maka
dikatagorikan sebagai campur tangen, tetapi tidak termasuk dalam
penpertism campur tangan, yaitu keyja sama yang dilakukan oleh pihak fsin
atay bantuan teknis vang diberikan oleh pihak lain atas permintaan Bank
Indonesia dalarn rangka mendulumg pelaksanaan tugasnys.”™

Baerbeda dengan bank sebelumpryas, Bank Indonesia mempunyai fujusn
yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai mpiah™. “Tujuan kestabilan nitai
rupigh ini, yaitn untok mendukung pembangunan gkonomi yang berkelanjuian
dan meningkatken kesejahteraan rakyat”> Uniuk mencapai tujnannya Bank
Indonesia wajib melaksanskan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten,
transparan, dan harus mempertimbangkan kehifakan umum pemerintah di bidang
perekononiian™.

Selain tyjuannye berbeda, Bank Indonesia juga mempunyal tgas berbeda.
Dalam pasal 8 UU Bank Indonesia disebutkan bahwa tupas Bank Indonesia dapst
dikataporikan siau digolongkan meniadi 3 {tiga} kelompok vaihy:

1. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter ",

® Muitshaned Djumbees, Cp. Cir, hal, 120,
# Pacal 7 syat (1} UU Bank ndonesia.
* rdubhamad Dijmuhena, Op. C, hal. 115,
% Preal 7 ayal (2) UU Bank Indoncsia

® Dalam menjalanken fugesnve tersebut, Bank Indomesin mempimysl wewenang
sehagaimana diatur lelvh lanjut defam Bab TV (U Bank Tndonesin yvang berindst Tugas
Menatapkan dem  Melaksenakan Kebijekan Moneter. Wewensnz yang dimilild oleh Bank
Tndenesia distur dalare pesal 19 ayat (1) U Bank Indomesia yang mebipti;
&. menetapkan sasersg-sasaran moneler dengan mem-porhutikan sasaras Jahy inflesi;
b. melskukan penpendalian monsier dengan mengpunakan cass.esrg yang termasuk isfepi
tidek feshatas pada:
13 operasi pasor terboka 81 pasar timy bodk ropish maupun vahata acing;
) penetspan Sngkat diskonio;
3) penetrpen cadengan wafib minimum,
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2. mengatur dan menjaga kelancaran sistern pembayaran™,
3. mengatur dan mengawasi Bank.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya salah satu tugss Bank Indonesia
adalsh mengatyr dan mengawasi seturuh kegiptan usaha vang disclenggarakan
oleh bank-bank vang ada di Indopesia, maka Bank Indonesia dalam menjalankan
{ugasnya tersebut diberi kewenangan melalui pasal 24 UU Bank Indonesia untuk
melakukan hal-hat sebagai berikut:

1. menetapkan peraturan,

2. memberikan den mencabut izin atas kelembapaan dan kegistan usaha
tertentu dari Baok,

3. melaksanakan pengawasan Bank dan menpenakan sankst terhadap Bank
sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

ralam menjalankan fugas Bank Indonesia sebapai pengawas dan pengaruy
bank, Bank Indonesis harus berpedoman kepada setiap seraturan yang berlaku
unfnk Bank Indonesta, yaite UU Bank Indonesiz. Disamping berpedoman padae
peraturan tersebut Bank Indonesia dalamn menjolankan ingasnya juga hams
memperhatikan persturan yang berfaku bagi perbankar vaitn UU Perbankan.

“Ada lima fwiuan menpapa industri perbankan perlu diatur, yaitu:

Menjaga keamanan bank:

Memnpkinkan terciptanya iklin kompetisi vang sshat;
Pemberian kredit dengan fujuan khusus;

Perlundungan terhadan nasabah;

“f'arczpmya suasana kondugif bapt pengambilan kebijakan
moneter™

O o B

4) pengataran keedif aton pembiayams,

* Tugas Bank Indenesin untuk menpstur dan menjaga sisiem pembaysras distay lehih
lanfit dalam Bab V pesal 15 sumpai dengan pasat 23 VU Bank Jadonesis dengan  judul Tugas
Mengatur Dan Menjaga Kelancaren Sistems Pembayaran | mntok it berdasarken pasal 15 ayat (1)
oy Bmk Indoncsia, Reak Indonesio bervenang wnhik;

melaksanakan dan memberikan persetufuan dan izin atas penvelenpparaan fess sistem

pombayaren;

2. mewnjibken penvelenggera jass sisten pembsysren wntak menvampuiken laperan
fontang Kegiatannya;

3. menetapkan penggunesn alat penthaynaren,
Nindyo Pramonss, Loe. CiL, bal. 211,
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Pengawasan Bank Indonesia terhadap suatu bank termasuk pengawasan di
dalam menjalankan prinsip kehati-hatian antara lain syarat kecukupan modal, dan
£t and proper test. Disamping prinsip kehatt-hatian, Bank Indonesia juga
melakukan pengawasan terhadap penetapan keteniuan yang berkaitan dengan
Batas Maksirmum Pemberian Kredit, Penyisihan Aktiva Produktif, Pembentuken
Penyisihan Aktiva Produktif, Posisi Devisa Neto, dan sebagainya.

“Mengapa Bank Indonesia sanpat berkepentingan terhadap
penpaturan  dan pengawasan terhadsp perbankan termasuk  masskah-
masalsh vang berkzitan dengan pelaksanakan prinsip-prinsip perbankan,
hal ini didasarkan pada empat pertimbangan utama, yaitu;

1. Pentingnya posisi bank dalam sistem kecangan, tsrutama
dalam sistem pembayaran dan kiiring,

2. Sistem perbankan merupakan sugtu sistem yang berpotensi
menimsbulkan  bahaya, berkensan dengan  operasional
perbankan,

3. Sifat dari perisnyian bank.

4. Moral hozard yang timbul dari peranan perbackan scbagai
the lender of the lost resort perlu diantisipasi secara terus-
menerus oleh pemerintab,”*®

Sebagaimans telah dijelaskan di afas bank memiliki peran yvang penting
dalam: perskonomian. Adz doa alasan kenapa bank memegang peranan pesting,
vaitu: periama, karena bank merupakan sustu institusi vang memberikan
pinjaman kepada masyarakat (sebagai sumber aliran dana) dant kedug, adanye
keterkaitan bank vang satn dengan vang lain menyebabkan bank rentan terhadap
efek menalar vang terjadi dari kegagalan operasional suate bank Dissmping itu
pengawasan ¢leh Bank Indonesia juga mgrupskan salah sat peranan uniuk
menjage kepercayaan masyarakat karena pada kenyatasonya nasabsh bank
mendelegasikan tugas wmtmk mengawasi lembaga keuvangan tersebut kepada
otoritas perbankar, Oleh karens ity merupakan hal yang waiar apabila institusi
perbankan diawast serta dijaga eksistensinya.

Secara teonibis terdapat empat prinslp dasar yang digunaken oleh bank
dalam menjalankon usabunya, yaity,

® tbid, hal 267,
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. Prinsip kepercavaan (fiductary principle, fiduciary relation}

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa hubungan aniara
nasebah dengan bank adalah hubungan kepercayaan Oleh karena ifu,
prinsip kepercayaan meropakan salah satu prinsip vang harus dipegang
tegult dalam mengelola bank. Cara yeng digunakan oleh bank untwk
menerapkan pringip keperesyaan ini entara lain dengan menjalankan
prinstp kehati-hatian, memberiksn keterangen serta pasehat kepada
nasabah penyimpan dana terkait dengan resiko yang mungkin terjadi
sebapaimana menjadi kewajiban bank berdasarkan pssal 29 ayat (4)
ULl Perbankan,

2. Prinsip kerghasiaan {confidentia! principle, confidential relation)

“prinsip kerghasiaan bank menjadi sangat penting
dijaga dalam industri perbankan ksrena prinsip tersebut
merapakan jiwa dad industri perbankan. Stabilitas sistern
kepanpan akan dapat povak fika bank tidak menganut prinsip
kershastaan ini. Jika identitas ateu keberadean oasabph dan
simpananya atau rekeningnya, misainya rekening piro seorang
nasabah bank tanpa alasan hukum yang kuat begitu mudah
diterobos oleh pihak yang tidak berkepentingan dengan
rekening giro tersebut atan dibocorken kepada pihak yang tidak
berkepentingan, dampsknva sudsh dapat dipastikan bghwa
pemilik rekening aksn merass privasinya terpanggn. Thapat
dipastikan jika nasabsh tersebut merasa tidak aman lagi
berkaitan dengan harta miltk vang disimpan & suste bank
tertenty, Ta akan memindshkannya ke sarana investasi vang lain
yang ditasa  lebiR  menjanjikan  keamanan  dan
kerahasiaannya. >’

Tujuen utama bank bekeria dengan mengagimgkan prinsip
rzhasia bank adalah agar nasabah memperoleh tinpkat perfindungan
dan penjaminan hukum yang memadai atas kepercayaan nasabsh vang
diberikan kepada bank untuk mengelols dana vang disimpannya

* Ibid, hei. $45,
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tersebut, ** Oleh karena itu, di dalam pasal 40 UU Perbankan
disebutkan bahwa

“Bank waiih merahasigkan  keterangan mengenal
pasabah penyimpan dan simpanannya, keounali dalam  hal
sehagmana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42,
Pasal 43, Pasal 44, den Pasal 44A”

Dari pasal tersebut dapat kits ketshul bahwa vang menjadi
rahagiz bank menyangkut uosur subjektif yang menvangkot dir
nasabah dan unsur objektif yang menyangkut simpanan nasabsh  Akan
tetapi, sejanh mana data yang dimaksud tidak dijefaskan lebih fanjut
dalam UU Perbankan Demikian pula dalam penjelasan pasal 40 UU
Perbankan, hanya menjelaskan:

“Apabila nassbah bunk adalah Nasabah Penyimpan
yang sekaligus juga sebagat Nasabah Debitur, bank wajib ietap
merahasiskan  keteranzan  tentang  n2szbah dalam
kedudukannya sebagal Nasabah Penyimpan.

Keterangan mengenal nasabah selain sebapai Wasabah
Penyimpan, bokan mwerupakan keterangan vang  wafib
ilirghagiakan bank.

Bagi bank yeng melakukan kegiatan scbagal lembaga
penunjang pasar model, misslnya bank selgku kustodian dsn
atan Walt Amanat, tunduk pada ketentuan perundang-undangan
di bidang pasar modal.”

Tetapi dalam Ul Perbankan diberikan batagan-batasen babwa
rahusia bank dapat dibuka dalam hal:
1. Untuk kepentingan perpajakan,
2. Untuk penyelesaian piutang bank vang sudsh disershkan
kepada Badaa Urusan Piutang dan Lelang Nepara/Panitia
Ususan Piutang Negara,
3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana,
4. Dalam hal teriadi perkars perdata antars bank dengan
nasabahnya,

% 1hid, hal. 246,
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5. Dalam rangka tukar menukar informasi antara bank,

6. Aiss permintaan, persetijuan, atau kuasa dan Nasabah
Penyimpan yang dibuat secara tertulis,

7. Dalam ha! nasabah meninpgal dunia, maka bank dapas
memberikan keterangan kepada ahli waris.

Maks dari itu, pengaturan mengenai kerahasiaan bank akan
digtur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesis, antara lain
Paraturan Bank Indonesia nomor 2/PBI/2000 tangeal 7 Septemsber
2000 tentang Persyeratan dan Tate Cara Pemberian Perintah atan Izin
“Tertulis Membuka Rahasia Bank

3, Prinsip kehati-hatisn (prudential principle)

“Dari berbagas sumber dapat disimpulken bahwa yang
dimaksud dengan prinsip kehati-hetfian adalah pengendalian resiko
melalut penerapan }matnm”” Dalam VU Perbanksax prinsip kehati-
batian tidak diatur. Akan ftetapi, dalam pasal 2 UU Perbankan
disebutkan bahwa dalam menjalankan usshanya, Perbankan Indonesia
barus menggunakan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehmi-hatian dalam perbankan banyak kita jumpai
dalam hal bank memberikan kredit kepada nasabshnya Bank wajib
melakukan berbapai snalisis hingpa bank memiliki keyakinan bahwa
calon mnasshahnya memiliki kesanpgupan untek  menpgembabikan
pinjaman, Hal int wajibh dilakukan oleh bank karena sanp yang
dipinjamkan oleh bank merupzkan uang hasil penghimpunan dari
masysrakat. Dengan demdkian, uniuk menjaga kepercayasn nasabsh
terutama nasabah penyimpan, bank hagus menialanken prinsip kehat-
hatian

4, Prinsip mengenal nasabal (know your customer principic)

*Pringip KYC adalsh prinsip yang diterapkan bank
untuk mencermali dan menpetabui identitas nasabah seria

? thid, hul 262,
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memantau kegiatan trangakst nasabsh, termasuk pelaporan jika
terdapat transaksi yang diduga mencurigakan.  Tujuan
penerapan KYC adalsh untuk mengenal profil dan karakter
transaksi  nasabah  sehingpa  secara  dini bank  dapat
mengidentifikasikan  transaksi yang diduga mencurigakan
tersebut, wntuk meminimalisssi operarionad risk, lfegal risk,
concentration risk, dan reputational risk ™

Untuk menastikan bahwa dalam menjalankan kegiatannyva bank-bank
yang ada di Indonesia menggunakan prinsip-prinsip sehagaimana telah dijelaskan
di atas, maka periu pengawasan dari pihak yang berwenang. Menmrut UU Bank
Indonesia, Bank Indonesia mempakan pihak yaog memiliki kewenangan untuk
melakukan pengawassn terhadap bank, Selain untuk kepentingan ekonomi negara
pengawasan ity juge ditalukan pune melindungi kepentingan nasabah bank

“Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia terhadap
bank dapat berupa pengawasan langsung, yaite berbentuk pemeriksaan
yang disusal dengan tindakan perbatkan, jugs dapat berupa pengawasan
tidak lanpsung yaity svsfu beutuk pengawasan dini melshn penelitian,
analigis, dan evsluasi laporsn bank. Dalam mangks penpawssan vang
difakukarnya, Bank Indonesis dapat menjalankan pemeriksasn secara
berkala sekurang-kurangnva saluy tzhuan sekali wntuk setiap bank I
samping ihy, pemeriksaan dapat dilakukan secara insidentt! setiap wakm
apabila diperlukan untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung
dan apabila terdapat indikasi penyimpangan.

Pemeriksaan it meliputi pemeriksaan buku-buku, berkas-berkas,
warkat, catatan, dokumen, don data elekrtonig, fermasuk  salinan-
salinannya Pemeriksagn ini pula apabila diperdoken untuk memperoleh
hasil yang menyeluruh, maks dapat dilakukan terhadsp perusshaan
induknya, anak perusshaannys,  pthak terkait, juga tevhadap pibak
terafitiasi dan bank vang bersangkutan,

Apabila Bank Indonesia dalem pemeriksasnnya menemulom
ketidakberesan, Bank Indonesia akan memanggil Tim Investigasi
Penyimpangan Perbankan (Tiper) ysng hasilnya dilaporkan kepada
Komtile Evaluasi Perbankan (KEP), yaitu forum yang terdiri atas pejabat-
pejabat eselon I pada Bank Indonesia tersebut.

Dziam hal pemeriksaan bank ini, Bank Indonesia dapat
menugaskan pihak lain uptuk dan gtz pama Bank  Indonesia
melaksanakan pemeriksaan, Pihak lain vang dapast melaksanakan
pemeriksaan ini, misalnya akuntan publik, dan dapat dilakukan sendiri
atau bersama-sama dengan Back Indonesia. Pemeriksaan terhadap bank
yang dilakukan cleh akumtan publik tersebut merupakaen pemeriksaan

® thid . 218,
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sefempal sebagai penpejawantahan dari pendelegasian wewenang Bank
Indonesia selaku otoritas pembina dan pengawas bank,

Selaku otonitas pembina dan pengawas bank, maka Bank Indonesia
mengalankan upaya dengan cara menetapkan perahiran vang menyangkut
aspek kelembagaan kepemilikan, kepengurusan, kegistan usdha,
pelaporan, seria aspek lain yang berhubungan dengan kegistan operasional
bank. Pelaksansan mges pengaturan ditetapkan delam bentuk produk
Peratursn Bapk Indonesia. Materi yang termuat dalam Peraturan Bank
Indonesia tersebut pada dasarnya berupa ketentvan-ketenuan perbankan
yang mengarahkan terlaksananya perinsip kehati-hatisn dengan tujusn
untuk memberikan rambu-rambe bapl penyelenggara jasa perbankan
dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga tercapai sistem perbankan
yang sehat.™

Herkaitan dengan kewenangan Bank Tndonssia di bidang perizinan

sebapaimana dimaksud dalam Pagal 24 UU Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat
melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

memberikan dan mencabut izin nsaha bank:

memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor benk;
memberiken persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank;
memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan
usaha tertentu.

“Dalam kerangka pengawassn ini pula apabila Bank Indonssia
merapunyal dugaan tertentu, depat mermmerintabkan suaty bask wntuk
menghenmikan sementara sebagian atay seluruh kefatan transaksi terfentu
apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suaiy transaksi patut
diduga merupgkan tindak pidana di bidang perbankan. Langkah
selanjutnya Bank Indonesia berkewnjiban mengirim tim pemeriksa untuk
meneliti  kebenaran atas  dugasn  tersebut  sehingga  ditermikan
kesimpulannya. Apabila ndak diperoleh buki yang cukup kuat, Bank
Indoresia pada bari ite juga harps mencabut perintah penghentian tersebut.

Dalam perkembangannys menyangkut tugas pengawasan, bank ini
setanjtnya oleh Bank Indonesia akan disershkan kepada lembaga
pengawasan sekitor jasa keuangan yang indspenden, tetapi tetap ada
keterkaitan dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Lembaga
(supervisory board) imi dalam menjalankan tugas dan kedudukarmya
berada di lwar pemerinteh dan berkewajiban menyampaikan laporan
kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat
Penyershan fogas pengawasan ini menunggu pembentukan lembaga
tersebut, vang paling lambat akan dilaksanakan pada 31 Desember 2002,

# Ydamnnd Diomhane, Op. i, hol, 130,
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Lembapa pengawasan jasa keuangan (smupervisory board) yang
aken dibentuk tersebut kewenangannya tidak terbatas mengawasi bidang
perbankan saja, tetaps juga mengawasi perusahaan-perusahaan sektor jasa
keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensivm, sekuritas, modal
ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang
menyelengparakan pengelolagn dana masyarakat. Bank Indonesia sebagat
bank sentral meskipun telah terbentuk lembaga pengawasan iersebut,
persmanys tidak biss dikessmpingkan dalam pengawasan bank karena
lembaga tersebut fetap harus mempunyai hubupgan koordinasi vang baik
dengan Bank Indonesfa, disntaranya menyangkut keterangan dan data
makro perbankan yang ada.

Salah saty istrumen Bapk Indonesia  dalam  pelsksansen
penigawasan,  yaitn  berbentuk  uii kepantssan  dan kelavakan
mengoperasikan bank {7 end proper) untuk pengurus dan pemilik bank.
Tuojuan tes kelayakan dan kepantasan tersebut agar pihak-pihak yang
menggeluti perbarkan melaksanakan good corporate govermance. Hal lain
yang dipakai oleh Bank Jodonesin dalam pengawasan menyangkut
perkreditan, yaite pencegahan tindakan mark up kredit yang dilakukan
debitor bank Bank Indonesia untuk itu telah menpeluarkan Pedoman
Pembenian Kredit Bank, yang di dalammya memmat sankst untok yang
melanggarnya. Namun, terasa bahwa law enforcemenr itn sepertinya
belum dilaksanakan dengan baik, Dengan landasan hukum vang bary
berupa Undang-undang nomor 23 Tahun 1999, maka Bank Indonesia
dapat menghamskan salah satu dircksi bank sebagai compfinnce director,
yang iemastikan bank itu taat pada aturan perbankan yang berfaku ™

2.3, LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Menilik ke belgkang terutama sejarah perbankan, tentunya kita dapat
mempelaran kekorangan-kekurangan dari UL Perbankan kita Seperti pada talon
1998, temadi krisis moneter, membuat kita melihat balrwa perdindungan vang
diberikan ojeh Ul Perbankan vang ssat ity berlaku masih kurang. Banyaknya
bank yang dilikuidasi pada saat terjadi krisis menyebabkan banyak nasabah tidak
percaya kepada bank sehingpa banyak penarikan dana oleh nassbah. Artara bank
yang satu dengan bank yang lain terutama sesama bank yang ada di Indonesia
memiliki hubungen dalam sistem Kliring

“Oleh karena itu, kejatuhan suatu barnk kerena ketidakmempuan
bank tersebut untuk membayar kewajibannya dalam pasar uang antarbank,
dapat langsung menyebabkan kerugian kepada bank Iainnya. Bahaya vang
mungkin tmbul karena bank vang baik sekalipun pada beberapa pasar

® thid, bl 132-133.
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sekunder dapat dilihat kolektibilitas kredit-kredit yang dijual mengingat
pembeli yanp potensial akan sulit untuk mengetabui informasi yang
spesifik tentang debitur bank, Mengingat pada umunwmya nasabah bank
tidak dapat melakukan pengawasan yang berkelanjutan terhadap
operssional bank mereka, tetapi skals ussba mereka dalam kepiastan
ekonot cukup penting, mska peranan yang penting dan oforitas pengatur
dan pengawas perbankan adalah mengawasi tindak tanduk dan bank
secara efektif dan efisien 7

Mengingat parabnya akibat vang ditimbulkan terhadap kepercayaon
masyarakest, maka pemerintah melaloi UU Perbankan dan UU Bank Indonesia
memberkan perlindungan terhadap nesabeh bank terutamea nasabah penyimpan
bank. Salzh satu wanjud nyats perbuatan pemerintah  dalam  melindung:
kepentingan nassbah bank adslah membentuk Lembaga Penjamin Simpanan
{untuk selanjuinya dissbut LPS). Berdasarkan pasa! 37B UU Perbankan
menyebuikan bahwa setiap bank wajib menjamin dana nasabah yang disimpan
kepada bank, maka untuk menjamin dana tersebut dibentuklah LPS. Secara tidak
fangsung pembenizkan LPS merupakan amanat dalam pasal 378 UD Perbankan
guna melindungi nasabah bank.

LPS merupzken suatw lembaga independen, akemtshel, dan besbaden
hukum yang didirikan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang nomor 24
tahun 2004 tentang Lembasa Penjamin Simpana jo Undang-undang nomor 7
tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
fomor 3 tahun 2008 tentang perubshan atas Undeng-undang nomwor 24 tghun 2004
tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadt undang-undang Guntuk selanfutnya
disebut UU LPS), yang bertujumn wmtuk memberikan perlindungan kepada
simpanan nasabah di bank. Pada saat dibentuk, LPS bukmn merupakan lembaga
yang baru dikenal di Indonesia, Sejak tabum 1973, kita sudah mengenal lembaga
peniamin simpanan dengan dikelparkannya Peraturan Pemerintah WNomor 34
tabn 1973 tentanp Jaminan Simpanan Usng pada Bank yang didasarkan pada
pasal 30 Undang-undang nomor 13 tabun 1968 tentang Bank Sentral dan pasal 31
ayat {1) Undang-undang nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan.
Akan tetapi, lembaga tersebut bukan mervpakan lembaga vang berdin sendini
seperti halnya LPS yang ada saat ini.

® Nindyo Pramogs, Op. Cit, hal. 267.368,

tniversitas Indonesia

Analisis Tindakan..., Alicia, FH Ul, 2009



“Latar belakang dikeluarkannya peraturan tersebut, vaitu untuk
meningkatkan minat masyarakat berhubungan dengan lembaga perbankan,
memperiuas laly lintas pembayaran giral, jupa untnk memingkatksn
kepercayaan wmasyarskat terhadap keberadasn lembaga perbankan.
Ketentuan Peraturan Pemerinteh mengenai asuransi deposito tersebut
sangatiah idesl, vaihy:

1. Semua bank kecuali bank asing diwajibkan  menjaminkan
shmpanan uang pihak ketiga, baik berupa giro, deposito, maupun
tabungan,

2. Penyelmggam Jannnan, yattuy Bank Indonesin, denpan tupss
menjamin simpanan vang pibak ketiga yang terdafiar pada bank
terjumin atas nama perorangan, perkumpulsn, dan badan-badan
lairmya, kecusli simpanan giro, deposite, dan isbungan milik
pemerinizh dan bapk; memmmgut premi jaminan, dan bertindak
sebagai pengampu dan atan likuidator. ™

Berdasarkan keterangan di atas, dapat kita ketahui bahwa sebelum adanya
LPS jaminan yang diberikan oleh pemerintah merupakan blanket guarenty,
sriinya pemerintah menismin semnos kegiatan usahs yang diselenpparakon olsh
bank Pelaksana dari lembaga asuransi deposito ini adelsh Bank Indonesia dengan
tujuan agar dapat dilaksapakan dengan lebih efektif dan efisien.

“Kegiatan lembaga penjamin tersebul femyata tidak efektif,
bahkan sepertinys tidak dilaksanakan. Keberadaan lembaga tersebut tidak
dilanjutkan dalam Undang-Undang nomor 7 izhun 1992 temfang
Perbankan sehingps sewakta terjadinya likunidasi empat belas bank pada
bulan November 1997 fidak dapst diselesatkan oleh suatu lembaga
penjaminan  sehingga  mengskibatkan tununnya  rasa  kepercayaan
masyarakat terhadap dunia perbankan. Hal demikian disadari pemerintah
sehingga tidak tama kemudian pemerintah melakukan pembayaran ueng
nasabahdani bank-bank yang terlikuidasi, berdasarkan Keputusan Presiden
nomor 26 tahun 1998 tentang Yaminan terhadap Kewajiban Pembayaran
Bank Umumn, Tindakan demikian merupakan tindakan pemeriniah vang
bersifat cash program, diteiuksn untuk menghindarkan semakin buruknya
perekonomisn  nagsional.  Penigminan  Pembayaran  dana  nasabsh
sebagaimana distur dalam Keputusan Prwden terseburt bersifat sementara
hanya berlangsung sampai 26 Januari 2000,

“ Mubsmmed Dijushans, Op. Cic, bal, 143
© hid | hal, 143
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Dengan langkah pemerintgh vang demikian, berhasil mengembalikan
kepercayzan masyarakat kepada mstitust bank. Namun, hal tersebut juga
memberatkan pemerintah karena seluruh biaya penggantian diambil dari anggaran
negara dan jaminan vang diberikan sangatish tuas. Oleh karena itu, Pemerinish
membentuk LPS pada tabun 2004 vang bertujuan tntuk membatasi jaminan vang
diberikan schingga tidak membebani anggaran negara dizsamping tetap menjaga
kepercayaan masyarakat,

Dalam UU LPS, disebutkan bahvwa LPS berkedudukan di Thukota negars,
dan LPS dapat membuka kantor perwakilan di seluruh wilayah Indonesia
Secara tidak langsung hal tersebut menpegaskan kantor pusat LPS ada di DKI
Jakaria dan LPS dapat membuka kantor perwakilan dimanapun yang dirasakan
perly. Disamping di wilaysh Indonesia, LPS juga dapat membuka kantor
perwakilan di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam penielasan
pasal 3 U1 £PS,

Ada 2 fungsi LPS sebagaimara dimaksud dalam pasal 4 UU LPS, yaitu
periamq menjgmin simpanan nasabgh penyimpen, dalam hal ini LPS bertugas
untuk meromuskan dan menetapkan kebijaken pelaksanaan penjaminan simpanan;
dan melaksanskan penjeminan simpana. ¥ Untuk melakukan  penjaminan
sebagsimana dimaksud di atas, LPS berwenang™ antara lain nituk menarik premi
kepada bank atas dana nasabah Besarnya premd tersebut serta tata cara
pembayaran ditetapkan oleh LPS. Seluruh bank yang melakukan kegiatan usaha

% Pazal 3 VU LTS,
¢ Pasal § ayat (1) UUTLPS.

= Pratam pasal 6 TNT 198, Lita dapat menfarnpal wewenang yang diberioan oleh Undong-

undang kepade LPS meliputi:
a. mmenetapkon dum memwngit premi penfarmsan;

menetaphan dan memungut konkribust pada saat bank pertame kel merjadi peserta;
melskakan pengelalaan kekayasn dan kewnjiban 1 58;
mendapatkan date simpanan nasabeh, date kesehatan bank, Iaporan keuangsaa benk.dan
laporan hastl pemeritosann bunk sepoanjang tiduk melanpgor kersfasiaon bani,
meiakkan wkonsilins, verifikasi, dan/atu konSemasi alas date sehagaimeana dimakend
nades hiruf d;
menetapken yyarat, fals cara, dan ketentuan pembayaran kiais
menuniuk, menmassken, don/aton menugaskon pihak lain untek hertindok hagd
kepentingas dan/atay atas nams LPS, guna melaksanaken sebagian tugas tertants;
melakukon penyuluhan kepada bank dan masyarakal tenteng penjarinan simpanan; dan
menistuhkan wmksi administratif,

g PR
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di Indonesia diwajibkan untuk ikut serta dalam penjaminan ini®®. Yang dimaksud
dengan bank di sini termasuk sefurph bank umum dan BPR, tetapi nidak termasek
Badan Kredit Desa Walaupun diwaiibkan untuk menjadi peserta LPS, tetapi
sejauh ini tidak ada sankst yang diberikan kepada bank apabila mereka tidak
menjadi peseria LPS. Sirpanan vang dijamin oleh LPS sebagaimana disebutkan
dalam pasal 10 UU LPS melipudi simpanan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat
deposito, tsbungan, dan afan bentuk lainnya vang dipersamakan dengen ita.
Dengan demikian, dapat Yhiz stmpulkan babera segala bentuk simpanan nasabah
bank yang berupa nang dijamin oleh LPS,

Kedua, tunut skif dalam memelthara stabilitas sistem perbankans sesvai
dengan kewenangarmya Oleh karema itu LPS berwenang untuk melakukan
tindaken-tindakan scbagai berikut

i. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut akif

memelihara stebilitas sistemn perbankan,

2. merormskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penvelesaian

Bank Gagal (darnk resolution) yang tidak berdarnpak sisterik; dan

3. melgksanakan pengnganan Bank Gagal yang berdampak sistemik,

Sebagai penjamin simepanan, LPS bertuges seperti layaknys perusshaan
asuranst karena LPS joga merupakan sugtu penjamin reisko. Dengan obiek
asuransi adalah simpanan nesabah pada bank vang beroperasi di Indonesia, LPS
bertindak sebagai penjamin simpzanan dengan maksud apabila terjadi sesuatu pada
bank tersebut dan menyebabkan bank tidak dapat mengembalikan simpanan
masyarakat maka LPS akan bertugas uniuk mengembalikan dana vang disimpan
oleh nasabah. Sepern layaknya perusshasn asuransi, LPS juga menetapkan berapa
jumizh premi vang harus dibayar untuk penjaminan, yaitu 9,1% untuk seluruh
jumlah simpanan yang ada di bank dengan perhitungan sebesar 0,1% dari vata-rata
saldo simpanan pada suatu bank, Pembavaran premi ini dibayarkan dimuka
scbanyak 2 kali dalam setshun, Akan tetapi, besarnya premi antara satu bank
dengan bank lsin dapat ditetapkan secara berbeda apabils LPS melihat resiko
kegagalan bank. Penghitungan premi didasackan pada saldo rata-rata simpanan

#iasal 7 ayat (1) YU LPS.

™ Pasal 5 ayat (2) ULTLPS.
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nasabah periode sebelumnya dan akan disesuatkan besamya pada akhir periode
dengan pembavaran premi untuk periode selanjuinya. Selanjutnya besamya
jaminan yang dijaminkan oleh LPS besamya telah dinaikan menjadi sebesar Rp.
2.000,000.000 ~ (dua milyar rupizh) sejak tengegal 13 Oltober 2008 berdasarkan
Undang-undang nomor 7 tahun 2003 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Sechagal penjamin, femtunya nasabah berhak untuk meminta pengembalian
dananys kepada LPS apsbila bunk fempatnya mervimpan dava dicabut ijin
usahanya. Adapun beberepa kriteria vang harug dipemuhi nasabah untuk
meniadikan simpsanasnva tersebul menjadi simpanan layak bayar (pasal 19 UU
LPS), yaitu:

1. Data simpanan nasabah dimaksud tercatat pada bank’);

2. Masabah penyimpan bukan merupakan pihak yang dimtungkan secara
tidak wajar {nasabah yang memperolel hasil buoga jauh di sias tingkat
pasary; dan/atan

32 Nasabah penyimpan bukan merpakan pihak vang menyebabkan
keadaan bank meniadi tidak sehat (nasabsh yang merupakan pihak
vang menyecbabkan keadaan bank menjadi tidak schat migalnya
penerima kredit yang kreditnya macet),

Penentuan apakah simpanan duna nasabah adalzh layak bavar atau tidek
ditentukan oleh LPS. Akan tetapi nasabab juga berhak mengajukan keberatan
terhadap apa yang telah ditetapkan ol¢h LPS terkait dengan simpanan yang fayak
bayar dengan mengaiukan bukti-buks vang nyata meuvpun melalui pengadilan

Selain terdapat persamaan sebagaimana tersebut di atss, terdapat pula

perbaedaan antara LPS dengan asuransi, vaitu pada asuransi vang membayar premi
adalah nasabah perusahaan gsuransi sedangkan pada bank, yang membayar premi
adalzh bank bukan nesabsh Pada perusshaan ssuransi besarnya premi ditetapkan
oleh perusehasn asuransi pada awal atau sebelom nasabab pergabung sedangkan
pada LPS besamnya asuransi ditetapkan berdasarken rata-rate simpanam nasabsh
dan penghitongan besamya prens ditakukan oleh bank.

™ Yung disaksud tercotat dising adaloh:

I Dalam pembukuan bunk wiclapst defa mengonst simpanan lersebul, amtars fn pomor
sekening/bilyel, nama nasabah penyimpan, saldo rekening, dan informasi laionys yang
lazim berlokn untuk rékening sefenis, danfatay

2. Toardupat bk sdirun duon yeng mesunjokkan keberadmes stopanun lerschul.
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Di samping ita, LPS juga berhak unuk membantu menangani bank gagal,
baik vang herdampak sistemik mavpun tidak sistemik. LPS tidak mempunyai
kewenanpan untuk mengkatagorikan suatu bank sebagal bank sehat ataupun bank
gagal. Wewenang LPS timbul azpabila Lembaga Pengawas Perbankan (untuk
selanjutnya disebut LPP) menyerahkan kepada LPS suatu bank gagal untuk
ditindak Tanjuti. Oleh karena ity, yvang berhak umtuk menentukan suate bapk
termasuk bank gapal ada pads LPP. Hingga sast int Bank Indonesia bertindak
sebasai LPP.

Penanganan bank pagal oleh LPS dibagi menjadi 2 {dua) katagoni yahn
penanaganan bank gagal berdampaek sistemik dan bank pagal vang tidak
berdampak sistemik, Hal int dikarenakan dampak yang timbul antara bank yang
berdampak sistemik dengan bank yang fidak berdempak sistemik sanpatlah
berbeda. Umtuk mengetahin perbedammnya tentunya kita harus mengetabui terlebib
dahuly apa yang dimaksud dengan bank vang berdampak sisternik mmaupun bank
yang tidak berdampak sistemik.

Suaty bank dikatagorikan sebagai bunk yang berdampak sistemik karena
bank iersebut berkaitan dengan bank Tain disekitarnya antara lain mempuyai
hubungan pinjam-meminjam antara bark dengan jumlsh yang sangat besar,
mempunyat simpanan pada bank lainy sehingga apabila terjadi penarikan maka
akan mengakibatkan bank terkait menjadi goyang, dil.. Jadi apabils terjadi sesnafu
terhadap bank tersebut akan menyebabkan bank lain yang terkait dalam bahaya
Sedangkan bank dikatagorikan sebagai bank yeng tidak berdampak sigternik
karena bank tersebut fidak mempengaruhi bank lain disekitarnya, Jadi apabila
terjadi sesuatu dengan bank tersebut, tidak aken mempengaruhi kinega bapk lain.
QOleh karena itn, tidakan vang diambil oleh LPS lerhadap bank yang berdampak
sistemik dan bank vany tidak berdampak sistemik sanpgatlah berbeda Penanganano
atas bank pagal baik ysnp berdampak sistemnik maupun tidak berdamspak
sigtemik tersebut diatur dalmn pasal 22 ayat (13 UU LPS.

1. Penyelamatan Bank Gagal Berdampak Sistemik
Penyelamstan bank gagal berdampak sistemik dilakukan oleh LPS
dengan melakukan peningkatan modal bank tersebut. Penanganan bank
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%
gagal ini harus dilakukan oleh LPS dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun
sejak pemegang saham menyerahkan kewenangarnya kepadas LPS
sebagaimans iernyata dalam passl 38 ayat (13 UU LPS dan Pesal 42 ayat
{1} UU LPS. Akan tetapi, jangka waktu ity dapat diperpanjang sebanyak 2
{dua) kali berturut-tunut masing-masing untek jangka waktu 1 {sato) tahun,
Secara tidak langsung UU LPS menetapkan bahwa penganganan bank
gagal tersebut harus diselesaikan selambat-lambatnys dalam jangka waktu
5 (tima) tahun,

Ada 2 (dusy tindakan penvelamatan yang dilakukan oleh LPS
intuk bank papel berdampak sistemik:

a, Peanyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama

Setelzh diserahkan oleh Komite Koordinasi, tindakan pertama
yang akan diambil oleh LPS adalah meminta pemegang saham bank
untuk menyetorkan sekurang-kurangnva 20% (dus puluh persen) dan
selurah perkiraan dans yang dibutuhkan wntuk menyelamatksn bank
tersebut. Selanjutnya, LPS akan mengambil alih wewsnang pemegang
saham (Rapat Umum Pemegang Sabam} serfa kepengurusen bank
Diengan penyerahan fersebut untok sefanjuinya pemepsng saham dan
pengurys mesjadi tidak berwenang ates bank tersebut. Selain ite,
selama tindakan yang dilakukan oleh LPS sesual denpan undang-
wdmng vang berlaku, pemegang ssham maupun pengurus tidak holeh
menoniut LPS seandainya tindakan penyelamatan tidak berhasil,
Dalam hal penvetoran yang difakukan oleh para pemegang saham lama
masih mengalami kekurangan maka, LPS bertanggung jawab terhadap
kekurangan biaya untuk penyelamatan bank gagal tersebut.

Karens mehibatkan pemegang sabam lama make apabila
kondisi bank tersebut sudah  membaik, bank terscbut akan
dikembaltkan kepada parz pemegung saham. Oleh karena iy,
diperlukan pepanjian antara pemegeng saham dan LPS tenieng
bagaimana penggunaan hasil penjualan saham dengen urutan sebagal
berikut. pertamsz, basil penjuslan ssham akan digunazkan untuk
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mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh LPS untuk
melakukan tindakan penyelamatan bank. Kedua, sisa hasil penjualan
saham selclah dibayarkan kepada LPS, baru digunakan untuk
mengembalikan dang vang telah dikeluarkan oleh para pemegang
saham lama hinggs jumish seham vang ada sama dengan ssham yang
sebelum dilakukan penyetoran saham oleh pemegang sesham ™

b. Penyelamatan dengan tidak mengilutsertshsn pemegang saham
lama
Sebagaimana telah dijelaskan di atas penanganan bank gapal
berdampak sistemik  dilakukan oleh LPS dengan melakukan
penyuntikan modal. Apabils pemesang sabam lama tidak sanggup
untuk melakukan penyuntikan modal maka, LPS akan mengambil alih
selvmb findakan penvelamaran. Dalam keadaan demikian maka segala
wewenang vang dimiliki oleh pemepang seham dan penpurus akan
dizmbil alih oleh LPS sehingpa LPS berwensng untuk melakukan
segala tindakan fermasuk dalam kapasites sebagal pemepany saham
mawpm sebagat pengurig,

2, Penanganan Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik

Sebelum menangani bank gagal yang tidak berdampak sistemik
yang teleh diserabikan oleh LPP, LPS akan melakokan analisa terhadap
tindakan apa vang akan digmbiinya terhadap bank gagal tersebut. Seluruh
berkss bank gagal tersebut akan disershkan ofeh LPP kepada 1.P8 untpk
kepentingan anahsis, Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Lembaga Penjamin
Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 tentang Penvelesaian Bank Gagal Yang
Tidak Berdampak Sisternik sebagaimana teleh dirubah dengan Peraturen
Lembaga Penjamin Simpanan Nomor (O2/PLPS/2007 tentan Perubahan
Peraturan Lembaga Penjaminan Simpanan Nomwor 4/PLPS/2006 tentang
Penyelesalan Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik (untuk

7 Tasal 36 ayat (1) UULPS
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selanjutnya disebut PLPS No. 002/PLPS/2007), analisa vang dimaksud
termasuk analisa terhadap:
1, Perkirsan biaya penyelamatan dan  perkiraan  biaya  tdak

metakukon penyelamaian,

Prospek usaha bank, dan

Kesedisan pemepang saham unfuk menyershkan penyelesaian

bank kepads LPS termasuk penyerahan dokumen yang diperlukan.
Darni snalisis tersebut maka LPS akan memutuskan untuk tindakan yang
akan diambil. Tindakan LFS terhadap bank gagal yang tidak berdampak
sistemik ditetapkan dalam suam Keputusan Dewan Komisioner (pasal 13
ayat (1) PLPS No. 002/PLPS/2007} adalah:

a) Melakukan penyelamatan™

7 Delwn pasad 10 PLPE No. OOMPLPS/2007 dischutkun kritis LPS woluk

mydmzﬁkm hank papal vang tdak bordompak sistenuk vaitae

M&mmyamymm&nww&ww%mm&wgm&&

enyelamatkan
Exnk masih momilikl prospek usels yapg bujk, dopgen indikalon
a  Sctolah disglamotken stau selelah difakakan penambahan modat oleh 1P%:

& Non Porformiog Loan (NPL) notto Yobih keeil deri 5%

b Tidak tordapet polenpgern den ateu pclampanas Betes Maksinmm Pomberion
Kredit (BMPK) dan Posts Devisa Nefto (PDN).

b, Pada mat benk dinyateken sebagai bank gagal:

2 Predikat Hopkat keschaian hank paling rendah Kurang Sehat denpan Perinpkat
Keamposit 4 petuk Bank Unmm don Kurng Sehat dengm Rating 3 untuk Bank
Perkreditan Rakyat yang ditetapkan oleh LEP;

b Terdspat direksi bank yang memenuhi persyaratan fit & promer test;

¢ WMasih melakukenkepiatan usaha sehagai bank kecuali dibatesi oleh ketentuan;
=T

d. Terdapat invedor ootensisl yang dibuktikan dengan adanya  kesspoketon
sebelumnys dengan bank den ferdepat scloran dars yang disimpen dalam
E3CPOW dcennt,

Terdapat pertenyean dari RUPS bunk yang sekureng-kummanys memasd kesediazn ontak:

o Menyembkan hak dan wewenang RUPS kepada 173,

b, Menyershkan kepengorusan bank kepade LPS;

¢ Tidsk seeramist EPS sisv pihak vang ditunjuk gleh LPS spalils proses peayeinmatan
yeng dilskukan LPS tdak berbasil, sepeniang LIPS stau pihek yeupg ditmyuk LPB
melabukan fupssnys sesoal denpan persturan perundeng-undanpan; dan

4  Meoysrshkan srsl koess dwri selurch pemepang sahew kepads IPS umok
melakokan pevhalen ates selurdh sohem vang dimiliki oleh pemenanp whan.

Bank menyershlan kepads LPE dokumen menpenat:

Penggunann Hhadlites pendanasn dort Book Indonesia dan apuran yang dissrabkan,

Data kevangen nasabeh debity,

Styakhir perrcialan dan sousunsn pemepang saham 3 shun terakhir;

Teformasd lohwive veng dbagublen 1PS terkait denpan aset, kewsjiban dan

perraodatin bank,

B 3 o0 5
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Dalamn hat LPR akan melakukan tindakan penyelamatan maka
seluruh wewenang vang dimiliki oleh Rapat Umum Pomegang Sabham
beralih ke LPS. Oleh karenz itw, LPS berwenang untuk melakukan
tindakan sebagai barikut {pasal 26 UULPS):

1. menguasal, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan
atas aset milik atan vang mergadi hak-hak bank dan/atan
kewajiban bank;

2. melakukan penyertaan modal sementara;

3. menjual atay mengalihkan aset bank tanpa persetujuan Nasabah
Debitur dan/atzn kewajiban bank fanpa perssiuiuen Nasabah
Kreditur,
roengalihkan manajemen bank kepada pihak lain;
melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
melakukan pengalihan kepemilikan bank; dan
meninjan ulang, membatalkan, menpakhin, dan/atau mengubsh
kontrak bank yang mengikat bank

8. dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugtkan bank.
Seluruh biava vang dikelvarksn oleh LPS dalam rangka

penyelamatm bank akan dianggap sebagai peniyertaan modal vang
dimiliki olch LPS dalam bapk temebut. Denpan keta lsin mmiuk
melakukan penyelamatan maka akan dilskukan penyuniukan modal.
Dalam hai nilai aset setelah dikurengi dengan kewsjiban (gkuttes) yang
dimiliki oleh bank tersebut adalah nol hingga nepatif pada seat
diserahkan kepada LPS maka, pemegang saham tidak berhak untuk
mengambil bagian atas hasil penjualan saham bank. Apabila ekuitas
bank pada saat pengambilalihen oleh LPS positif maka hasil penjualan
saham akan dibagi menurut parjanjian yang dibust antara LPS dengan
pemegang saham bank dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal
29 UUJLPS,

Jangka waktu yang dibenkan kepada LPS sebagaimuns distur
dalam pasal 30 U] LPS berbeda dengan jangka waktu yang diberikan

-V
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dalam hal penanganan bank gapal bersifat sistemik. Untuk penanpanan
bank yang tidak bersifat gigtemik UU LPS memberikan jangka wekin
penyelamatan selama 4 (empat) tahun dengan ketentuan jangka wakio
pertama adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpaniang sebanyak 2 (dus)
kali masing-masing selamsa 1 {gatu) tahun,

b) Tidak melakukan penyelgrmtan

Apazbila LPS menentukan tfidak melakukan penyelamatan
terhadap bank, maka tindakan perisma yang akan diambil oleh LPS
adalsh memberitzhukan kepada Bank Indonesia das meminta uniuk
mencabut iiin nsaha bank tersebut Palam jangka wakin 1 {satu) hari
setelah LPS mengsiukan permohonan mpks Bank Indonesia akan
meneabut ijin bank tersebut. Pencabutan Hin suatu bank fentunya aken
ditkuti dengan tindakan likeidasi yang aken dijelaskan pada sub bab
bertkuinya.

Z. 4. LIKUIDASE BANK

Sebagamimana difelaskan di atss, bahwa secara pars besar perkembangan
industry perbankan terbagi ke dalam empat periode, Pada periode pertumbuhan
perbanken di Indonesiz (tsbun 1988-1996), hampir tidsk ada bank yang herus di
kebuar dari sistemn perbankan {(exit policy). Wataupun demikian, memasuki peniade
krisis yang difkuti dengan rekapitilisasi (1ahim 1997-1998), terdapat 16 (enam
belas} bunk dinilal oleh otoritas perbankan tidak rmmgkin lagi diperabankan
eksistensinya, sehingga ijin usaha bank tersebut harus dicabut. Pada saat i, vang
bewenang menerbitkan dan mencabut ijin ussha bank adalab mentri kevangan
berdasarkan rekomendssi dan Bank Indonesia. Dengan perubshan Undang-
Undang nomor 7 tshun 1992, wewenang tersebut beralih dari mentri keuangan
menjadi kewenangan dari Bank Indonesin dengan kewajiban melaksanakan
prinsip kehati-hatian.

Pescabutan ijin usaha bank, aken dilanjutkan dengan pembubaran badan
hukum meleful proses likuidasi terhadap bank tersebut. Hal ini sebagaimana
diatur dalam pasal 142 ayat (1) huref (f) UU PT 2007, vang menyehutkan bahwa
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pembubaran perseroan terbatas dapat terjadi karena ijin usaha perseroan terbatas
tersebut dicabut sehingga mewajibkan perseroan terbatas untuk melakukan
likuidasi atas perseroan terbatas.

Pada saat terjadi likuidasi terhadap 16 bank, tidak ada peraturan ataupun
perundang-undangan yang berlaku terhadap likuidasi bank secara khusus.
Sehingga ofeh karena bank merupakan badan hukum maka, likuidasi bank
tentunya dapat tmduk terhadap perundang-undangan yang mengatur mengenai
likuidasi secara umum. Akan tetapi, ada beberapa ketidaksesuaian yang dapat kita
jumpai apabila likuidasi bank menggunakan peraturan yang berlaku umtuk
likuidasi secara unnm yaite Undanp-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjuinya
disebut UU Kepailitan dan PKPU). Dalam pasal 1 ayat (3) UU Kepailitan dan
PKPU disebutkan bahwa yang berhak menngajukan permohonan pailit atas suatu
bank hanya Bank Indonesia. “Namun dalam praktiknya, sampai saat ini Bank
Indonesia tidak pernah mengajukan permohonan pailit terhadap suatu bank.” 7 Di
samping ite UU Kepailitan dan PKPU tidak dapat diterapkan dalam likuidasi
bank karena memiliki kekurangan, antara lain dalam UU Kepailitan dan PKPU
tidak diatur secara rinci tentang kedudukan nasabzh apabila terjadi likuidasi,
bagaimana pengembalian dana nasabah, siapa yang berwenang untuk menjadi tim
likuidasi, dit.

Karena pada saat itu tidak ada peraturan yang mengafur secara mendetail
terhadap tindakan likvidasi atas suaty bank maka pemerintah mengeluarkan
Peraturan Pemerintah nomor 25 tahum 1999 tentang Pencabutan Fin Usaha,
Pembubaran dan Likuidasi Bank. Akan tetapi peraturan tersebut belum sempurna
karena ada beberapa hal yang belum tersentuh antara lain berkaitan dengan
kepastian hukum keberadaan tim likuvidasi yang dibatesi selama 5 tahun pada
“bank” yang telah bubar apabila masih ada aset yang bermasalah Di samping itu,
dengan adanya bank yang dilikuidasi tentunya pemerintah harus mengembalikan
dana yang telah disimpan nasabah guna menjaga kepercayaan nasabah.
Penjaminan dana nasabah oleh pemerintah dikenal dengan nama blanket guaranty
yang merupakan financial safefy net dengan Keputusan Presiden nomor 26 tahun

™ Adrian Suledi, Op. Cir., hal. 134.
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19987, Jaminan yang diberikan oleh pemerintah pada saat itu mengakibatkan
pemerintah mengalami kewalghan dalam mengembalikan dana nagsabsh bank
vang dilikuidasi

Maka dari itu, seiving berjalannya waktu serta belajar dari pengalaman
yang sudsh-sudah maks, pemerintah membentuk peraturan tentang likuidasi bank
dalam UU LPS. Selain ity, pemerintah melalui undangundang it juge
memberikan kewenangan kepada LPS apabila terjadi tindakan ex#? policy dalam
suatu bank. Yang dimoksud dengan tindakan exis pelicy adalah tindakan vang
menyebabkan bank tersebut harug dicabut ijin uszhanya.

Ada 2 (dua) alasan yang dapzt menjadi dasar tindakan exir policy
dilakukan, yaitu atas keinginan pemegang seham serfa pengurus bank tergebut,
atau bank tersebut merppakan bank yang mengalami  kesulitan vang
membshayskan kelanpsungan usahanya sehingpa bank tersebut merupakan bank
dalam pengrwasan khusus, Adepun keteria bank yang termasuk kedalam katagon
bank yang membabavakan sistern perbankan dapat kita lthat dalam penjelasan
pasal 37 ayat (2) UU Perbankan, yang menyebutkan babwa:

“Keadsan susty baok  Jdikataken mengalami kesulitan vang
membshayakan kelangsunpan usabanya apabila berdasarksn penilavan
Bank Tndonesia, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara Jain,
ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuviditas, dan
rentsbilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakuken berdasarkan
prinsip kehati-hatian dan gsas Perbankan yang sehat.”

Oleh karena ftu, Bank Tndonesia mengeluarkan suatu standar vang
digunskan Bank Indonesia untuk menilsi tingkat kesehatan Bank wyaitu diatur
dalam Peratiran Bank Indonesia Nomor 6/16/PBY2004 tentang Sisiem Penilaian
Tingkat Kesehatan Bank Umum vang menyebutkan babwa penilaian tinghat
kesehatan bank mencakup penilajen terhadap beberspa faktor yaitu (pasal 3
Peratuman Bank Indonesia Nomor &/10/PBI2004),

a permodalan {capital),

T rhid, hal. 133,
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Penilaian terhadap permodalan untuk selanjuinya diatur lebih lanjut
dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004,
meliputt komponen-komponen sebagai berikut:

1) kecukupan, komposisi, dan proyeksi (rend ke depan}
permodalan  serfa  kerampuan  permodalan Bank  dalam
mengeover aset bermasalsh;

2} kemampuan Bank memelihars kebutvhan penambshan modal
yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan Bank uniuk
mendukung  perturobuhan  usaha,  akses  kepada  sumber
permodalan, dan kinerja

b. kualitas aset {aset quality);
Penilaian terhadap kualitas aset sugto bank meliputi (Pasal 4 avat (2)
Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBY2004):

1)} kusliss aktiva produktf Kkonsenirasi eksposur gisiko kredit
perkembangan sktive produkiif bermasalal, dan kecukupan
penyisihan penghapusan aktiva produksf (PPAP);

2y kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaii ulang {review)
internal, sistem dokwmentssi, dan kinerja penanganan akitiva
produktif bermasalah,

¢ manajemen {(managementy,
Penilaian terhadap managemen suate bank meliputi (Pasal 4 avat (3)
Peraturan Bank Indonesia Nomor §/10/PRI2004):

1} kualitas manajernen urmum dan penerapan manajemen risiko;

2} kepatuhan Bank terhadap ketentuan vang berlaku dan komitmen
kepada Bank Indonesia dan atau pikak lainnya,

d. rentabilitag (earning);
Penilaian terhadap rentabilitas soaty bank meliputi (Pasal 4 ayat (4)
Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI2004):

1} pencapaian Return On Asets (RQA), Rerumn (On Eguity (ROE),

Net Imterest Margin (NIM), dan tingkat efisiensi Bank;
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2} perkembanpan iaba  operasional, diversifikasi pendapatan,
penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan
biaya, dan prospek laba operasional.

e. Nkuiditas (tguidity};

Penilaian terhadap Lkuiditas suste bank melipoti {(Pasal 4 ayat (5)
Peraturan Bark Indonesia Nomor 6/10/PBI2004).

1} msio aktiva/pasiva liknid, potensi maturity mismatch, kondisi
loan t Deposit Rotio {LDR), proyeksi cush flow, dam
konsentrasi peadanaan;

2) kecukupan kebrjakan dan pengelolasn likuiditas (dsets 4dnd
Liohilitles  MonagementfALMA), akses kepada sumber
pendanaan, dan stabilitas pendanaan.

f  seositivitas terhedap risiko pasar Sensitivity o Aarket RIsk).

Penilaian texhadap sensitivitas texhadap ristko pasar suafa bank meliputi
{Pasal 4 ayat (6} Peratursn Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004):

1} kemampuan modal Bank dalam mengcover pofensi kerogian
sebagai akibat flukiuasi (edverse moventent) suku bunga dan
nilai tukar,

2) keculpan pengrapan manajernen ristko pasar.

Disamping diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI2604,
Bank Indonesia juga mengelurakan Surat Edaran Bank Indonesia kepada semus
bank urnum yang melaksanakan kegiatan usaba secara konvensional di Indonesia
mengenial Sistem Penifaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dalam Surat Edaran
nomor 6/23/DPNP tapgpal 31 Mei 2004, Dalarn surat tersebut dibahas lebih lanjut
tentang tata cars penilaian tingkat kesehatan bank umum,

Apzbila berdasarkan pengawasan vang dilakukan oleh Bank Indonesia
terhadap kritedia suatu bank, makz Bank Indonesia dapat memasukan snaty bank
meniadi bank dalam pengawasan Bank fndonesia apabils syarat dan kelentuan
gebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank Indonesiz Nomor 6/10/2004 serta
Surat Edaran nomor 6/23/DPNP tidak terpenubi. Maka dar itu, Bank Indonesia
juga mengeluarkan perafuran yang mengatur mengenai findakan lebih lanjut
terhadap bank dalam pengawssan khusus, vaitu distur dalam Peraturan Bank
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Indonesia Nomor G/OPBI2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan Dan
Penetapan Stalus Bank, yang telah dirubah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia
Nomor 7/38/PBI/2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nornor
&/9/PBI2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status Bank
dan terakhir dirubah dengan Peraturan Bank Indonesiz Nomor: 10727/PBY2008
Tentang Perubahan Keduz Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor, 6/9/PBI/2004
Temtang Tindsk Lanjut Pengawssan Dan Penetapan Status Bank (Untuk
selanjuinya disebut Peraturan Bank Indonesia nomor 18/27/PBI/2008)

Dalam Peraturan Bank Indopesia nomer 10/27/PBIZ008, membedakan
pesigawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank vang ada &i Indonesiz ke dalam
2 {dua} katagoni, yaitu:

1. Bank dalam pengawssan Intensif,

Bank dalam pengawasan intensif merupskan hank yang menorut Bank

Indonesia memiliki potensi kesulitan yeng dapat membahayakan

kelangsungan usahanys, dengan memenuhi salah satu kriterig berikut

{pasal 2 ayat (2) Peraturen Bank Indonesia nomor 10/27/PBI/2008)

& memiliki predikat kurang sehat atau tidak sehat dalam penilaian
tingkat kesehatan Bank,

b memiliki permasalahan gkinal dan ataw polensial berdasarkan
penifaian terbadap keseluruhan risiko (composite rigk);

¢ terdapat pelampauan dan atau pelanggaran Batas Maksimum
Pemberion Kredit dan menurut penilaian Bank ¥adonesia langkah-
langkeh penyelesaian vang divgulkan Bank dimikm idak dapat
diterima ateu tidak mungkin dicapai;

d. terdapat pelanggaran Posisi Devisa Neto dan menunit penilaian
Bank Indonesia langkah.lanpkah penyelesaian yang diusulkan
Bank dinilai tidak dapat diterima atan tidak mungkin dicapai;

¢ memiliki rasic Giro Wajib Minimuam dalam rupish sara dengan
atau lebth besar dari rasio yang ditetapkan untuk Gire Wajib
Minimum Bank, pamun Bank dinitai mengalarmi permasalshan
fikuiditas yang mendasar;

f.  dinilai memiliki permasalahan profitabilitas yang mendasar;
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g. wmemiliki kredit barmasalah (now-performing loan) secara neto
lebih dari 3% (lima persen} dari tntal kredit.

Terhadap bank dalsm pengawasan infensif maka, Bank Indonesia

dapat melakukan tindakan-tindakan sebapai berikut {pasal 2 ayat (3)

Peraturan Bank Indonesia nomor 10/27/PBI/2008):

a meminta Bank untuk melaporkan hal-hal lertentn kepada Bank
Indonesia;

b. melakukan peningkntan frekuensi pengkinian dan  penilaian
rencanz kerja (business plan) dengan penyesuaian terhadsp sasaran
yang akan dicapai;

¢ meminta Bank untuk menvusun rencana tindaken {action plan)
sesusi dengan permasalghan yang dihadapt;

4. menempatkan pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia pada
Bank {on-site supervisory presence), apabila diperlukan.

Selain tindakan-findakan tersebut 4 atas, Bank Indonesia juga dapat

melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 avat 3)

Peraturan Bank Indonesia nomor 10/27/PBI2008,

Bank dalam pengawasan Khusus.

Bank dalam pengawasan kbusus adalah suate bank yang wenvrut Bank

Indonesia mengalami kesulitan yang membahayskan kelangsungan

usahanya dan memenubi saty atan lebik kriteria sebagai berikat (pasal

§ pyat {2) Peraturan Bank Indonesia normor 10/27PBI2008):

a rasio Kewsjiban Penyediaan Modal Minimem kurang dari 8%
{delapan persen);

b rasio Giro Walib Minimum dalam rupish kurang dari resio vang
ditetapkan  untuk  Giro Wayjib Minimum Bepk, dengan
perkembangan yvang membiruk dalam  wakta sinpgket atau
berdasarkan penilaian Bank TIndonesia mengalami permasalah
Ykuiditas vang mendasar,

Dalam hal Bank Indonesia memutuskan suatu bank ke dalam

pengawasan khusus maka, Bank Indonesia dapat melskukan tindakan-
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tindakan sebagat berikut (pasal 5 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia

nomor 10/27/PBI/2008)

a memeriptahkan Bank dan atau pemegang sszham Bank untuk
mengajukan rencana perbaikan permodalan {capital restoration
plan) secara teriulis kepada Bank Indonesia selambat-lambainya 15
(lima belas) hari sejak diterimanya surat pemberitghuan dart Bank
Indonesia yang menyatakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum kurang dari 8% {(delapan persen);

b. memerintahkan Bank potuk memenuhi kewajiban melaksanakan
tindakan perbaikan {mordatory supervisory actions) segera setelah
diterimanya surat pemberitzhuan dard Bank Indonesiz vang
menyatakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sama
dengan atan kursng dari 6% (ecam perseny;

¢ dapat memenntabhkan Bank dan atau pemepang saham Bank vntuk
melakukan tndakan antars Iain:

a menggarti dewan komisaris dan atau direkst Bank:

b. menghapusbukukan kvedit atau pembiayaan berdasarkan
Prinsip  Syarish  yang  tergolong  mmeet  dan
memperhitungkan kerugian Bank dengan modal Bank;

¢. melakukan merger atan konsolidasi dengan bank lain;

d menjoal Bank kepada pembeli vang bersedia mangambil
alih seluruh kewajthan Bank;

¢, menyerahkan pengelolaan gelurnh atau sebagian kegiatan
Bank kepada pthak lain;

£ menjual sebagian atan sefurch barts dan atau kewsjiban
Bank kepada bank atau pihak lain; dan atau

£ membekukan kegiaten nesha tertentu Bank

Akan tetapi, bagi Bank yang memiliki rasio Kewzjiban Penyediaan

Modal Minimum lebih dari 6% (enam persen) dan Jurang dari 8%

{delapan persen}, selait memenuhi ketentusn: sebagaimana dimmaksad

dalam huruf (2) i atas, Bapk wajib (pasal 5 ayat (4) Peraturan Bank

Indonesia nomor J0/27/PBI/2008):
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a elaksanakan tindakan perbaikan sebagai berikut (pasel 7 ayat (1)
Peraturan Bank Indonesia nomor 10/27/PB12008)

1)
2)

3)

4)

3)

6)

7

8)

Bank dilarang melakukan pembayaran distribusi modal;

Bank dilarang melakukan transaksi dengan pihak terkait dan

atau pihak-pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia, kecuali

telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;

Bank dikensken pembatasen pertumbuhan asef, pembatasan

melakukan penyertaan, dan atau pembatasan pemberian kredit

bary, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;

Bank dikenakan pembaiasan wntuk melaksanakan rencana

ekspansi usszha atau kepiatan baru vang sebelumnya tidak

dilakukan Bank, kecugli telah mewmperoleh persetuiuan Bank

Indonesia;

Bank dikenzkan pembatatan untuk membayar gaji, kompensasi,

atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada Pengurus

Bank, atau kompensasi kepada pihak terkait yang terjadi 1 (satu}

tahun  sebelum kondisi Bank memiliki rasio  Kewajiban

Penvediann Modal Minhinum dibawsh 8% (delapan persen),

kecusli telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;

Bank dilrang melakukan pembayaran ferhadap pinjaman

subordinast,

Bank wafib melaporkan setiap perubaban kepemilikan saham

datam jumiah kurang dari 10% {sepuluh persen);

Bank dilarang melakokan perubahan kepemilikan daric

a} pemegang scham yang memiliki saharm sebesar sama
dengan atan lebih dari 1% (sepuluh persen); dan atau
b) Pemegang Saham Penpendali, termasuk pthak-pihak yanp

melakokan Pengendalian terhadap Bank dalam stroktur
kelompok vsaha Bank,

b, menyampatkan laporan skedul hikuiditas wntuk jangha wakm 3
{tipa} bulan mendatang, yang terincl secara harian atsu berdasarkan

frekuensi dan pertode pelaporan yang ditetapkan Bank Indonesia;
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¢, menyampatkan laporan bulanan mengenal realisasi pelaksansan
tindakan yang telzh dilakukan oleh bank.
Terhudap Bapk yang memilik rasio Kewsjiban Penyediaan Modal
Mininum lebih dart 6% (enam persen) dan kurang dart 8% (delapan
persen), Bank Indonesia dapat menempatkan pengawas dan atau
pemeriksa (on-site supervisory presence) Bank Indonesia {pasal § ayat
{5} Persturan Bank Indomesia nomor 1027/PBI2008) dapat
melakukan pemantauan kondisi bank dengan menempatkan pengawas
dan atan pemeriksa Bank Indonesia peda bank (on-sife supervisory
presence).
Tindakan sebagaimana dimaksud di atas, wajib dilakukan oleh bank
dalam  penpawasan  khusus untuk mencapai rasio kewajiban
penvediaan modal minimum dan atau giro wajib minimum dalam
jangka waktu tertentu sebagaimana ternyata dalam pasal 8 Peraturan
Bank Indonesia nomor 10/27/PBY2008. Jangka wakiy yang diberikan
kepada bank yany telah terdafiar dalam pasar modal adalab selama 6
{enam} bulan, sedangkan jangka wakta vang diberikan kepada bank
yang tidak terdaftar dalarn pasar modal atau merupakan kantor cabang
bank asing adafgh 3 (tiga) bulan Jangka wakin fersebut dapat
diperpanfang 1 (satu) kali sebanyak 3 (tga) bulan
Datam pasal 37 ayat {1) UU Perbankan, dapat kita jumpsai pengaturan
tertang tindakan apa sajs vang dapat dilakokan ofeh Bank Indonesia terhadap
bank yanp mengalami kesulitan vang membshayakan kelangsungan usghanva
Dalam pasal tersebut dissbutkan tindskan-tindaken vang dapat dilzkukan oleh
Bank Indonesia adalah:
1. Tindakan ager peregang ssham menambah modal;
2. Tindakan ager pemegang sgham mengeanti dewmn komisaris dan/stau
direkst bank;
3. Tindakan agar bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan
berdasarkan prnsip syanah vang macet, dan memperhitungkan
kerugtan bank dengan modalya;
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4. Tindakan agar bank meinkukan Merger siau Konsolidasi dengan bank

taim;

5. Tindakan agar bank dijual kepada pembeli yang bersedia

mengambilalih selurah kewajiban bank;

6. Tindakan agar bank menyerahkan pengelolaan selurubh atau sebagian

kegiatan bank kepada pihak lain, dalam hal inf pihak lain ity adaizh
LPS.

Dan spabila findakan sebagaimana fersebut di atas belum cukup untuk
mengatasi kesulitan bank dav keadasn bank tersebut menurut penilaian dari Bank
Indonesia dapst membahayakan sistem perbankan maka, pimpinan Bank
Indonssia akan mencabug Hin usaha bank dan memerintabkan direksi uniuk segera
menyelenggarakan Rapat Unnpn Pemsgang Saham guna membubarkan badan
hukum hask dan memberguk tien likuidast (pasal 37 ayat 2} UU Perbanksn).
Disamping meiahd Rapat Umom Pemegang Szham, Pimpinan bank Indonesia
juga depat pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi serta
perintah pelaksanasn Hkuidast melalui permohonan ke ketua penpadilan setempat.

Dengan kata lain, sebstum dilakukan Hkuidast bank tersebut sudsh berada
dalam pengawasan Bank Indonecia dan wajib melakokan upaya-upaya yang
diperlukan wntuk menyehatkan bank tersebut. Apabila upaya-upava yang telah
dilzkukan fidak jups berhasil, maka bank tersebut akan dikatagorikan sebagal
bank gagal Selanjuinya penanganan bank gagal tersebui akan dilimpahkan
kepada LPS untuk ditindaklanjuti. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh
LPS sebagaimana dijelaskan pada sub bab 23, mengenai LPS adalah tindakan
wmtuk tidak menyslamatkan hank tersebut yang sksn ditkun dengen proses
likuidasi.

Dalam Ul Perbankan tidek dapat kita jumpai mengenai ketentuan
raengenai likuidasi. Ketentuan likuidas diatur dalam UU LPS serta distur lebih
lanjut dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan nomor 02/PLPS/2008.
Sebagaimana telah dijelaskan di stas, keputusan LPS untuk menyelamatkan atan
tidak menyelamatkan suaty bank diambil berdasarkan besarnys biaya yang akan
dikeluarkan. Keputusan LPS tersebut ekan diberitshukan kepada Bank Indonesia,
dan apabiia LPS memirtuskan untuk tidak menvelamatkan, maka Bank Indonesia
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dalam iangka waktu 1 (satu} hari setelah pemberitahuan dar LPS akan
mengeluarkan surgt pencabutan iiin usaha bank tersebut (pasal 31 ayat (1) UU
LPS). Sebagaimana telah dijelaskan di atas tindakan pencabutan iiin usaha
tersebut akan ditkuti dengan tindskan likaidasi.

Pengerhan dari likuidasi bank itu sendin pasel 1 ayat (1) PLPS nomor 2
tghun 2008 disebutkan bahwa vang dimaksud dengan “likuidasi bank adalah
findakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akit:at pencabutan
izin ussha dan pembubaran badan hukum bank.™ Berbeda dengan likuidasi dalam
UL Kepailitan dan PKPU yang memungkinken badan hukumnya tetap melakukan
usshanya lebih lanjut, dalam likuidasi bank tersebut bank akan menjadi
kehilangan eksistensinya dan fidak akan dapat beroperssi lag wmtuk selama-
lamanys karena ijin usahanya telah dicabut oleh Bank Inlonesia

Pengaturan tenteng pembuobaran badan hukum bapi bank yang telsh
dicabut ijin usahsnys juga distur dalam YU LPS. Menurut DU LPS sejak Bank
Indonesia mencabut ifin usaha dari bank tersebut maka LPS akan

a.  Melakukan segala tindakan vyang diperdukan dalam  rangka

pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulal {pasal 43
huruf (¢) UU LPS). Tindakan-tindakan yang dapat dilakeken anfars
lain dizmr dalam pasal 2 PLPS nomor 2 tahun 2008, yaitu:
1) Menguasat dan mengelola aset bank;
2} Mengelola kewajiban bank:
3) Melakukan koordinasi dengan Bank Indonesis, LPP, kepolisian,
dan instangi terkait lainnya,

b Mengambilalih segala hak den wewenang vang dimiliki oleh

pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum
Pemegang Saham, tetept perelihan ini fidak termasuvk kedalam
perglihan tanggupg jawab ysog seharusnye diberkan oleh para
pemegang saham perseroan terbatas (pasal 6 ayat (2) (8) UU LPS).
Dengan beralibnya wewengng ini maka LPS berhak ontuk
melakukan tindakan sebagai berikut (pass! 43 hurof (d) DU LPS):

1. Memutuskan pembubaran badan hukom bank, denpan cara:
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a  mendafiarkan dalam daflar perusshaan dan di Panitera
Pengadilan Negeri yang meliputi tempat kedudukan
bank yang bersangkuiar;

b. Mengumumkan dalam Benta Negara Republik
Indonesia dan 2 (dus} surat kabar harian yang
mempunyai peredarsn luas; dan

¢. Memberitahukan kepada instansi yang bervenang,

2. Mengawasi pemberesan-pemberesan aset oleh tim hkuidasi.

1} Membentuk tim likoidast yang terdiri dari sebanysk-
banvaknya 9 orang. Anggota fim liknidasi dapat juga terdiri
dari ynsur pemegang saham dardatau pengurus bank sefama
pemegang saham dar/atau pengurus bank man bekenjasama;
{pasat 44 U1J LES). Sejuk dibentuknya tim likvidasi maka
tangoune  jawab pengurusam  bank  dalamn  likvidasi
selurutmya menjadi tanggung jawsh tim likoidasi, seria
seluruh aset bank akan menjadi dalam penguesaan tim
Jikuidast,

2) Menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi
herdasarkan pengaturan dalam pasal 45 UUJ LPS,

¢ Menpuesal dan mengugsal dan mengelola aset dan kewajihan Bank
Gagal yang diselamatkan (pasal 6 ayat {2) (b) UU LPS);

4. Meniual dau/atau mengalihkan aset hank tanpa persetujuan debitur
dan/gtan kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur (pasal 6 ayat {2)
() UU LPSY,

e Memberikan talangan untuk pembayaran gajl pegawal yang terutang
dap telanpen pesangon pegawai sebesar jumish minimem pesangon
sebagaimana distur dalam peraturan perundsng-indangan (pasal 43
hanaf (b UU LPSY;

Seperti yang telah dikemukakan &i atas babwa sejak dibentuknya tim
tikuidasi maks seluruk kewenangan pengunss beralih kepada tim likuidssi, tetapi
tim likuidast wajib memberikan laporan pertangpunpiawaban kepada LPS. Tim
fkuidasi berlalon efektif sejak tangpal dibentuknya tim Ykuidasi dan bekerjs

Univasrsitas Indonesia

Analisis Tindakan..., Alicia, FH Ul, 2009



638

selama 2 (dua) tahun, Apabils menurut penilaian dard LPS proses likuidasi yang
dilakukan oleh tim tikuidasi belum selesai maka, LPS dapat memperpanjang mass
jubatan tim likuidasi ind sebanyak 2 (dua) kali berturut-turat selama masing-
masing 1 {satu) tahuon,

Ada 2 tindakan yang dilakukan oleh tim likuidasi dalam hal pemberesan
yaitu mengumputkay sefuruh harta atau aset yang dimnilika oleh bank dengan cara
{pasal 3 UDULPS):

a. pencairan asef dan/atay penapthan piatang kepada parg debitur
difkati dengan pembayaran kewsjiban bank kepada para kreditur
dari hasil penicairan dan/atay penagihan fersebut; atan

b. penpalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan
persetidoan LPS.

Dalam rangka membereskan aset bank dalam likuidas maka tim likuidasi
skan mesunjuk kantor akuntan publik untuk melakvkan audit terhadap bank
dalam likuidasi, melakukan inventarisasi aset dan kewajiban, menyusan neraca
sementara likvidasi, melaksanakan peocairan aset itemmpasuk anisk piutang,
melaksanakars penagthan pintang, melaksanakan pembayaran kewajiban kepada
kreditur, dan menitipkan bagian yang belum diambil oleh kveditur kepada bank
yang disstujui oleh LPS. Pembayaran kewajiban kepada debitur dapat dilakukan
oleh tim likvidasi apsbily neraca semenipra lkuidasi telah mendapatkan
persetujuan dari pihak LPS Pembayaran kewaiiban debitur juga distur secara
khusng dalam pasal 54 ayat (1) UL LPS serta pasal 24 ayat (3) PLPS nomor 2
tabun 2008, yaitu sebagal berikut;

a, penpggantian atas talangan pembayaran gaji pegawal yang teratany;

b. penggantian atag pembayaran talangan pesanpon pegawai;

¢ bimya perksrs di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya
operasional kantor;

d. biaya penyelamatan vang dikelvarkan oleh LPS dan/atau pemnbayaran atas
klaim Penjaminan vang harus dibayarkan cleh LPS:

e paisk yang terutang;
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f. bagian Simpanan dan nasabgh penyimpan vang fidak  dibayarkan
penjaminannya dan Simpanan dan nasabah penyimpan yang tidak dijamin;
dan

8 bak dan kreditur Izinnya.

Selain sebagaimana tersebut dj afas, Hkuidasi bank jupa dapat terfadi atas
permintaan dari pemegang saham sendiri. Hal ini dapat terjadi karena pemegang
sahatm wmengajukan permohonan untuk mencabut ffin usaha bankmya (atas
kehendaknys sendirt). Dalam hal demikian, maka likuidast akan dilakukan oleh
pemepang saham sendin tanpa melibatkan LPS.

Dengan dt hikoidasinys sustu bank batk ates permohonan pemegany saham
senditi ataupun kerena iiin usshanya dicabut, tentumya bal ini mempunyai
konsekuensi hukum bagi pemegang ssham maupun pengurus bank tersebui.
Dalam Bab XII¥ passl 92 hingpa pasal 95 UU LPS fentang sankei administratif
dan pidang dibshas mengena: tindakan-tindzkan yang dapat dikenakan sanksi
administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administratif dibesikan apabifa bank tidak
membayar premi pergaminan dan tidak menyampaikan laporan secars berkala
dalam format yang ditentukan, sedangkan sanksi pidang diberikan terkait dengan
keterbukasn miormasi dari pihak bank termasuk pengurus, pemepang saham dan
karyawan, fidsk wielaksanakan sanksi administratif, serta memberikan data,
isporan, dam/atau informasi palsu, idak benar danfstay menyesatkan.

Walaupun digtur sanksi sebagainana tersebut di atas, tetapi UU LPS tidak
mengatur fentang sejavh msna seharusnya penpurus dan pemepang ssham
memberikan tanggung jawab atas likuidasi bank gagal tersebut. Oleh karena ftu,
kita dapat melihat tangpung jawab yang pengurus den pemegang saham dalam
peraturan yang lebih umum, yaitu UU PT 2007 ferkait dengan lkuidasi
sebagaimana telah dijelaskan pada sud bab 2.1.3 tenteng Parseroan terbatas
sebagai bentuk hukum bank

2. & KASUS POSISI PI.BPR TS {datam likuidasi)
FT. BPR TS merupskan perseroan terbatas berkedudukan di Bandar

lampung yang didirikan memurut hukom Indoensia vang bergersk dalam kegiaten
usaha bank dan mengkhususkan diri dalam jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat
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(BPR}. Pada awalnya PT. BPR TS didirtkan dengan nama PT. BPR BSk
berdasarkan akta notaris nomor 8 fanggal 22 Juni 1990 yang kemudizn nama
tersebut dirubsh dengan akis pembetulan nomor S tanggal 3 Agustus 1990
menjadi PT. BPR BSms. Kemudian untuk selanjunya dissbut PT. BPR T8
berdasarkan Surat Keputasan yang telah dikelwarkan oleh Mentel Hukum dan
HAM fertanggal 6 Maret 1996 nomor CZ.&657.HT.01.00 mhun 1990 seria
Keputusan Mentri Kevangan (KMK) Republik Indonesia tertanggal 22 Agustus
1996 nomor 313/KM.17/1996, Sebagai salah satu anak perusshaan dart T Group,
PT. BPR TS didirikan guns menunjang ussha dai T Group yvang bergerak delam
bidang jual beli kopi.

Susunan terakhir pemegang saham, direksi dan dewan komigaris PT. BPR
TS adalzh sebapai benkut

1. Para Pemepang Saham:

a2 SW (A) sebagai pemegang saham pengendali dengan memiliki
sabam sebanyak 9.219.420 (sembilan juta dua ratus sembilan
belas ribu empat ratuy dua puluh) sabam atau sebanyak 36 88%
dari sehurvh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT.
BPRTS,

b. PW sehagai pemilik dari 9.219.420 {sembilan juta dua ratus
sembilan belas ribu empat ratus dua puluh) saham atau
sebanyak 36,88% dari seluruh saham yang ditempatkan den
disetor dalam PT, BPR TS,

c. HW sebhagai pemilik dani 5.936.190 (fima jula sembilan ratus
figa puluh enam ribu  seratus sembilan puluh) saham atav
sebanyak 23,74% dari seluruh ssham vang ditempatkan dan
disator dalam PT. BPR T%.

d. BE sebagai pemilik dari 624 990 {enam ratus dus pulub emipat
ribu sembilan ratus sembilan pulub) saham atan sebanyak 2.5%
dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT,
BERTS.
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2. Direksi:
a, PW - Direktur Utama
b, RS : Direkter

3. Dewan Komisarie:
a. Sw : Komisaris Utame
» HW - Komisaris

Dilihat dari sisi modal yang dimilikinga, PT. BPR T8 menipekan bank
perkreditan rakyat dengan modal yang besar. Disanping ita, pama PT. BPR TS
juga dikenal oleh masyarakat sekitar berkat pemegang ssham pengeridalinya vaitu
SW yang lebih dikena! dengan nama A, SW metupakan saiah satp pengusaba
yang sukses di Lampumg dan mempumyai banyak perusshaan yang tergsbung
dalam sat: group yaim T CGroup, yang bergerak dalam bidang kopi

“Ormg Lampung mana yang tidak perpah mendengar nama F7
Dalam beberspa tahun belakangan ind, namanya begitu harom, seiring
dengan perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) T: membangmm
gedung bary dan megsh dimana-mana, melancarkan programi-program
bary yang alih-alih demi memberikan kepuasan lebih terhadap konsumen,
lebily dari Bank Inin. Sampai-sampar predikat "Bank Perkrediian Rakyat
Terbaik Ketipa di Seluruh Indonesia’ pun dinobatkan kepadanys ™"

Melihat kemajuan PT. BPR TS tentunya masyarakal Lampung pereaya
batliwa PT. BPR TS merupakan bank yvang aman untuk melakukan investasi, Oleh
karena jiv, banyak dart masyarakst sekitar menanamkan dananyz kepada PT. BPR
TS. Disamping itu, PT. BPR TS jupa memberikan bunga vang lebih besar
dibandingkan bank lainnya yaite sgbesar 18 % {delapan belas persen) untuk
deposito tertenhe. Disamping para pengesaha, banvak masyarakat selatar yang
juzs mempercayakan dananya untuk disimpan pads PT. BPR TS, antara lain
siswa S sampei Mahasiswa vang ada di Lampung, serta pemerintah Kabupaten
Lampung Timur atas dana APBD sehesar Rp. 107.000.0600,.000,~ {seratus finh
milyar rupiah) dan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah siss denma APBD

i Wik Suryomums, httprifwww.opensubscriber. com/messageiokonoms«
wyarighi@yuhoogronps comd1 101 5062.him}
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sebesar Rp. 24.000.000.000,- {dva puluh empat Milyar rupiah) dengan jumliah
yang sangat beragam.

Pada awalnya tidak ada satupun yang percaya bahwa PT. BPR TS akan
mengatami kesulitan. Berdasarkan hasil audit bulan September 2008, PT. BPRTS
dinyatakan sebagai bank sehat oleh Bank Indonesia. Pada tanggal 6 Oktober 2008,
PT. BPR TS mengalami gagal hayar kepadz suplier. Oleh karema itw, para
pemegang saham PT. BPR TS berinisiatif umtuk mengadakan Rapat Umam
Pemegang Saham Luar Biasa untuk mengatasi reasalah tersebut. Akan tetapi, oleh
karena rapat terssbut tidak dihadin oleh 8W yanp merupakan pemegang sabam
pengendali maka, Rapat Umurn Pemegang Ssham Luar Biasa tidek deapar
dilaksanakan karena tidak mencapai kuorum sebagaimana yang diwgjibksn oleh
UU PT 2007, schinpga Rapa? Umum Pemegang Saham Lusr Biags tidak dapat
dilaksanakan

Mengetahui babws PT. BPR T8 tidak dapat membayar kepada suplier,
masyarakat pun mmla panik sehingga terjadi penarikan dang secara besar-besaran
yang menyebabkan PT. BPR T8 mulal mengalami kesulitan likuidites. Kesulitan
likuiditas pada PT. BPR TS dimuplai sejak tanggal 1 November 2008, Untuk
mengantigipast keadaan yang demikian maks, Baok Indonesia melakukan audit
mtuk mengetaho neraca keuangan PT. BPR 78 yang terkghir. Audit tersebut
dimulai pada tanpal 20 November 2008 dan akan dijsdiken acuan datem Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa kedua. Direksi PT, BPR TS dengan Kantor
Bank Indonesia berinisiatif untnk mengadakan Rapat Umum Pemegsng Ssham
dengan agenda meminta SW kembali ke Lampunp, mengheatikan pemberian
kredit serta menpupayakan dana segar. Pada tanggal 24 November 2008, PT. BPR
TS termasuk kedalam dafar bank dalam pengawasen oleh Bank Indonesia.

Dengan dugaan dart Bank Indonesia babwa SW telah melarikan dema
sebanyak Rp. 4.000.000.000.000,~ {empat triliun rupish) maka Bank Indonesia
melaporkan hal tersebut kepads Mabes Polri R1. Berdasarkan laporan tersebut
Polda Lampung mengadakan pemeriksaan kepada dirgkst PY. BPR TS serfa
karyawan kepercayaan SW vang dilakukan di ruang Dereskrim dan T Center. W
resmi menfadr buronan Polda Lampung sesual dengan Surat DPO No. POL
DPOAG/XT2Z008/DITERSKRIM tangzal 29 November 2008,
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Ada bsberapy hal yang rmenyebabkan PT. BPR TS masuk kedalam daftar
pengawasan oleh Bank Indonesia, antara lain banyak ditemukan kredit macet
dalam PT. BPR TS. Selain itu per Oktober 2008 jumlah kredit di PT. BPR TS dari
3,77% meningkat menjadi 87,7%, jumlah CAR (yang dimiliki oleh PT. BPR TS
dari  kurang dari 4 % menjadi -7,63% (minus tujuh koma enam puluh tiga
persen). © Setelah melakukan pemeriksasn secara mendalam, pada saat
pengawasan tegady, tanggal 11 Desember 2008, Bank Indonesia menduga telah
terjadi findak pidana perbankan pada PT. BPR TS yaitu banyaknya fraud pada PT.
BPR TS, Fraud yang tefjadi di PT. BPR TS dilakukan oleh Pemepang Sgham
pengendall denpan cars memberikan keedit kepada 177 pasebahnya dengen tidak
memberikan jaminan yang layak sebapsimana distur dalam UU Perbankan atan
fidak memberkan jaminan sama sekal. Kredit seperti ini untuk orang awam
sering disebut sebagai kredit fikGf Sebagian besar kredit fiktif ini diberikan
kepada perusahaan dalam T Group dan pemeganp saham pengendali sendisi
Sehingpa pada tanggal 13 Desember 2008 terjadi penchanan pada Kepala Bagian
Perkreditan PT. BPR TS,

Di samping banyaknya kredit macet, penarikan dana nassbah datam
jumial besar alias rush juga mempengaruhi tinpkat keschatan PT. BPR TR
Nasabah melakukan risk begitu mendengar Grup T yang merupakan pemilik PT.
BPR TS tak sanggup melunasi kewajiban transaksi komodilas pertanian, ™
Behingga posisi PT. BPR TS menjadi semakin goyah karena PT. BPR T8 ndak
sanggup untuk melonasi semua kewajibannya terhadap nasababnya

Pada saal penpawasan dilakukan, Bank Indonesia jupn memberikan
kesempatan kepada PT. BPR TS untuk melakukan sepala tindakan yang
dipertukan untuk memperbaiki kondisi PT. BPR T8, Kesempsian itu diberikan
kepads PT. BPR TS selama 6 (enam) bulan.” Setelah janpka wakiu tersebut
terlewati ternyata PT. BPR TS tidak memumjukan perbaikan maka, Bank Indonesiz
memberikan selurgh data-data yang dimilikinya kepads LPS untuk ditelash lebih
lanjut tindakan apa yang akan diambit.

7 Wawancars dengan Thu Sri Mufjo Rehartani, tanggal 15 Mei 2009,
” yyah Megasars , Rompas, Rabi, 25 Raret 2009,

* Wawancar dengim Thu Sri Mulio Rahartar, tangeat 19 Met 2009,
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Setelah melakukan penghitungan atas biaya vang akan dikeluarkan oleh
LP8 untuk melakukar segala tindakan vang dimungkinkan terhadap PT. BPR TS,
yaitu tindakan penyelamatan dan tindakan tidak diselamatkan temyata biaya yang
dikeluarkan untuk melakukan penyelamatan tebih finggr dari pada sidak dilakukan
penyelamatan, sehinga LPS memutuskan untuk fidak melakukan penyelamatan,
Oleh karena itn, sesuai dengan Press Release vang dikelvarkan oleh Kepals
Eksekotif LPS Nomor: Press-001/LPSALIVZG0P tanggal 24 Maret 2009, diketahut
bohwa Bank Indonesin tefgh mencabut ijin usaha PT. BPR TS dafarm Surat
Keputusan Gubernur Bank Indonesiz Nomer 11/15/KEP.GBL2009 tanggal 24
Maret 2009, Setelah dikeluarkannys Surat Keputusan tersebut, lerhiftung sejak
pada 24 Marst 2002 PT. BPR T8 menghentikan semua kegiatan dan dilakukan
penyegelan, Dengan denikian, LPS akan menialankan fongsi penjfamingn dan
melakukan proses likuidasi sesuai dengan UU LPS dan peraturen pelaksansnnya.
Dengun dicabutnya ijin usahs dar] PT. BPR T8, sebhagaimans telsh dijelaskan di
atas maka LPS akan melakuksan sernua tindakan vang diamanatkan kepadanya
yaitu pengembalian dana nasabah serta melakukan proses Hkoidasi.

Tindakan pertama LPS adalah melakukan rekonsitiasi dan verifikasi atas
simpanan dana nasabah selambat-lambatnya dalern 90 hari keria setelah PT. BPR
TS dicabut ijin usahanya. Rekonsilisasi dan verifikasi vang ditakokan oleh LPS
terhadsp nasabah PT. BPR TS dilakukan secara bertahap Hingps Mei 2009
rekonsiliast dan verifikasi Terhadap dans nasgbah PT. BPR TS baru mencapa
tahap kedua Pembryaran vang dilskukan terhadap masabsh dilskuksn 5 han
setelah adanya pengumuman tentang nasabsh layak bavar, Pembayaran dana
nasabalt pertama kali dilakukan oleh 1.P8 pada tangal 15 April 2009 kepada 1.083
rekening dengan total pengembalian sebesar Rp. 7.540.000.000,- (tyjuh milyar
Hime ratus empat puluh juta rupish), Peapambalian il dilakukan atas tabungan
siswa SDr dan SMP serts pwelfi-account empat instansi. Pembayaran tethadap dana
nasabah {ayak bayar hasil sekonsiliasi dan verifikasi tahap 2 (dua) aken dilakukan
pada hari selasa tangpal 2 Junt 2009,

Disemping mengembalikan dena nasabah LPS juga membentuk tim
likuidasi vang bertugas melaksanakan likuidasi. Tim likuidagi itu dibentuk oleh
LPS pada tanggal 14 April 2009 dengan ketua tim likuidasi adalah Heru Rivarto
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dan anggota tim likuidasi adalah Ardiants Tedia Anggota tim lkuidasi lainnya
juga dari latar belakang yang berbeda-beda, yaifu terdini dari mantan pegawai
Komisi Pemberantas Korupsi {KPK), manian pegawai Badan Pengawss
Kenangan dan Pembangunan (BPKP), mantan pegawsai Perusahaan Penpelola
Aset (PPA) serta mantan karvawan PT. BPR TS (dalam likuidasi). Tim likuidast
ini akan bekerja untuk jangka wakiu 2 (dus) tahun ® Sebelum diliknidasi ercatat
aset yang dimiliki oleh PT. BPR TS (dalam likvidasi)adalsh sebesar Rp.
310.380.647.240,- dengan piutang sehesar Ry, 799.519.892.112,-. Digamping ity
PI. BPR TS juga {dalan Dkuidasi) mempunyai hutang sebesar Rp.
730.669.186.477 -1

Selain kewajiban kepada nasabah PT. BPR TS (dalam likuidaesi} ddlam
melakukan usahanya juga mempunyai hutang atau pinjaman kepada bank-bank
lain, mntara fzin hutanp kepada PY. Bank M (Pesero) Tbk Sebagai pamepang
jaminan hak tanggungsn, maka PT. Bank M (Pesero} Thk. berinisiatif wmtuk
melakukan pelelangan atas hak tanggungan yang dijaminkan oleh PT. BPR TS
melalui pengsmuman dalam Harian Kompas tertanggal 3 Juni 2009 berdasarkan
Sertipikat Hak Tangsungan yang zkan diadakan pada tanggat 18 Juni 2009 di
Kantor KPFKNL. Bandar Lampung Pelelangan ity dilakukan atas aset vang
dimiliki oleh PT, BPR TS (dalam likuidasi) serta aset yang dimiliki oleh PT. T
Group. Aset PT. BPR TS yang akan dilelang metiputi 24 bidang tanah vang
sebagian besar atas nama SW yang selurvhnya mempunyai harga timit sebesar Rp.
35.007.630.000,~ (tiga putuh Ema milyar tujuh futa enam raivs tiga puluh ribu),
Sedangkan aset PT. T Group terdini dari sebidang fansh dengan 2 sertipikat hak
milik atas nama SW yang akan dilelang dengan harga limit Rp. 50.402.000.000,-
(fma puluh milyar empat rates dua juta rupigh).

2.6. ANALISA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH LPS TERHADAP
SIMPANAN NASABAH PT. BPR TS (dalam Likuidasi)
Sebagaimang telah dijetaskan di atas bahwa sejak bulan November 2008
PT. BPR TS mengalami kesulitan likviditas. Hal ini tentunya tidak Juput dari

¥ Wawapears dengen Tou 8¢ Muljo Rabartani, tangeal 25 Juni 2009,
# Wawancata dengar The 8 Muljo Raharteni, tanggal 15 Mei 2009,
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perhatian Bank Indonesia sebagai pengawas atas bank-bank di Indonesia
Goncangan vang didlami oleh PT. BPR TS menyebabkan bank tersebut berada
dalam pengawasan Bank Indonesia sshingga menyandang status sebagat bank
dalam pengawasan. Saiah satu faktor yang menyebabkan PT. BPR TS sebagai
bank dalam pengawasan adalah PT. BPR TS mementhi kritevia sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Bank Indonesia nomor
1027/PBI200R yaitu memilila rasic kewajiban penyediaan modal minimum
kurang dar 8% {(delapan persen). Hal ini membuktikan bahwa upays vang
dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas jalannya sistern perbankan di
Indonesia masih sangat kurang,

Dengan disandangnya stetus bank dalam pengawasan, Bank Indonesia
memberikan kesempatan kepada PT. BPR TS untuk memperbaiki keadaarnnya
Jangka waktu yeng diberikan kepada PT. BPR TS adalah selama 3 (tiga) bulan
karens PT. BPR TS bukan merupakan bank yang terdaflar dalam pasar modal,
Adapum upaya yang dilakuken oleh PT. BPR T8 umtuk memperbaiki keadaannys
adaiah mengadakan Rapat Umum Pemegang Szham denpgan agends untk
mengheniikan pemberian kredit untuk sementara wakiu serta mengopayakan dana
sagar bagi PT. BPR TS. Upays yang dilakukan oleh pemegang saham dalam PT.
BPR TS merupakan upays sebagaimans diatur dalers pasal 37 ayat (1) UU
Perbankan. Akan tetepi, upsya-upays tersebut tidak memperbaiki kondisi bank
tersebut. Seiring dengan berjalanmya wakiu kondisi FT. BPR TS semakin burak
dengan terjadinya penarikan dana oleh nasabah secara bessr-besaran (rusk)
sehingga rasic kecukupan wodal PT. BPR TS fwrum dengan drastis menjadi -
7.63% (minus tujuh koma enam puluk tiga persen).

Melihat keadaan PT. BPR TS yang demikian maka, Bank Indonesia
memasukan PT. BPR TS ke dalam daflar bank gapsl dan mwemberikan seluruh
data-data PT. BPR TS untuk dianalisis oleh LPS schingpa LPS dapat menentukan
langkah yang diambil 1erhadap PT. BPR T8, Karena merupakan bank vang tidak
berdampak sistemik, ada 2 (dua) tindakan yang dapat dilakukan oleh LPS, yaitu
menyelamatkan bank tersebut ataupun tidak menyslamatkan. Dengan perhitungan
yang teliti dan sangat cermat atas biaya yang akan timbul dalam setiap tindakan
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vang akan dilakekannya terhadap PT. BPR TS, LES memutuskan untuk tidak
meiakukan penyelamatan terhadap PT, BPR TS,

Sebagat konsekuensi ates tindakan yeng dilakukan oleh LPS terbadap PT.
BPR TS, LPS diwsiibkan untuk mengembalikan simpanan danz nasabah pada PT.
BPR TS serta melikuidasi PT. BPR TS, Tindakan perfama yang dilakuka oleh
LPS adalzh meminta Bank Indonesia untok melakukan pencsbutan jjin usaha PT.
BPR TS sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan (SK) Gubernur Bank
Indonesia Nomor 11/15/KEP. OBI/2009 tangeal 24 Maret 2009. Selanjutnya LPS
mengadakan rekonsiliasi dan verifikasi atas simpanan dana nssabah yang skan
diikuti dengan lkuidasi bank tersebut.

Sebagaimang dilelaskan dalam pasal 16 ayat (3) UU LPS rekonsiiiast dan
verivikasi atas dana nasabsh dilakukan sclambat-lambatnya 50 {3embilan puiuh)
hari terhitung seiak ifin usaha bank dicabut atau dengan kata Jain 90 (sembilan
pulub hari) sejak tanggal 24 Maret 2009, Dengan mempertimbangkan wakiu yang
diberikan oleh undeng-undang maka, LPS metakukan rekonsiliasi dan verifikast
secars bertahap, Hingga Mei 2009 pepgembalian dana yang dilakukan oleh LPS
sudah dilakukan dengan tahap kedus Dengan dilskukannya rekonsiliast dan
verifikast maka LPS dapat menentukan nasabah layzk bayar. Berdasarkan UU
LPS, ada 3 {tigay kriteria yang diberikan gagar suahs simpanan dinyatakan tidak
tayak bayar {pasal 19 ayat (1) UU LPS}, yaitu:

a. Data Simpanan nasabsh dimaksud tidak tercatat pada bank;

b. Nasabsh Penyimpan merupakan pihak yang divotungkan secara tidak

wajar; dan/atau

¢. Nasabah Penyimpan merupskan pihak yang menyebabkan keadasn

bark menjadi tidak sehat

Dari kriteria di atas, tentunys kita dapat melikat behwa imiuk melakukan
penggantian kepada nasabsh LPS mempunyai kriteria yang wajib dipenuhi oleh
bank. Kriteria itu adalah bank haruslah merupakan peserta LPS. Tanda
kepesertaan dapat kita tihat dari pembayaran premi yang dilakukan oleh bank
setiap 6 {enam) bulan dan di perhitungkan atas dana nasabsh yang tercatat 4i bank.
Disamping itu, LPS juga mengeluarkan ketentuan mengenai bungs tertingei yang
diberikan oleh bank kepada nasabah. Hal ini dilakukan oleh LPS karena telah

Universitas indonesia

Analisis Tindakan..., Alicia, FH Ul, 2009



78

mempelajari  krisis perbankan tahun 1998, Disamping itu kelentuan im
dimaksudkan agar para bankir dapat melakukan persaingan ussha yang sehat dan
melindungi nasabah dari manipulasi apar nasabah menyimpan dana kepada bark
fertevty

Untuk melekukan pengembalian dana nasabsh PT. BPR T8, LPS
melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terlebih  dahulu. Rekonsiliasi yang
dilakukan oleh LPS berkaitan dengan syarat-syarst sebageimana diuraikan dalam
pasal 19 UU UPS serta pasal 11 gyat (1) UU LPS. Terhadap simpanan nasabsh
yang dinyatakan layak bayar dengan jumish simpanan melebii Rp.
2.000.008.000,~ (due milyar rapiah) akan dibavar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar
rupigh) sisa simpanan akan dikembalikan oleh fim likuidasi berdasackan hasil
Trkaidasi,

Dalam persaingan usaha yang sangat kelat tenfunya, banyak cara vang
dilakukan oleh bank untuk menmarik pasabsh. Salah sate cara yang lszim
digunakan oleh bank termasuk PT. BFR T8 adalah memberikan bunga di atas
buriga yang dijamin oleh LPS. Pada sebagaan deposito, PT. BPR TS bersedia
memberikan bungs sebesar 18%. Hsl ini javh di atas bunga simpanan yang
dijamin oleh LPS. Dengan demilian menyebabkan simpenan yang demikian
merupakan stmpanan yang tidak layak bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal
19 ayat (1) U7 LPS. Diketakan demikian karena meonurnt LS pemberian bunga
yang lebih tingg: deri pada bunga yang diteiapkon oleh LPS mengakibatkan
nasabzah diuntungkan secara tidak wajar {penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf b UU
LPS),

Walaupun termasok ke dalam simpanan tidak layak bayar karena menurut
LPS ada yang diuntunpkan secars tidak wajar, tetapt sirnpanan nasabah tersebut
termasuk ke dalam simpanan vang tercstat dalam pembukvan bank. Dengan
demikian back akan melakukan pembayaran premi ates dapa simpanan nassbah
tersebut. Meskipun bank telah melakukan pembayaran premi tersebut tetapi
menurut LPS simpanan tersebut termasuk dalam kriteria tidak layak bayar maka,
simpana tersebut tidak akan dikembalikan oleh LPS.

Akan tetapi hal yang demikian LPS tidak menutup kemungkinan bagi
nasabah tersebut untuk mendapatkan dananya kembali, Pengembalian dana atas
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simpanan Hdak layak bayer dan stmpanan yang belum dibayarkan akan dilakukan
oleh tim likiidasi berdasarkan aset vang dimiliki oleh PT. BPR TS (dalam
likuidasi). Pembayaran oleh tim likuidasipun memiliki prioritas-prioritas
sebagaimana diatur dalam pasal 54 gyat (1) UU LPS jo pasal 24 ayat (3) PLPS
nomor 2 tahun 2008, yaitu sebagal berikut:

1. penggantian atas talangan pembayaran gaii pegawai yang ternang,

2. penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawa,

3. biaya perkara di pengadilan, biava lefana vang terutang, dan biava
operasional kantor,

4. biaya penyelamatan wvang dikeluarkan oleh LPS  dan/atan
pembayaran atas kialm Penjaminan vang harus dibayarkan oleh
LPS;

5. pajak vang terutang,

6. bagian Simpman dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan
perjaminannya dan Simpanan dan nasshah penyimpan yang tidak
dijamin; dan

7. hak dari kreditor fainnya,

Salah sstu alasan likoidast bank tidak dapat menggunakan peraturan yang
berlaku secara wnum pada badan hukurs adalah karena peraturan tersebut fidak
mengatr kedudukan nasabah penvimpan pada bank, Nasabzh pesyimpan pada
bank merupakan kreditur preferen pada bank dimana dia menyimpan dananya
Sehinggza dipertukan paraturan yang lebih khusus dimans memberikan kedudukan
vang lebih aman kepada nasabah bank. Dengan memberikan kedudukan sebapat
kreditur preferen tentunya nasabah bank mempunvai kedudukan umtuk lebih
diutarmakan dert pada kreditur lainnya, Walaupun demikian nasabah bank tidak
memegang jaminan sebagaimana kreditur preferen lainnya. Oleh karena itw
pengawasan serta pembinaan terhadap jalanya bank sanpet dipedukan

Kedudukan yang demikian menysbabkan pembayaran dana nasabah hares
diutamakan. Untuk itu pemerintah membentuk LPS agar dana nasabah dapat
dicairkan sesegera mumgkin dengan mengpunakan dana talangan dari LPS dengan
harapas masyarakat dapat mempercayal instansi perbankan dan tetap melakukan
penyimpanan pada bank-bank sehat lainnya,
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Disamping nasabah sebagai kreditur yang memiliki kedudukan preferen,
PT. BPR TS (dalam likuidasi) juga memiliki kreditur preferen salah satunya
adalah PT. Bank M (pesero) Tbk. Dengan dilikuidasinya PT. BPR TS,
mengakibatkan kredit yang telah dikucurkan oleh PT. Bank M (pesero) Tbk. tidak
dapat dikembalikan kepadanya Hal ini mengakibatkan PT. Bank M (pesero) Tbk.
mengambil Jangkah untuk mengadakan lelang atas aset-aset yang dijaminkan
kepadanya denpan hak tanggungan.

Lelang yang dilakukan oleh PT. Bank M (pesero) Tbk. dilakukan terhadap
aset yang dimiliki oleh PT. BPR TS (dalam likuidast). Hal ini mengakibatkan
kemmgkinan umtuk pengembalian dana nasabah vang tidak termasuk kedalam
simpanan yang tidak layak bayar menjadi sangat kecil karena pengembalian
nasabah yang tidak !ayak bayar berada dalarmn urutan

2. 7. ANALISIS AKIBAT HUKUM LIKUIDASI BAGI DIREKSIE,
KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM DARI PT. BPR TS (dalam
likuidais)

Sebagaimana tetah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, PT. BPR TS
termasuk kedalam bank gagal karena adanya fraud yang dilakukan dalam PT.
BPR TS. Pengucuran kredit yang mendapat persetwjuan dari Poliyono Wiyanto
selaku direktur utama PT. BPR TS diduga merupakan kredit fiktif, sehingga Bank
Indonesia melaporkan hal tersebut atas dugaan telah terjadi tindak pidana
perbankan. Laporan tersebut menyebabkan seluruh penpurus maupun pemegang
saham PT. BPR TS serta karyawan-karyawan yang diduga terkait dengan tindak
pidana bank tersebut diperiksa oleh polisi. Hal int mengakibatkan baik pengurus
maupun pemegang saham dapat dikenai sanksi pidana apabila terbukti bersalah.

Dengan dilikuidasinya PT. BPR TS tentunya akan menimbulkan akibat
hukum yang timbul terhadap pengurus (direksi dan dewan komisaris) dan
pemegang saham. Selain akibat hukum pidana, pengurus maupun pemegang
saham juga memiliki akibat hukum perdata. Akibat hukum perdata terhadap
penpurus dan pemegang saham timbul apabila kewajiban yang dimiliki oleh PT.
BPR TS lebih besar dari pada aset yang dimilikinya, sehingpa terdapat kewajiban

yang masih tertunda untuk dilunasi, Dalam keadaan demikian pengurus dan
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pemegang saham bertangrung jawab untuk menvelesaikan seluruh kewaiiban PT,
BPR T8 sesuai dengan pasal 54 ayat (5) UU LPS yang berbunyi:

“Apabila scluruh aset bank telgh habis dalam proses likuidasi dan
masih ferdapal kewaiiban bank terhadsp pihak lain, meka kewajiban
tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbuki
menyebabkan bank menjadi Bank Gagal”

Dalam bhal pengurus den pemegang saham PT. BPR TS tidak may bekeria
sama depgan tirn likuidasi untuk memenuhi kewsjthannya, maka baik pengurus
maupun pemepang Ssham dalam PT. BPR TS dapat dimintakan pertangpung
jawaban secara perdata berdasarkarn UU PT 2007 karena PT, BPR TS merupakan
badan hokum perseroan terbatas, Agar dapst dimintaken pertsnpgimgiawaban
secara perdata maka, baik pengurus maupun pemegang saham perseroan harus
dilakukan penuniutan terlebith dahulu melalui pergadilan negri. Penuntutan
tersebut dilakukan oleh tim likiidasi vang dibentuk oleh LP$ untuk mslakukan
pemberesan atas seluruh aset dan kewsjiban terhadap pibak ketiga yang ada pads
PT. BPR TS. Tuntulan o merupaksn salab satu cara yang dapat digunakan oleh
LPS untuk menyiia asset yang dimiliki oleh pengurus maupun pemegang saham
dalars PT. BPR TS schingga dapat menutupi kekurangan yang timbul terhadap
pemenuhan kewaiiban yang dimiliki oleh PT. BPR TS,

Dalam menjalanksn fugesnya direksi bechak urtuk melakukan pengurusan
atas perserpan ierbatas sesual dengan maksud dan tujnan perserosn ferbatas
fersebut sebagaimana tercantum dalam Anpgaran Dasar perseroan terbatas. Dalam
Anggaran Dasar #T. BPR T8, maksud dan tujuan didisikannya perseroan terbatag
tersebut adalah menjalankan jenis usaha bank perkreditan ralyat. Oleh karena iy,
disamping tunduk terhadap UU PT 2007, direksi PT. BER T8 dalam menjgiankan
tugas dam wewenanpnya jugs tunduk terhadap ketentuan serta persfuran yang
beriakn unfuk perbankan termasuk tetapi tidak terbatas pada U Perbankan serta
Peraturan Bank Indonesia,

Satah salu syarat yang diberikan olek Bank Indonesiz untuk menjedi
girektur dalam suatu bank adalah orang tersebut harug Tulug fir and proper lest
vang diselenpgarakan oleh Bank Indopesia. Hal imi dilakukan oleh Bank
Indonesia agar Bank Indonesia mendapat jaminan babwa direktur tersebut layak
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dan mampu wmenjalankan bank karena bank harus meniaga kepercayaan
magyarakat Disamping itu, selah saty yang harus diperhatikan dalam melakukan
tupasnya adalah business judgment rude sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya,

Pada pasal 97 avat (2) ULF PT 2007 disebutkan bahwa diveksi wajib
melaksanakan jabatannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawsb. Dengan
kata fain direksi PT. BPR TS sebagai pengarbil keputussn aias setiap perikatan
yang akan dibuat perserpan terbatas dengan pihak ketiga harus dilakukannya demi
kepentingan perseroan. Keputusan yang diambil oleh direksi PT. BPR T8
merupakan kewenanpgan vang diberikan oleh undang-undang dalam menjalankan
kepengurusan persercan. Kepuhisan yang dapst diambi oleh direksi dalam
menialankan PT. BPR TS antara tain kepunisan untuk memberikan kredit kepada
pihak ketiga, kepuiusan untuk menjaminkan agset PT. BPR TS, dan keputusan
atas bunga yang diberikan oleh PT. BPR TS kepada nasshahnya Oleh karens
merupakan organ yang mernijiki kewenanpan untek mewakili PT. BPR TS bzik di
dalarn maupun di lssr penpadilan, maka direksilah yang akan berhubungan
dengan pihak ketiga. Yang dirnaksud dengan pihak ketiga dising meliputi nasabah,
debitur, dan/atau kreditur bank, Sehinpea perikatan yang dibuat oleh PT. BPR TS
dengan pibak ketiga ditandatangani oleh direksi ataupun koasanya.

Kewenangan direksi fernyate dalam perikstan yang dibuat dalam rangke
pemberian kredit yvang menjadi salah satu penyebab PT. BPR TS & Hkuidasi
Peningkatan kredit macet per Okiober 2008 mengnkibatkan Bank Indonesia
menfadikan PY. BPR TS sebags bank dalam pengawasan serta mencurigai
adanya Fraud Dalam pemberian kredit seharugnya direksi melalul stafnya
melakukan pemeriksaan teriebih dahulv secara mendalam sesvai dengan standar
yang diberikan oleh Bank Indonesig, Pada kenyatasnnys kredit macet vang tevjadi
pada PT. BPR TS merupakan kvedit yang diberikan atss persetujuan direksi
berdasarkan permintaan dari SW selaku komisaris utama dalam PT. BPR TS,

Dengan kemandirian yang dibertkan oleh UU PT 2007, seharusnya apabila
kredit tersebut fidak memenuhi persyaratan direkst berhak menolak pemberian
kredit tersebut walaupun kredit fersebut merupakan saran dari dewan komisaris.
Pemberian Jeedit yang demikian mengakibatkan direksi tdak melakukan
mpasnya dengan kehati-hatian dan dianggap telah melakukan perbuatan melawan
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hukum. Sehingge direksi bertanggung jawab bersama-sama secara tangpung
renteng berdasarkan pasal 97 zyat (4) UU PT 2007, Berdasarkan pringip Business
Judgment Rule sebagaimana dijelaskan diatas maka, pemberian kredit vang
demikian mencerminkan direktur tidak menjalankan prinsip Business Judgment
Rule karena tidak menjalankan tugas duty of care.

Lain halrrya dengan direksi, tenfunya dewan komisaris pun mempunyai
tanggung jawab dalam melakukan pepgawasan terhadap perserozn serta
memberikan naschat kepada direkst {pasal 108 ayat (13 UU PT 2007). Dengan
demikian nasehat yang diberikan SW selaku Komisaris Utama persercan dapat
diterima oleh direksi dalam menjalankan persercan. Sebagai komisaris utama dan
pemegang saham pengendali, SW mempunyai suarg yang dapat didengar dan
difiaxti oleh direksi maspun dewan komisaris. Pada dasarnya nasehat vang
diberikan olegh SW untuk memberikan kredit merupakan suaty kewenanpan yang
diberikan oleh UL PT 2007 sebagainna dijelaskan diatas. Berdasarkan pasal 108
ayat {43 UU PT 2007, dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri atau
dengan kata lain setiap tindskan yang dilakukan oleh dewan komisaris harus
berdasarkan keputusan dewan komisaris.Walawpun bukan merupakan nasehat
yvang dituangkan dalam kepotusan dewan komissris tetapi, nasehat ite didengar
dan ditkuit oleh direksi. Qleh karena itu, keputusan itu dapat diangyap sebagai
keputusan dewan komisaris,

Dengan pemberian nasehat yang mengakibatkan kerugian kepada PT. BPR
TS dan mengskibatken PT. BPR TS dilikuidasi maka, nasehat yang diberikan
oleh dewsm komisaris ita dapat diangssp naschat yang menvesatkan dan
dilekukan tanpa itiked baik. Hal mi juge depat dikeatkss apebila SW terbukt
mendlapatkan imbalan atas kredit yang diberikan gieh PT. BPR 185 dan
menguntungkan pribadinya. Olel karena itu, dewan komisaris dapat dimintakan
pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud dalam pasat 115 UU PT 2007.

Digamping berkedudukan sebagat komisaris utams, SW juga merupakan
seorang pemegang saham, Pads dasamya tanggung jawab seorang pemegang
saham adalah terbatas atas modal vang telah dimasukan dalam perseroan terbaias,
Walaupun demikian pssal 3 ayat {2) jugs menpatur penpecualian tanggumg jawab
tersebut vang sering dikenal dengan penvikapan tabir perusshaan atau plercing
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the corporate vel!. Oleh karena itu, pemegang saham juga dapat dimintakan
pertanggungiawsaban sampai dengan harta pribadinya.

Sebagaimana dijelaskan diatas behwa pemberan kredit fiktif yang
menyebabkan PT. BPR TS dilikuidasi merupakan saran dari SW. Hal ini juga
menyehabkan pengurus serta pemegang saham diperiksa oleh Polda Lampung.
Apabila terbukti secars sah dan meyakinkan tentang dugaan Bank Indonesai afas
kredit fiktif yang gda di PT. BPR TS, miaka hal tersebut dapat pula membukikan
bahwa kredit fiktif yang dikecurkan dibenikan kepada T Group yang merupakan
milik dari SW seris diambil secara pribadi untuk 8W. Dengan demikian SW
secara fidak lsngsmp SW telsh memanfaatkan PT. BPR TS untuk demi
kelancaran usshanya. Dengan demikian SW telsh melanggar pasal 3 ayat (2) UU
PY 2007,

Selain SW, tentunva ada juga pemegang saham laimnya  Apabila
pemegang saham lain fidek terlibat dalam perbuatan yeng SW lakukan
sebagaimang telab diselaskan diatas serts mendapat keunfungan secara pribadi,
maka pemegang ssham PT. BPR TS lainnya dapat  dimintekan
pertanggungiawaban secara pribadi karena benturan kepentingan sebagaiinana
disnaksud dalam pasal 3 ayat (1) YU PT 2007,
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BABRIH
YENUTUP

3. 1. Kesimpulan

Berdasarkan peoelitian vang telah dilakukan oleh penulis serta
pembahasan i atas berkaitan dengan tugas Lembaga Penjamin Simpanan dalam
melaksanakan likuidasi pada PT. BPR TS adaleh sebapai berikut:

1. Tindakan pengembalian dana nasabah PT. BPR. T8 (dalam likuidasi}
dilakukan melalui rekonsiliasi dan verivikasi oleh LPS dengan cara
sebagal berikut

a Terhadap nasabah dengan simpanan yang dinvatakan Iayak bayar
dengan memenuhi pasal 11 ayat (1} dan pasal 19 UU LPS akan
dibavarkan L.P§ setelah Jolos rekonsiliasi dan verifikasi.

b. Terhadap nasabsh layak bayar yang memenuhi pasal 19 UU LPS
tetapi jumtah simpanan melebihi Rp. 2.000.000.000,- sebagaimana
dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) UU LPS maks, setelah melewati
rekongiliasi dan venfikasi LPS akan mengembalikan simpanan
nasabah schesar Rp. 2.000000.000- sisa  simpanan  akan
dibayarkan oleh tim likuidasi darf hast! likuidasi,

¢, Terhadap simpansn vang dinyatskan tidak layak bayar
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 U LPS dan tidak lolos
dalam rekonsiliasi dsn verifikast vang dindaken oleh LPS, maka
pembayaran sias simpanan tersebut tidak akan dilakukan oleh LPS.
Pembayaran atas simpanan tersebut akan dilakuken oleh tim
likuidasi berdasarkan hasil likuidasi.

2. Dalam bal aset yang dimitiki ofeh PT. BFR TS (dalam likuidasi) tidak
mencukupt wrtuk membayar semna kewajiban yang dimitiki oleh PT. BPR
TS (datam likuidasi), maka pengurus dan pemegang saham PT, BPFR TS
berianggung jawab secara tanggung renteng untuk mefunasi kewsjiban PT.
BPR TS (dalam likuidasi). Pertanpgung jewaban ito diminta oleh LPS
selaku tim Bikwidasi dengan mengajukan pogatan ke pengadilan.
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3. 2. Saran

Setelah melakukan penelitian yang mendalam dan mengambi} kesimpulan

atas penelitian ini, penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut;

1. Pemberiskuan LPS mivk memberikan jaminan perlindungan hukom
kepada magyarakat dirasa sudgh culup memadai karena TPS dapat
mengembalikan dana stmpanan nasabah pada PT. BPR TS, Alun
tetapi sanpat disayangkan babwa tidak seluruh dana nasabsh digantd
oleh LPS. Dengan kejadian ini, diharapakan agar bunga yang ditamin
oleh LN lebih disosialisasikan lagi dengan mewaiibkan setiap bank
mengumumkan tingkat suku bunga yang ditlamin oleh LPS.

2. Bank Indorests selaku penpawas dan dalam kedudukannya mewakili
kepertingan nesabsh bank seharusnya lebih skiif dalam menjags
kepentingan nasabah, Perlindungen nasabah dapat dilakukan melalu
pembatasan bunga vyang diberikan kepada masyarakat! setinggis
tingginya sebesar bunga yang ditetapkan oleh LPS staupun melal
faporan kevangan yang diberikan oleh bank, Bank Indonesia dapat
memberikan surat peringatan kepada bank tersebut agar merendahkan
tingkat suku bunganya
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Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara tanggal 15 Mei 2009,

. Kapan PT. BPR TS berdini?

. Siapa pengurus den pemegang szham PT. BPR TS?

. Bagaimana kronologt kasus PT, BPR TS?

. Mengapa PT. BPR TS dinyatakan tidak dapat diselamatkan oleh LPS?

. Bagaimang pengembalian dana nasabah pada PT. BPR TS fertama terbadap
nasabah yang dijanjikan bunga yang lebih tinggi dari pada bunga penjaminan?

. Bagaiowana nasib nasabah yang tidak lolos rekensiliasi dan verifikasi?
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Lampiran 2. Uaflar Pertanyaan Wawancara tangeal 25 Juni 2009,

. Berapa total aset, kewajiban dan hutang yang dimiliki oleh PT. BPRTS?

. Langkab-langksh aps yang diambil oleh LPS untuk menyslesaikan dan
membereskan PT. BPR TS (dalam likuidasi)?

. Siapa-siapa sajs snggota tim Hiaidasi?

. Bagaimzpa tanggung jawab pengurus dan pemegang ssham PT. BPR T8
{dalam Iikuidasi)?

. Bagaimana sikap LPS terhadap lelang yang dilakukan oleh PT. Bank M
(pesero) terhadap aset PT. BPR TS (dalam likuidasi)?
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aLEMBAGA Indonesia
: PENJAMIN | Depost

v Insurance .
SIMPANAN Corporation Lampiran 3.

PRESS RELEASE
NOMOR : FRESS- o001 /LPS/ 112009

Sebagaimana dirmaklumi, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan (SK)
Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/15/KEP.GBI/2008 tanggal 24 Maret 2009
tentang Perwabutan Izin Usaha PT BPR Tepwesm Sebiwseee, mencabut izin usaha PT
BPFR Trpwsess Sebiwsiem yang berlokasi di JI. Laks. Malahayati No.138
Teluk Betung, Bandar Lampung terhitung sejak tanggal24 Maret 2009.

Dengan dikeluarkannya SK pencabutan izin usaha tersebut, Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS} akan menjglmkm fungsi penjaminan dan melakukan
proses liknidasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Lembaga Penjamnin Simpanan dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka pembayaran kiaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR
Tripanca Setiadanas, LPS aken melakukan rekonsiliasi dan verifikasi ates data
simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar
dan tidak layak dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksad akan diselesaikan LPS
paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha,

Sementara itu, dalam rangka likuidasi PT BPR Trigees Sebinmines, LPS akan
mengambilalih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham,
termasuk hak dan wewenang RUPS. LPS sebagai RUPS PT BPR Tigwssn Selinissa
akan mengambil tindakan-tindakan sebagat berikut:
membubarkan badan hukwm bank;
membentuk tim kuidasi;
menetapkan status bank sebagai ”Bank Dalam Likuidasi”; dan
menonaktifkan seluruh Direksi dan Komisaris.

Selanjuinya, dengan dibertuknya tim likuidast PT BPR Trpwess: Selawion.,
maka penyelesaian hal-hal vang berkaitan dengan pembubaran badan hukum bank
serta pemberesan aset dan kewajiban bank akan dilakukan oleh Tim Likuidasi PT
BPR Trigwme. Setimsbeme.. Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi PT BPR Tripanca
Setiadana tersebut akan dilakukan oleh LIS,

LPS menghimbau agar nasabah bank serta masyarakat lainnya tetap tenang
dan tidak terpancing/terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang mengganggu
proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi PT BPR Twipsm: Sellesises:

Dernikian disampatkan, harap maklum.
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